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ABSTRAK 

 

Uyayyinah, 2016. Penerapan Fiqh Al-Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik 

Dalam Distribusi Zakat (Studi Komparasi Di lembaga amil zakat (BAZ) Pamekasan 

dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) 

Pamekasan Dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan). Tesis, Pascasarjana 

(S2), Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, Pembimbing: Dr. Misbahul Munir, MM. 

 

Kata Kunci: Fiqh Al-Awlawiyah, Prioritas, Distibusi Zakat. 

 

Dana zakat terkumpul per Desember 2015 mencapai 4,2 triliun dari potensi dana 

zakat Indonesia yanag mencapai 217 triliun. Sedangkan angka kemiskinan meningkat 

sebesar 0,86 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

hingga saat ini tidak ada efek yang signifikan dalam pendistribusian zakat  sejak tahun 

1999 hingga kini. Dari itu, dengan sedikitnya dana zakat yang terkumpul dari jumlah 

potensialnya, suatu metode prioritas pengalokasian dana zakat sangat penting untuk 

dilakukan agar distribusi zakat sesuai dengan tujuan syariah, sehingga Metode fiqh al-
awlawiyyah dapat diimplementasikan sebagai metode yang efektif untuk 

melaksanakan fungsi alokatif dalam pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) 

Pamekasan, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, 

Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan, merupakan tiga institusi 

zakat yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Pamekasan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif-verifikatif   yang 

mengkomparasikan tingkat implementasi fiqh al-awlawiyyah di tiga institusi zakat 

yakni, BAZ Pamekasan, BMH Pamekasan dan LAZISMU Pamekasan. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik induktif.  
Hasil komparasi implementasi fiqh al-awalawiyyah di tiga lembaga tersebut  

berbeda-beda. BAZ Pamekasan secara keseluruhan mengimplementasikan prinsip  fiqh 
al-awalawiyyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam distribusi zakat, di mana 

kelompok fakir miskin menjadi prioritas utama dan kelompok fi sabilillah pada 

prioritas kedua dengan alokasi dana terbilang seimbang dengan jumlah program yang 

direalisasikan dan sesuai dengan skala ukuran prioritasnya. Sedangkan BMH 

Pamekasan mengimplementasikannya hanya pada skala prioritas kebutuhan mustahik 

dan tidak pada pendistribusian dananya, yang mana fakir miskin dan fisabilillah 

menjadi kelompok prioritas penerima ZIS, namun alokasi dana serta program yang 

direalisasikan relatif sama untuk kedua kelompok tersebut. Padahal kelompok fakir 

miskin dalam realita di Pamekasan lebih membutuhkan dana ZIS. Sedangkan 

LAZISMU belum sepenuhnya sesuai dengan skala prioritas dalam prinsip fiqh al-
awalawiyyah dikarenakan dana zakat hanya didistribusikan untuk pelatihan da’i yang 

notabene merupakan kelompok fi sabilillah, sedangkan dalam realitas di Pamekasan 

fakir miskin lebih membutuhkan. Namun untuk dana infaq-shadaqah telah 

didistribusikan pada fakir miskin sebagai prioritas utama. 
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ABSTRACT 

Uyayyinah, 2016. The Implementation Of Fiqh Al-Awlawiyyah  on Priority need Of 

Mustahik In Zakah Distribution (A Comparative Study In Badan Amil Zakat (BAZ) 

Pamekasan, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan and Lembaga Amil Zakat, 

Iinfaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan). Thesis, Magister (S2), 

Islamic Economic Program, State Islamic University Of Sunan Ampel Surabaya, 

Adviser: Dr. Misbahul Munir, MM.   

 

Key Word: Fiqh Al-Awlawiyyah, Priority, Zakah Distribution. 

 

Zakah fund in Indonesia per December 2015 just collected Rp.4,2 billion from 

it’s potential Rp.217 billion, whereas the poverty rate increased 0,86 million person 

compared to the previous yaer. It’s shows that there is no significant effect on the 

distribution of zakah since 1999 until now. Therefore, at least of zakah fund collected 

from the number of potential, a method of allocating on zakah distribtion was very 

important in allocating of zakah fund according to priority need of mustahik, so that 

the concept of fiqh al-awlawiyyah would be one of effective method that be able to 

implemented in zakah distribution. Badan Amil Zakat (BAZ), Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) and Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah 

(LAZSIMU) Pamekasan were the three zakah institution which have expected to be 

able to reduce the of poverty rate and improve the social welfare in Pamekasan, so , by 

that method the allocating of zakah fund can be distributed in effectively and 

efficiently based on the priority need of mustahik in Pamekasan. 

This study is kind of qualitative research by descriptive-verificative analysis 

that compare the implementation degree of fiqh al-awlawiyyah in those three zakah 

institution, that is BAZ, BMH and LAZISMU Pamekasan. The techniques of data 

collection is done through observation, interview and documentation. The analysis  

techniques  of data using inductive analysis. 

The comparison of this research found that the implementation of fiqh al-
awlawiyyah among the three zakah institution is different. BAZ Pamekasan in totality 

have implemented the principle of fiqh al-awlawiyyah on priority need of mustahik in 

zakah distribution, wherein poor and needy group became the most important priority 

and fi sabilillah as the second group by allocation of fund implicitly balanced with 

total program have been realized and suitable with their priority need. Whereas BMH 

Pamekasan only implemented it to priority need of mustahik zakah that became 

receiver but not in distribution, whenin poor, needy and fi sabilillah group become the 

most important receiver group, but in fund allocation and the realization of the 

program was relative the same as for the two group although the fact, the poor and the 

needy group in Pamekasan more in need of zakah fund. Different with two institution 

before, LAZISMU only distribute the zakah fund to da’wa>h wherein this program 

include to fi sabilillah group, that the fact in Pamekasan the poor and the needy group 

more in need the zakah than fi sabilillah group. But in infaq-shadaqah fund, LAZISMU 

have distributed to the poor and the needy as the most important priority group. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Zakat dan pengelolaannya telah disahkan melalui Undang-Undang No. 38 

Tahun 1999. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah tidak 

berfungsi sebagai operator, tetapi sebagai regulator, motivator, koordinator 

dan fasilitator, sehingga pemerintah melalui kementrian agama melakukan 

berbagai upaya dalam rangka memberi dorongan dan fasilitas agar instansi-

instansi seperti BAZ (Badan Amil   Zakat) serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) 

bisa dikelola profesional. Pengelolaan yang baik membutuhkan manajemen 

yang profesional, di mana proses manajemen haruslah mengandung unsur-

unsur fungsi perencanaan, pengorganisasian (kepemimpinan dan komunikasi), 

pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan, sehingga pendayagunaan zakat bisa 

dimanfaatkan sedemikan rupa dalam mencapai fungsi sosial sekaligus fungsi 

ekonominya (konsumtif dan produktif).
 1

  

Data penghimpunan zakat yang dikumpulkan oleh BAZ maupun LAZ 

menunjukkan bahwa dana zakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2014 dana BAZ terhimpun sebanyak Rp. 3,2 triliun dari jumlah 

potensialnya sebesar 217 triliun
2
 dan pada 2015 terkumpul 4,2 triliun.

3
 

Seiring dengan peningkatan dana zakat tersebut, jumlah penduduk miskin di 

Indonesia juga semakin bertambah. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) 
                                                           

1
Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 12. 
2

Didin Hafidhuddin “Baznas Targetkan 2015 Terkumpul Zakat Rp 4,2 Triliun” dalam 

http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570# (18 januari 2015).1. 
3

Didin Hafidhuddin, “Menguatkan Zakat dalam Pembangunan Daerah” Majalah Zakat 

BAZNAS (Sya’ban-Ramadhan, 1436 H/ Mei-Juni 2015), 9. 

   1 

http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570
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2 

 

per Maret 2015 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia 

mencapai 28,59 jta orang (11,22 %)  meningkat sebesar 0,86 juta orang 

dibandingkan dengan kondisi september 2014 yang sebesar 27,73 juta orang, 

(10,96%).
4
 

Data tersebut jelas menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada efek 

yang signifikan dari distribusi zakat semenjak kurang lebih 15 tahun, yaitu 

sejak 1999 hingga sekarang. Hal ini juga menandakan bahwa indikator 

keberagamaan di Indonesia sangat buruk, padahal berdasarkan firman Allah 

dalam QS. Al-tawbah ayat 60 menyatakan:
5
 

                         

                         

      

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

Secara bahasa,  al-Shadaqah mempunyai arti  membenarkan. Pembenaran 

disini menunjukkan kejujuran akan penyaksian seseorang terhadap kalimat 

tauhid adalah benar adanya. Hal ini menyatakan bahwa anjuran zakat 

merupakan implementasi dari kejujuran dalam beragama, kejujuran bahwa 

seseorang mengakui Allah sebagai satu-satunya tuhan yang Maha Esa. Oleh 

                                                           
4

BPS (Badan Pusat Statistik), Profil Kemiskinan Di Indonesia No. 86/09/th.XVIII, 

(September 2015). 
5
 Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin dan Mahadi Mohammad, “The Philosophy And 

Elasticity Of Zakat Distribution In Islam” International Journal Of Education And Research, Vol 

1 No. 8 august (2013), 2. 
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3 

 

karena itu, ketika seseorang belum menunaikan kewajiban zakat, maka ia 

tidak jujur dalam beragama, yang dalam al-Qur’a>n diistilahkan sebagai 

pendusta agama dalam QS. al-Ma’u>n:  

                   

       

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?,  Itulah orang yang 

menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang 

miskin.” 

Selain belum terhimpunnya dana zakat dari jumlah potensial yang ada, 

manajemen distribusi juga belum terkelola dengan sangat profesional. 

Terdapat tiga alasan mengapa potensi zakat di Indonesia tidak maksimal, 

yaitu lemahnya aspek hukum, aspek sosiologis dan aspek instutusi. Faktor 

sosiologis tersebut terkait dengan rendahnya tingkat kepercayaan muzakki 

terhadap lembaga zakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikasi, yaitu 

tidak percayanya masyarakat bahwa zakat tidak sampai pada mustahik yang 

tepat. Hal ini menunjukkan hubungan terhadap lemahnya aplikasi dari prinsip 

manajemen keorganisasian dalam zakat.
 6

 

Oleh karena itu pola pendistribusian zakat memerlukan perhatian yang 

cukup serius, karena Implementasi zakat tidak hanya fokus pada pembayaran 

saja, tetapi disempurnakan setelah pengumpulannya dengan di distribusikan 

pada mustahik yang tepat (as}na>f). Al-Qur’an telah meriwayatkan orang-orang 

                                                           
6
Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, dan Zahari Hamat, “Review On Indonesian Zakah 

Management And Obstacles”  Social Sciences Vol. 2, No. 2, (2013), 83. 
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memenuhi syarat penerima zakat dalam QS al-tawbah ayat 60 di atas. Ayat 

tersebut menyatakan bahwa mustahik terklasifikasi menjadi delapan 

golongan (as}na>f) dengan rincian yang telah disebutkan dalam ayat. 

Kedelapan golongan tersebut merupakan ketetapan yang diwajibkan oleh 

Allah untuk diberi zakat.
7
  

Ulama klasik maupun kontemporer berbeda pendapat mengenai konsep 

as}naf yang menandakan bahwa  konsep pendayagunaan zakat memberikan 

pintu ijtiha>d bagi mujtahid termasuk kepala negara ataupun Badan Amil 

Zakat untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 

kebutuhan situasi dan kondisi sesuai dengan kemaslahatan yang dapat dicapai 

dari potensi zakat tersebut. Untuk itu prioritas pengalokasian dana sangat 

penting untuk dilakukan agar distribusi zakat sesuai dengan tujuan syariah, di 

mana konsep mashlahah senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan 

dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa 

dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai 

sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distribusi 

dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat.  

Pada undang-undang mengenai pengelolaan zakat disebutkan pada bab V 

tentang pendayagunaan zakat pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa 

pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus berdasarkan skala prioritas 

mustahik serta dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif,
 8

 sehingga atas 

                                                           
7
Nurul Huda dkk, Zakat Perspektif Makro Mikro, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),12. 

8
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam 

https://docs.google.com  

https://docs.google.com/
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dasar dasar tersebut dengan melihat keadaan di Indonesia menurut dasar 

persetujuan dewan pertimbangan, porsi distribusi kepada as}naf dengan bagian 

fakir, miskin, riqa>b dan gha>rimi>n sebesar 50%, sabilillah dan muallaf  sebesar 

25%, ibn sabil 12,5% dan amilim 12,5%.
9
 

Fikih prioritas (Fiqh al-awlawiyyah) merupakan metode yang tepat dalam 

menentukan skala prioritas, karena fikih prioritas menitikberatkan kajian 

fikih pada urutan amal yang semestinya diutamakan atau didahulukan. 

Sehingga sesuatu yang tidak penting,  tidak  didahulukan  atas 

sesuatu  yang  penting. Sesuatu yang penting tidak didahulukan atas sesuatu 

yang  lebih  penting.
10

 

Kedelapan as}naf  tentunya memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-

beda, oleh karena itu penentuan prioritas dalam distribusi zakat memerlukan 

pengukuran yang tepat dan akurat. Untuk itu harus dibagi tingkat 

kebutuhannya, apakah bersifat d}aru>riyah  (primer), ha>jiyyah (skunder) atau 

tahsiniyyah (tersier).  

Terdapat beberapa institusi zakat di Pamekasan, namun hingga saat ini 

upaya pengentasan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang signifikan, 

bahkan belum menyentuh masyarakat miskin di daerah terpencil. Untuk itu 

penulis ingin meneliti dari beberapa institusi zakat tersebut dalam hal 

pendistribusiannya dengan metode fiqh al-awlawiyyah, sehingga nantinya 

                                                           
9
 M. Daud, “Administrasi Dan Manajemen Zakat” dalam https://sumsel.kemenag.go.id (15 

Maret 2014), 1. 
10

Yusuf Qardhawi, Fiqih Prioritas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).16. 

https://sumsel.kemenag.go.id/
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akan diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi dari distribusi zakat di 

Pamekasan. 

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan satu-satunya institusi zakat 

dibawah kendali resmi pemerintah, BAZ memiliki potensi yang sangat besar 

dalam pengumpulan, pendistribusian, perkembangan serta terlaksananya 

tujuan zakat. Untuk itu, saat ini BAZ Pamekasan memiliki beberapa 

program unggulan dalam mendistribusikan zakat guna mencapai efektifitas 

dan efisiensi dana zakat yang ada. Diantara program tersebut ialah, pertama, 

modal usaha atau alat usaha. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesehatan. 

Keempat, kesejahtaraan. Kelima, bedah rumah. Keenam, fasilitas umum. 

Ketujuh, SDM umat Kedelapan,  peduli bencana alam .
11

 

Institusi kedua adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) pamekasan. 

Sebagai LAZ bersekala nasional, kiprah BMH sebagai institusi zakat 

tergolong sukses. Secara umum program BMH  dalam distribusi zakat 

terbagi menjadi empat program  diantaranya; pertama, pendidikan yang di 

istalahkan dengan senyum anak Indonesia yang terbagi menjadi beberapa 

program yaitu; 1. Beasiswa sekolah pemimpin, 2. Beasiswa sarjana, 3. 

Pesantren tahfizh yatim dan dhuafa. . Kedua, dakwah yang menjadi beberapa 

turunan program yaitu; 1. da’i tangguh ( natura da’i,  sedekah armada 

dakwah, da’i berdaya dan umroh da’i), 2. Asuransi da’i, . Ketiga, sosial 

kemanusiaan yang juga terbagi dalam program turunannya yaitu: 1. Wakaf 

sejuta al-Qur’a>n, 2. Bina muallaf, 3. Bahagiakan yatim, 4. Keluarga berkah, 

                                                           
11

 Azis Azhari, Wawancara, Pamekasan 20 Mei 2016 
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5. Peduli bencana nasional, 6. Layanan kesehatan masyarakat, 7. Sedekah 

armada ambulance, 8. Dompet peduli  Keempat, ekonomi atau diistilahkan 

Mandiri terdepan yang terdiri dari beberapa program yaitu; 1. Keluarga 

berdaya, 2. Pesantren berdaya, 3. Pendirian baitul mal tamwil (bank desa).
12

   

Institusi berikutnya adalah Lazis Muhammadiyah Pamekasan (LAZISMU 

Pamekasan). Saat ini LAZISMU mempunyai enam program pendistribusian 

zakat diantaranya; Pertama, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Micro 

Economic Empowerment) yang terdiri dari dua program, 1. ZISPRO modal 

usaha. 2.Pembinaan dan pelatihan UKM. Kedua, pengemangan pendidikan 

(Education Development) , yaitu terdiri dari 4 alokasi khusus; 1. Beasiswa 

berkah dhuafa’ dan prestasi. 2. Gerakan orang tua asuh, yaitu 

penanggunagan biaya sekolah dari setiap muzakki kaya terhadap biaya 

keseluruhan pendidikan anak miskin, 3. Bantuan kesejahteraan guru. 4. 

Beasiswa perguruan tinggi. Ketiga, sosial servis, yaitu program yang di 

desain untuk mengantisipasi datangnya bencana alam. Program ini terbagi 

pada beberapa bagian, 1.Santunan yatim. 2.Medical mobile service. 3. Peduli 

lansia. Keempat, Dakwah  (Dakwah Services) yang terdiri dari 1.  Peduli 

kader da’i. 2.Penerbitan media dakwah. Kelima, TAFAQUR (Tabungan 

Fasilitas Qurban). 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada setiap institusi mempunyai 

prioritas pendistribusiannya sendiri dalam memilih mustahik, sehingga 

tingkat efektifitas dan efesiensi distribusi zakat untuk as}naf juga dipengaruhi 

                                                           
12

Ahmadi, Wawancara, Pmekasan, 06 Mei 2016. 
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oleh perbedaan manajemen distriebusi setiap institusi. Hal ini membuat 

penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai implementasi fiqh al-

awlawiyyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam manajemen distribusi 

zakat yang diterapkan oleh masing-masing lembaga tersebut dan seberapa 

besar porsi fiqh al-awlawiyyah yang diterapkan oleh masing-lembaga 

tersebut, sehingga penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut dengan 

judul “IMPLEMENTASI FIQH AL-AWLAWIYAH  PADA PRIORITAS 

KEBUTUHAN MUSTAHIK DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT 

(Studi Komparasi di Lembaga Amil Zakat (BAZ) Pamekasan dengan Baitul 

Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan 

Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan) ” 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat teridentifikasi masalah 

sebagai berikut:  

1. Ketiga lembaga di atas, bahkan hampir seluruh institusi zakat 

mempunyai program distribusi zakat yang berbeda-beda dengan obyek 

yang berbeda pula, sehingga tingkat prioritas dan metode penentuan 

prioritas kebutuhan mustahik yang diterapkan dalam manajemen 

distribusi zakat dilakukan setiap lembaga dengan perspektif yang 

berbeda pula.  

2. Kurangnya manajemen funding zakat, sehingga banyak muzakki yang 

wajib zakat yang tidak membayar zakat dan menyebabkan potensi 

dana zakat yang begitu besar tidak dapat terkumpul. 
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3. Kurangnya manajemen pendataan mustahik, sehingga banyak 

mustahik yang lebih membutuhkan tidak terjangkau.  

4.  Rekrutmen petugas amil yang terkesan unfair, sehingga 

kapabilitasnya  dalam mengelola dana zakat kurang maksimal. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Konsep implementasi fiqh al-awlawiyyah terhadap prioritas 

kebutuhan mustahik dalam manajemen distribusi zakat. 

2. Implementasi fiqh al-awlawiyyah terhadap prioritas kebutuhan 

mustahik dalam Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) 

Pamekasan dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan 

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU) Pamekasan. 

C. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam 

penelitian ini mengangkat dan memfokuskan beberapa pokok permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaiamana konsep fiqh al-awlawiyyah pada prioritas kebutuhan 

mustahik dalam distribusi zakat. 

3. Bagaimana implementasi fiqh al-aula>wiyah terhadap prioritas 

kebutuhan mustahik dalam Pedistribusian zakat di Badan Amil Zakat 

(BAZ) Pamekasan dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan 

dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU) Pamekasan? 
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D. Tujuan  Penelitian 

Dari beberapa fokus penelitian di atas, maka penulis berharap hasil dari 

penelitian ini bisa digunakan dan dipraktekkan dengan tujuan: 

1. Menjelaskan konsep fiqh al-awlawiyyah pada prioritas kebutuhan 

mustahik dalam manajemen distribusi zakat. 

2. Menjelaskan implementasi fiqh al-aula>wiyah terhadap prioritas 

kebutuhan mustahik dalam Pendistribusian zakat di Badan Amil 

Zakat (BAZ) Pamekasan dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan? 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritik 

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih 

pemikiran keislaman, terutama dalam dunia perzakatan di Indonesia 

dan sekaligus dapat menjadi buah pemikiran yang dapat terus 

dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya dalam konsep fiqh al-

awlawiyyah dan implementasinya dalam segala bentuk dimensi 

keislaman terutama dalam manajemen distribusi zakat. 

2. Praktis  

Bagi badan amil zakat dan lembaga zakat lainnya, penelitian ini 

diharapkan dapat memberi konsep baru yang lebih baik dalam 

mendistribusikan zakat secara tepat, objektif, efektif dan efisien 

sesuai prioritas kebutuhan mustahik dalam rangka membangun 
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manajemen zakat yang lebih profesional, terutama dalam 

pendistribusiannya, sehingga institusi zakat bisa menjadi institusi 

yang terpercaya dan lebih menarik minat muzakki untuk menyalurkan 

zakatnya. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai zakat terutama manajemen pegelolaannya telah 

banyak dilakukan, namun kesemuanya hanya fokus pada bagaimana lembaga 

zakat tersebut nantinya akan berkembang, bukan pada bagaimana nantinya 

mstahik mendapatkan hak dan jaminan sosial sesuai dengan tingkat 

kebutuhannya. Pengukuran tingkat kemiskinan dan prioritas kebutuhan 

mustahik belum banyak diperhatikan, sehingga banyak lembaga zakat yang 

menyalurkan dananya hanya berfokus pada salah satu mustahik tanpa 

memperhatikan mustahik mana yang lebih berhak dalam menerima zakat 

tersebut seperti ketentuan fikih. Diantara penelitian-penelitian tersebut ialah: 

1. Skala Prioritas Distribusi Zakat Dan Relevansinya Dengan 

Peningkatan Ekonomi Mustahiq  (Studi Lapangan Di LAZ Nasional 

Pos Keadilan Peduli Umat Jawa Tengah, 2010), ditulis oleh Agus,  

dalam penentuan mustahik, PKPU mengelompokan delapan as}naf 

yang disebutkan dalam al-Qur’a>n menjadi dua kategori. Empat as}naf 

pertama merupakan as}naf yang sifatnya darurat sehingga lebih 

diprioritaskan dari empat as}naf> berikutnya. Dari keempat as}naf 

pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin, golongan 

inilah yang dianggap paling membutuhkan. Kemudian dalam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 

 

pendistribusianya ada empat payung program yang meliputi empat 

bidang yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan dakwah. Dilihat 

dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi dua 

kelompok, yaitu: rescue (gawat darurat); rehabilitasi; pembangunan 

komunitas. Selama ini PKPU mendistribusikan dana ZISnya yang 

berhasil digalang keempat bidang diatas.
13

  

2. Prioritas Distribusi Dana Zakat Pada Laz Nurul Hayat Dalam 

Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi (2015). Ditulis oleh Novan 

Bagus Hermansyah. Tulisan ini mencoba menyesuaikan praktek 

distribusi di Nurul Hayat dengan surat at-Taubah, apakah prioritas 

mustahik telah disesuaikan di mana distribusi di Nurul Hayat lebih 

memfokuskan distribusinya pada anak yatim dengan sebab 

kemiskinannya, sehingga masih tergolong kelompok delapan ashnaf.
14

 

3. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat 

Dalam Kitab Fiqh Zakat (2015). ditulis oleh Andri Setiawan. 

Penelitian ini terfokus pada model pendistribusian terhadap mustahik 

di Indonesia dan peran pemerintah di Indonesia dalam pengelolaan 

zakat dan problem dualisme pengelolaan pemerintah dan swasta 

menjadi persoalan yang sangat urgen terhadap pendistribusian zakat 

karena tidak adanya sinergi antar lembaga pemerintah dan swasta.
15

   

                                                           
13

Agus, Skala Prioritas Distribusi Zakat Relevansinya Dengan Peningkatan Ekonomi 

Mustahiq: Study Lapangan Di Laz Nasional Pos Keadilan Peduli Umat Jawa Tengah,(Skripsi 

UIN-Maliki, 2010), 6. 
14

Novan Bagus Hermansyah, “Prioritas Distribusi Zakat Pada Laz Nurul Hayat Dalam 

Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi”, dalam Antologi Kajian Islam (Surabaya: Pasca Sarjana 

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, 206). 
15

Andri Setiawan, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat 

Dalam Kitab Fiqh Zakat” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 9. 
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4. Skala Prioritas Dalam Penyaluran Zakat (2013) ditulis oleh Prof. Dr. 

Didin Hafidhuddin. Dalam tulisan ini beliau menguraikan skala 

prioritas berdasarkan ketetapan al-Qur’an, yaitu kelompok delapan 

as}na>f.  Menurut beliau beberapa institusi zakat baik BAZ atau LAZ 

mempunyai program dengan pengkhususan yang berbeda-beda, ada 

yang fokus pada program produktif, ada pula yang fokus pada 

program konsumtif. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang saling 

memperkuat lembaga zakat, karena terbatasnya dana zakat yang 

terkumpul, sedangkan jumlah mustahik semakin bertambah. Oleh 

karena itu tugas utama istitusi zakat adalah menyusun skala prioritas 

dalam distribusi zakat, berdasarkan data-data yang akurat.
16

  

Namun pegukuran skala prioritas dalam semua penelitian di atas tidak 

didasarkan pada konsep skala prioritas dharu>ri, ha>jiyyah dan tahsiniyyah, 

sehingga dari kedelapan kelompok as}naf tidak terklasifikasi secara prior 

seperti disebutkan dalam al-Qur’a>n. Metode yang digunakan dalam 

mengukur skala prioritas tidak menggunakan analisa fiqh al-awlawiyyah 

dalam menentukan kebutuhan mustahik, sehingga skala prioritasnya 

belum terukur secra pasti. 

G. Metode penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

  Penelitian ini mencoba menganalisa implementasi fiqh al-awlawiyyah 

dalam manajemen distribusi zakat terhadap prioritas kebutuhan mustahik 

                                                           
16

Didin Hafidhuddin, “Skala Prioritas Dalam Penyaluran Zakat”, Media Indonesia, vol XV. 

No.2 (september 2013), 2-5. 
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pada Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan dengan Baitul Maal Hidayatullah 

(BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan. dilihat dari bidangnya penelitian 

ini termasuk pada penelitian ekonomi syariah yang sifatnya sosial, yang 

ditujukan dalam rangka academic reasearch. 

  Pada umumnya penelitian ini diarahkan untuk pengembangan ilmu dan 

memperbaiki keadaan pembangunan, sehingga dapat membantu manusia 

meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena-

fenomena ekonomi yang bersifat kompleks dan saling terkait, juga 

mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dan dapat mengatasi 

persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi baik dalam masyarakat, 

pemerintah maupun dunia usaha.
17

Untuk mendapatkan analisa pendalaman 

teori dan fenomena, penelitian ini  menggunakan penelitian lapangan (field 

reasearch) dengan pendekatan kualitatif.   

2. Lokasi penelitian 

  Obyek penelitian adalah tiga intitusi zakat yang berada di pamekasan, 

yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan dengan Baitul Maal Hidayatullah 

(BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan. 

3.  Sumber Data 

                                                           
17

Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT 

Grafindo Persada, 1999) Hlm. 17 
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  Sumber utama dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah tiga P 

yaitu:
18 

a. Person, (orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan).  

b. Place, (sumberdata yang menyajikan tampilan berupa keadaan 

baik diam atau bergerak).  

c. Paper, (sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, dan gambar). 

  Dari ketiga klasifikasi tersebut sumber data dapat dibagi menjadi dua 

sumber secara khusus yaitu:
19

 

a. Data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data di lapangan meliputi informan dan 

keadaan yang dilihat oleh peneliti. Informan dalam hal ini terbagi 

dalam dua kriteria sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan 

mempunyai kompetensi dalam hal tersebut yaitu, pertama, 

pengelola institusi zakat. Kedua orang yang memiliki kompetensi 

dalam pengelolaan zakat serta pemahamannya tentang konsep 

distribusi, ilmu fikih dan pemahaman keislaman yang baik. 

b. Data skunder, yaitu sumber data yang memberikan data tidak 

langsung yaitu meliputi buku bacaan yang membahas tentang 

permasalahan yang diteliti. Selain itu data juga dapat diunduh dari 

internet, dan beberapa literatur serta dokumentasi yang dapat 

menunjang keabsahan data. 

                                                           
18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarata: PT Rineka 

Cipta, 2006). Hlm. 129 
19

Sugiono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 225 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 

 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

  Diantara teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam 

penelitian kualitatif antara lain:
20

 

a. Observasi, atau disebut dengan direct observation yaitu 

pengamatan langsung ke tempat atau objek yang diteliti. 

Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh terhadap subjek penelitian dan sebagai konfirmasi 

terhadap data yang diperoleh dengan dua metode lain yang 

digunakan.  

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung (face to face) kepada informan atau responden baik 

secara formal maupun informal. Sedang teknik wawancara 

menggunakan wawancara tidak terstruktur (unstructrured 

interview) di manapeneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. 

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan 

seperti surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan keterangan 

lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5.  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dalam memperoleh data-data menggunakan 

deskriptif verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran atau detesis tentang konsep 

                                                           
20

Ibid. 227-224 
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penerapan fiqh al-awlawiyyah yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) 

Pamekasan, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan Lembaga 

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) 

Pamekasan. Penelitian verifikatif merupakan jenis penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat implementasi  fiqh al-

awlawiyyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam distribusi zakat di 

tiga lembaga tersebut sesuai dengan konsep fiqh al-awlawiyyah, sehingga 

dalam penulisan tesis ini menggunakan pola pikir induktif,   di mana 

kerangka berpikir dimulai dari fakta empiris.  

6. Sistematika Pembahasan 

 Adapun sistematika penyusunan pembahasan dalam skripsi ini terbagi 

dalam lima bab dengan sub-sub sebagai berikut: 

 Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya mengemukakan 

latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

 Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi kajian tentang konsep 

dasar konsep fikih prioritas serta hubungannya dengan konsep distribusi 

zakat. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Dalam sub bab pertama 

membahas tentang konsep fiqh al-awlawiyyah dengan metode penetapan 

skala prioritasnya. Sub bab kedua membahas tentang konsep dasar zakat dan 

distribusi serta manajemennya. Sub bab ketiga membahas mengenai konsep 

penerapan fiqh al-awlawiyyah dalam distribusi zakat 
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 Bab ketiga, merupakan hasil dari penelitian yang berisi tentang gambaran 

umum institusi zakat yang diteliti beserta seluruh program dan sistem 

distribusinya, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan dengan Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan 

Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan serta  distribusi dari 

ketiga instittusi zakat tersebut.  

 Bab keempat, merupakan pembahasan tentang analisa terhadap 

implementasi fiqh al-awlawiyyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam 

manajemen distribusi zakat. Bab ini terbagi pada dua sub bab, yang pertama   

analisa terhadap implementasi fiqh al-awlawiyyah pada prioritas kebutuhan 

mustahik dalam manajemen distribusi zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) 

Pamekasan dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan 

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) 

Pamekasan melalui hasil wawancara, observasi dan disesuiakan dengan data 

yang diberikan oleh ketiga intitusi zakat tersebut kepada peneliti.  Sub bab 

kedua membahas tentang tingkat penerapan fiqh al-awlawiyyah di ketiga 

lembaga tersebut, persamaan serta peredaan penerapannya. 

 Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan 

kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat 

digunakan sebagai masukan agar distribusi zakat sesuai dengan konsep dasar 

zakat dan memberi kemashlahatan dalam rangka mencapai maqa>s}id al-

syari>’ah. Selain itu juga terdapat daftar pustaka dan lampiran lain yang 

dianggap penting dalam penyusunan tesis ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqh al-awlawiyyah; Konsep Dan Penerapannya 

1. Pengertian 

Al-fiqh dari segi bahasa ialah sama dengan kata al-fahm, yaitu kepahaman 

atau memahami tentang sesuatu, sedangkan al-awlawiyyah adalah kata jama’ 

dari kata al-aula> yang berarti lebih penting atau lebih utama. Dengan kata lain 

fiqh al-awlawiyyah adalah istilah yang merujuk pada panduan atau kaidah ke 

arah memahami perkara-perkara yang lebih utama dalam agama.
1
 

Secara istilah, fiqh adalah suatu pemahaman yang dikaruniakan oleh Allah 

sebagai satu syarat untuk mencapai tahap kesempurnaan kebaikan dan 

petunjuk. Sedangkan awla>wiyyah adalah memahami apa yang paling utama dari 

beberapa perkara dari aspek pelaksanaan (aplikasi), dengan mengutamakan 

perkara yang semestinya didahulukan kepada perkara lain yang tidak utama 

sesuai masa dan waktu pelaksanaannya.
2
 

Fiqh al-awlawiyyah sebelumnya diistilahkan dengan fikih hirarki amal( ْهْ فقْ 

الْ مْ عْ ل ْا بْْ اتْ رْ مْ  ) yang didefinisikan sebagai peletakan segala sesuatu dalam keadaan 

sebenarnya dan pada hirarki hukumnya,apakah hal itu berkenaan dengan 

                                                           
1
Fahmi Bin Abdul Khir, Kolej Komuniti Gerik dan Perak Darul Ridzaun, Fiqh Al-awlawiyyah; 

Konsep Serta Aplikasinya Masa Kini, (Seminar-Anjuran Persatuan Ulama Malaysia (PUM) Cawangan 

Perak dan Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk)), 10 april 2010. 2. 
2
Sofyan Siroj, Mafa>hi>m Fiqh Al-Awlawiyah Wa Al-Muwazanat Fi Amali Al-Da’wah Wa Al-

Jama’ah, dalam http://www.qolbureengineeringfoundation.org (10 okt 2009). 7. 

19 

http://www.qolbureengineeringfoundation.org/
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peraturan, nilai atau tindakan.
3
 Istilah ini dipopulerkan untuk pertama kali 

olehYusuf Qardhawi.Sebagai penggagas pertama istilah tersebut, beliau 

mendefinisikan fiqh al-awlawiyyahsebagai berikut: 

ًَ وَ ل َا ََوَ ذَ م ََ ََىَ ث ََالَ ًَ عَ ل َاَ وَ َىَ ُ َم َانَ َوَ َوَ كا َدَ ل َا ٍَََ ,َيَ لَ ذَ عَ انَ ب ََهَ خ َحب َرَ ًَيَ ف َءَ ٍَ شَ َمَ كَ َعَ ظَ وَ  ًَه َعَ َاءَ ُ َب ََن

ًَ عَ َىَ هَ ًَ انَ رَ َُ غَ َوَ ذَ م ََ ََل َف ََتَ عَ ََ رَ شَ ُرَ اَ َعَ يَ  ًَ ا ََه ًَ اَ ,َوَ ىَ هَ ن ًَ عَ َىَ هَ ن ,َخَ اجَ انرَ َحَ ىَ جَ رَ ًَ انَ َل َ,َوَ ىَ ه َل َا ََه

ًَ عَ َلَ ىَ عَ فَ ًَ انَ َل َوَ  ,َرَ َُ خَ أ َانخ ََه َم َاَدَ يَ َرَ خَ ؤَ َ ََ,َوَ ىَ ََ ذَ مَ انخ ََه َم َاَدَ يَ َوَ ذَ م ََ ََمَ .َب َالَ عَ فَ ل َاَ ول  َاظَ ف َانَ َه

َاسَ ط َسَ م َانَ ب ََهَ عَ ظَ ىَ يَ ًََ ف ََءَ ٍَ شَ َمَ كَ َعَ ظَ ىَ َ ََمَ ,َب َرَ َُ طَ انخَ ٌََ ىَ ه ََ ََل َ,َوَ رَ َُ غَ انصَ َرَ ب َكَ َ َل َوَ 

ٌَ ُ َغَ غ ََل َ,ب َىَ َُ م َخ َسَ ًَ انَ  .ارَ سَ خَ ا َل َوَ َا  

‚Meletakkan segala sesuatusesuai urutannya dengan adil, baik dalam 

perkara hukum, nilai dan amal. Kemudian mendahulukan yang lebih utama 

berdasarkan pertimbangan syara’ yang tepat. Sehingga perkara yang remeh 

tidak didahulukan atas perkara yang penting, dan tidak pula perkara yang 

penting mendahului perkara yang lebih penting. Dan tidak pula perkara yang 

marju>h (lemah) mendahului perkara yang raji>h. Tidak juga perkarayang kecil 

keutamaannya mendahului perkara yang besar keutamaanya, bahkan hendaklah 

mendahulukan yang berhak didahulukan dan mengakhirkan yang berhak 

diakhhirkan. Tidak membesarkan perekara kecil, tidak memudahkan perkara 

yang penting. Hendaklah segala sesuatu diletakkan sesuai tempatnya dengan 

timbangan yang tepat tanpa tindakan yang melampaui batas dan merugikan.
4
 

Hanya saja pengertian tersebut lebih mengarah kepada pengertian praktis 

dari fikih prioritas, bukan pada pengertian ilmiah yang membatasi fikih 

prioritas sebagai sebuah cabang keilmuan. Secara lebih ringkas, jelas dan ilmiah 

Muhammad al-Wakili dalam bukunya ‚Fiqh al-Aula>wiyyah, Dira>sah fi al-

Dhawa>bith‛ memberikan definisi fikih prioritas sebagai berikut:
5
 

                                                           
3
Azman Ismail, ‚Fiqh Aulawiyyat In Retakaful Between RBC (Risk-Based Capital) Standards And 

Islamic Institutions‛  ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS), 11 november 2008. 2 
4
Yusuf al-Qardhawi, Fikih Prioritas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),  23. 

5
MuhammadAl-Wakili, Fiqh al-Aulawiyyat, Dirasah fi Adh-Dhawabith, (Virginia, al-Ma’had al-

‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1997.), 16. 
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ِا بِِ ِمِ لِ العِ 
ِعِ اقِ وأِالِ ب ِاِوأِهأِبِ ات ِرأِمِ بِ ِمِ ل عِِ الِ ِلىأِعأِِاءِ نأِاِب ِهأِرأٌِِ غأِِلىأِعأِِمِ ٌِ دِ قأِالتِ ِقِ اِحأِهأِلأًِِِ ت ِال ِِةِ ٌِ عِ رِ الشِ ِامِ كأِحِ لأ

َاهأِبِ ل ِطأِتأِأٌِِيِ ذِ ال ِ

‚Mengetahui hukum-hukum syariah yang seharusnya di dahulukan sesuai 

urutannya dan kenyataan yang menuntutnya. Hal ini dikarenakan mencakup 

tiga aspek penting yang seharusnya ada dalam fikih prioritas yaitu pengetahuan 

tentang hukum syar’i dengan tingkatan prioritasnya, batasan yang dijadikan 

dasar untuk mentarjih sebuah hukum atas yang lain ketika terjadi pertentangan, 

dan tentang kondisi yang melingkupinya.‛ 

2. Syarat-Syarat PenetapanFiqh Al-Awlawiyah 

Fikih prioritas adalah sebuah pengetahuan tentang prinsip-prinsip 

keseimbangan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan menurut sudut 

pandang agama. Dalam aplikasi konsepnya, fikih prioritas akan 

mengaktualisasikan kaidah-kaidah dasar pada fikih pertimbangan. Menurut al-

Zuhaily, fikih prioritas tidak berangkat dari pertimbangan, melainkan dari 

adanya konsep penahapan dalam hukum Islam.Terdapat beberapa syarat dalam 

menetapkan fiqh al-awlawiyah untuk selanjutnya ketetapan tersebut dapat 

dijadikan dasar dalam mempraktekkan hasil prioritas suatu hal. Untuk itu 

sesorang yang melakukan ijtihad dalampenentuan skala prioritasharus 

menguasai beberapa bidang keilmuan diantaranya:
6
 

a. Memahami fiqhal-nus}us, yaitu memiliki pemahaman mendalam 

terhadap nas}-nas} syara’dan sunnah. Dalam hal ini, seorang faqi>h harus 

memiliki pemahaman mengenai hukum-hukumnas} juz’i> yang 

berhubungan langsung dengan al-Maqa>s}i>d al-Kulliyah(tujuan secara 

                                                           
6
Puspa Binti Adam, Huraikan Pengertian Prinsip Fiqh Aulawiyat Serta Kepentingannya Dalam 

Menentukan Sesuatu Hukum Demi Memelihara Kesejahteraan Ummah (Tesis-Open University 

Malaysia, 2013), 12-20. 
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umum) dan al-qawa>id al-‘ammah(kaidah-kaidah hukum umum). Dengan 

begitu, hukum furu’ akan ditinjau kembali melalui kaedah-kaedah 

umum dan hukum asalnya. Termasuk hal yang sangat penting adalah 

pemahaman terhadap dalil-dalil qat’i dan z}anni, baik dari al-Qur’a>n dan 

sunnah antara yang sudah muhka>m (jelas petunjuknya) dan yang 

mutasyabih (belum jelas petunjuknya). 

b. Memahami fiqhal-maqa>s}id, yaitu memahami secara mendalam 

mengenai tujuan dan maksud dari syara’. Para jumhur ulama telah 

bersepakat bahwa hukum syara’ memiliki illat (sebab dan alasan) dan 

dibalik sebab dan alasan tersebut, illat mengandung maksud dan tujuan 

tertentu yang hendak dicapai. Dalam perkara ibadah mahd}ah sekalipun 

memiliki tujuan dan maksud tersendiri, oleh karena itu al-Qur’a>n 

menerangkan tujuan dan maksud dari tujuan shalat misalnya, yaitu 

untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sementara kewajiban 

zakat untuk mensucikan hati dan membersihkan harta.
7
 

c. Memahami fiqh al-muwa>zanah, yaitu memiliki pemahaman terhadap 

kidah-kaidah perbandingan secara mendalam melalui berbagai macam 

nas} syara’ serta realitas kehidupan yang beraneka ragam. Untuk itu 

menurut Yusuf Qardhawi ada tiga asas pokok dalam membuat 

perbandingan sebelum membuat keputusan tentang keutamaan 

penerapan fiqh al-awlawiyah, yaitu:
8
 

                                                           
7
Ibid, 17. 

8
Al-Qardhawi, Fikih Prioritas, 28. 
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1) Menyeimbangkan antara berbagai mas}lahah atau mana>fi’ atau 

membandingkan segala macam kemaslahatan ( ْوْ ْحْ ال ْصْ مْ الْ ْنْ ي بْْ ْةْ نْ ازْ وْ المْ 

ْوْ ا ْْعْ اْفْ نْ مْ الْ 
ْعْ بْ اْوْ هْ ضْ عْ ب ْْةْ عْ وْ رْ شْ مْ الْ ْاتْ رْ يْ خْ الْ  ض  ). 

2) Menyeimbangkan antara berbagai mafa}sid atau mudha>rah atau 

perbandingan dari segala kejelekan ( ْسْ فْ مْ الْ ْنْ ي بْْ ْةْ نْ ازْ وْ مْ لا ْرْ ضْ مْ الْ ْوْ ا ْْدْ ا ْوْ ا ْا

ْرْ وْ رْ الشْ 
ْعْ اْوبْ هْ ضْ عْ بْ ْةْ عْ ْوْ نْ مْ مْ الْ  ض  ). 

3) Menyeimbangkan antara berbagai macam mas}lahah dan mafa}sid 

dan perbandingan antara semua ayat kemaslahatan dan kejelekan, 

ketika terdapat pertentangan antara semua hal tersebut ( ْةْ نْ ازْ وْ المْ 

وْ ْحْ ال ْصْ مْ الْ ْنْ يْ اْبْ ضْ ي اْ ْ
اْهْ ضْ عْ بْ ْتْ ضْ اْرْ تعْ وْ ْتْ مْ ْادْ صْ اْتْ ذْ ا ْْرْ وْ رْ الشْ وْ ْاتْ رْ يْ خْ الْ ْوْ ا ْْدْ اْسْ فْ مْ الْ 

ْعْ ب بْْ  ض  ).  

Para ulama us}u>l menjelaskan bahwa al-mas}a>lih  terdiri dari tiga 

tingkatan yaitu, al-dharu>riyyah (perkara darurat), al-ha>jiyyah (perkara 

yang diperlukan) dan al-tahsiniyyah (perkara yang jadi pelengkap). al-

dharu>riyyah masih terbagi lagi menjadi lima skala prioritas, yaitu; 

memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.Al-

dharu>riyyah adalah perkara yang mutlak dibutuhkan dalam hidup 

manusia, sedangkan al-ha>jiyyah adalah perkara yang apabila ia tidak 

ada, maka kehidupan manusia akan menjadi sangat susah. Sementara al-

tahsiniyyah merupakan perkara pelengkap yang menjadi hiasan bagi 

kehidupan di mana dengan keberadaanya kehidupan manusia akan lebih 
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sempurna. Ketiga level masalih tersebut yang coba disusun oleh fiqh al-

awlawiyyah sesuai dengan kadar kebutuhan dan prioritasnya.
9
 

Terdapat berbagai kaidah-kaidah siap pakai yang digunakan dalam 

fiqh al-muwazanah yang dibutuhkan oleh seorang faqih dalam 

melakukan pertimbangan, yaitu:
10

 

1) Mengutamakan kemaslahatan yang diyakini akan terjadi dari 

pada kemaslahatan yang belum pasti akan terjadi. 

2) Mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dari 

kemaslahatan yang kecil. 

3) Mengutamakan kemaslahatan orang banyak dari pada individu. 

4) Mengutamakan kemaslahatan golongan yang besar dari pada 

golongan yang kecil. 

5) Mengutamakan kemaslahatan yang kekal dari pada 

kemaslahatan yang sementara. 

6) Mengutamakan kemaslahhatan yang pokok atau asas dari pada 

cabang. 

7) Mengutamakan kemaslahatan di masa depan yang kuat dari pada 

kemasalahatan saat ini tapi lemah. 

d. Memahami fiqhal-wa>qi’, yaitu memahami realitas hidup secara 

mendalam. Pemahaman tersebut bisa dibangun melalui membaca 

literatur, penelitian, penyelidikan yang ilmiah tentang realitas hidup 

yang sedang terjadi pada saat itu. Pemahaman terhadap fiqh realitas ini 

                                                           
9
 Ibid, 29 

10
 Ibid, 30 
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tidak bisa diabaikan  dalam membandingkan prioritas dalam prinsip fiqh 

al-awlawiyyah dan fiqh al-muwa>zanah, karena aaturan-aturan hidup 

yang hampir seluruhnya terdapat dalam al-Qur’a>n dan sunnah juga 

menganjurkan adanya pertimbangan realitas yang terjadi dalam keadaan 

real kehidupan.
11

 

Pemahaman terhadap fiqhnus}us} dan fiqh maqa>s}id saja belum tentu 

membuat seseorang mampu membuat perbandingan-perbandingan 

antara berbagai keadaan dan nilai (fiqh al-muwazanah) untuk 

selanjutnya menetapkan prioritas (fiqh al-awlawiyyah), untuk itu 

pemahaman terhadap realitas hidup (fiqh al-waqi’) pada saat itu juga 

mempunyai kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman 

tersebut dalam menentukan suatu prioritas, namun suatu keputusan 

dalam menentukan fiqh prioritas yang paling utama harus berdasarkan 

nas} syara’ dan fiqh maqa>s}hid dan bukan berdasarkan realitas semata.  

3. Metode Penetapan Skala Prioritas dalam Fiqh al-Awlawiyyah 

Terdapat dua metode penetapan skala prioritas dalam fiqh al-awlawiyyah 

yaitu: 

a. Prioritas dengan Metode Tekstual (at-Tans}is} al-Awla>wi) 

Al-Qur’a>n dan sunnah sering kali membuat gradasi dalam perbuatan 

tertentu dengan menjadikan salah satu amaliah lebih utama dibandingkan 

yang lainnya. Sebagian dari skala prioritas yang disebutkan dalam nas} baik al-

Qur’a>n maupun sunnah bisa diketahui ‘illat nya dan sebagian lain tanpa bisa 

                                                           
11

 Ibid, 19-20 
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diketahui ‘illatnya.Diantara yang tidak bisa diketahui ‘illatnya seperti 

keutamaan Masjid Nabawi atas masjid-masjid lain.Sedangkan prioritas yang 

disebutkan melalui nas}dan bisa diketahui ‘illatnya adalah semisal keutamaan 

ilmu atas ibadah.Prioritas yang disebutkan oleh nas} al-Qur’a>n atau Sunnah 

tentang hal-hal tersebut dan yang semisalnya bisa diketahui alasannya dan 

bisa dicari hikmahnya.
12

 

Muhammad al-Wakili mengatakan bahwa ada beberapa parameter yang 

disebutkan oleh nas} yang menjadikan suatu amal itu lebih diutamakan dan 

diprioritaskan dibandingkan amal yang lain. Parameter-parameter itu antara 

lain:
13

 

1) Iman dan Ketaatan 

Kebanyakan skala prioritas yang ditentukan oleh nas}, didasarkan 

pada keimanan dan ketaatan. Seorang mukmin lebih utama 

dibandingkan dengan seorang yang kafir, kafir dzimmi lebih utama 

dibanding kafir harbi, mukmin yang bertaqwa lebih utama dibanding 

mukmin yang fasiq. Dalam QS. Al-hujurat ayat 13 menyebutkan: 

        َ

‚Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.‛ 

2) Ilmu 

                                                           
12

Nasiruddin, Percikan Pemikiran ‚Fikih Prioritas; Pengertian Dan Batasannya‛ 

dalamhttp://nashirudinima.blogspot.co.id/2009/06/fikih-prioritas-pengertian-dan.html ,  (18 juni 2009), 

3. 
13

Al-Wakili, Fiqh al-awlawiyyah, 114. 

http://nashirudinima.blogspot.co.id/2009/06/fikih-prioritas-pengertian-dan.html
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Dalam banyak hal, seorang yang dikaruniai ilmu lebih 

diutamakan dibandingkan yang tidak berilmu. Hal inilah yang 

dijadikan dasar dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk 

menjadi imam dalam shalat misalnya. Orang yang berhak menjadi 

Imam adalah yang paling tahu dengan al-Qur’a>n, jika sama maka yang 

lebih tahu dengan Sunnah.Dalam QS. Al-Zumar ayat 9 disebutkan: 

                َ

 

‚Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang 

yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.‛ 

Rasulullah dalam hadith berikut juga menyebutkan mengenai 

keutamaan ilmu: 

ْرْ ائْ سْ ْلىْ عْ ْرْ مْ قْ الْ ْلْ ضْ فْ كْ ْدْ بْ عا ْالْ ْلىْ عْ ْمْ ل عْْ الْ ْلْ ضْ فْ ْنْ ا وْْ 
ْمْ ل ْْاءْ ي بْ نْْ ل ْا ْْةْ ثْ رْ وْ ْمْ هْ ْاءْ مْ ل عْْ الْ ْنْ ,ْاْ بْ اْكْ وْ كْ الْ 

افرْ اْوْ ذْ حْ هْبْ ذْ خْ ا ْْنْ مْ ,ْفْ مْ ل عْْ الْ ْوْ ثْ رْ اْوْ مْ نْ اْاْ امْ هْ رْ دْ ل ْاْوْ ارْ ن يْْ دْ ْوْ ثْ رْ وْ يْ   

‚Keutamaan seorang alim terhadap seorang ahli ibadah adalah 

laksana keutamaan bulan terhadap bintang dimalam bulan purnama, 

ulama itu pewaris nabi sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan 

dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu dan barang 

siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengabil bagian yang 

melimpah.‛
14

 

 

3) Urgensi 

Nash juga menentukan skala prioritas pada urgensinya. Sesuatu 

yang sangat urgen (al-aham) harus didahulukan dari pada yang sekedar 

                                                           
14

 Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qarwini, Sunan Ibnu Majjaah, jilid 1 (t.t: Dar al 

Fikri, t.th), 81. 
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urgen(al-muhim). Dan ini berlaku baik pada urusan yang bersifat 

duniawi maupun yang bersifat ukhrawi.  

4) Kecakapan 

Yang dimaksud dengan kecakapan dalam hal ini adalah 

kemampuan seseorang dalam mengemban sebuah tanggung jawab. 

Parameter ini juga dipakai sebagaimana dalam hal ilmu. Artinya, skala 

prioritas selalu diletakkan pada sesuatu yang paling cakap dan pantas, 

lalu berurutan ke bawah sesuai tingkat kecakapannya. 

Dalam konteks pemerintahan, Ibnu Taimiyyah sebagaimana 

dikutip al-Wakili- memberikan dua ukuran yang dapat dipakai untuk 

menentukan sebuah kecakapan, yaitu kekuatan dan kemampuan (al-

quwwah) dan kepercayaan (al-amanah).
15

 

b.  Prioritas dengan Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-Aula>wi>) 

Jika dalam metode tekstual (tanshish al-aula>wi>) prioritas dibatasi dan 

ditentukan oleh Syara’, maka prioritas dengan metode ijtihad dibatasi oleh 

mujtahid sendiri melalui penalarannya. Wilayah ijtiha>d aula>wi> sendiri ada dua 

yaitu: 
16

 

1) Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us})dan Dalil(‘Adillah) 

Teks-teks syara’ diantaranya ada yang bersifat qath’i dan ada 

yang bersifat dzanni. Kalau sebuah teks bersifat qath’i dari sisi tsubut 

dan dilalahnya, maka ijtihad tidak lagi dipakai. Ijtihad hanya 

diberlakukan pada teks yang bersifat dzanni, baik dari sisi tsubut, 

dilalahnya maupun keduanya.Pada teks yang seperti inilah ijtihad 

                                                           
15

al-Wakili, Fiqh al-Aulawiyyat, 118. 
16

Percikan Pemikiran, Fikih Prioritas, 6. 
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diperlukan untuk mencari dalil yang yang lebih sesuai dan lebih dekat 

dengan kebenaran. Peran ijtihad prioritas dalam hal ini adalah apabila 

terdapat dua dalil yang nampak bertentangan, maka mujtahid harus 

bisa menetukan dalil yang lebih rajih, dalam arti lebih mendekati 

kebenaran, yang diprioritaskan untuk dipakai sebagai salah satu teks 

dalam memecahkan sebuah problem hukum. Hal ini juga disesuaikan 

dengan kondisi aktual yang melingkupinya. Dalil yang lebih aktual 

lebih diprioritaskan dari pada dalil lain yang kurang mengena pada 

sasaran aktualnya.  

2) Ijtihad Prioritas MelaluiFakta 

Ijtihad prioritas dalam hal ini memiliki kawasan yang lebih luas 

karena lebih bersifat pemecahan terhadap sebuah tindakan. Ijtihad 

prioritas dalam hal ini mencakup dua hal, pertama, penentuan prioritas 

dalam suatu bidang harus dilakukan secara berangsur dan bertahap. 

Kedua¸ saat terjadinya benturan dalam melaksanakan dua buah 

perintah yang nampak bertentangan atau antara satu perbuatan dengan 

perbuatan yang lain yang sama pentingnya harus diketahui mana yang 

harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda.
17

 

Sebagai sebuah metode penetapan hukum, fikih prioritas 

dilengkapi dengan seperangkat kaidah yang menjadi batasan-batasan 

dalam menentukan sebuah amalan yang harus lebih diprioritaskan dari 

pada yang lainnyayang mana kaidah tersebut telah siap pakai dalam 

                                                           
17

 Ibid, 7. 
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merespons problematika kontemporer. Kaidah-kaidah tersebut terdiri 

dari tiga cakupan:
18

 

a) Pengetahuan Tingkatan Hukum 

Pengetahuan akan peringkat hukum menjadi salah satu batasan 

yang utama karena hukum itu tidak berada pada satu posisi, akan 

tetapi bertingkat-tingkat. tingkatan hukum tersebut terdiri dari 

hukum perintah, yaitu wajib dan sunnah, tingkatan hukum 

larangan, yaitu haram  dan makru>h, dan  tingkatan hukum muba>h. 

Peringkat hukum ini akan menentukan prioritas amaliyah mana 

yang harus didahulukan.
19

 

b) Pengetahuan Realitas  

Pengetahuan akan realitas dan kondisi yang melingkupi 

seseorang menjadi faktor yang juga penting, karena tidak adanya 

pengetahuan akan hal tersebut akan menjadikannya terjatuh pada 

berbagai kesalahan yang sangat mungkin berakibat fatal pada 

penetapan tarjihnya.Pelaksanaan sebuah ketetapan hukum sangat 

tergantung pada kondisi dan realitas yang berkembang.
20

 

Pada saat ini misalnya, permasalahan yang lebih layak 

mendapatkan skala prioritas dalam pembahasan adalah hal-hal 

                                                           
18

Nasrun Jauhari, ‚Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi‛, dalam Antologi Kajian Islam 

(Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 146. 
19

Wahbah al-Zuhaili, Us}ul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 46. 
20

Ahmad Ghalusy, ad-Da’wah al-Islamiyyah, Ushuluha wa Wasailuha, (Kairo: Dar al-Kitab al-

Mishri, 1987), 129-149. 
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yang berkaitan dengan fikih muamalah. Perkembangan yang 

pesat pada sektor ekonomi Islam menjadi salah satu tandanya. 

fikih mu’amalah berwatak dinamis, yang mana kedinamisan ini 

harus dibarengi dengan pembahasan yang selalu diperbarui 

supaya Islam tidak nampak kedodoran dalam mengikuti 

perkembangan zaman.  

c) Kaidah-kaidah Saat Terjadinya Kontradiksi Hukum. 

Ketika ada dua buah hukum yang harus dilakukan secara 

bersamaan yang sulit untuk mempertemukannya, maka seorang 

mukallaf harus memilih salah satunya dalam skala prioritas. 

Pemilihan dan penentuan skala prioritas dalam hal ini tentunya 

tidak dilakukan secara acak, akan tetapi dengan berbagai batasan 

yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Batasan-

batasan inilah yang nantinya dipakai untuk menentukan sebuah 

amalan yang harus lebih diprioritaskan dari pada yang lainnya. 

Di antara batasan-batasan tersebut adalah:
21

 

(1) Mengutamakan yang membawa kemaslahatan lebih 

besar. 

(2) Menghindari sesuatu yang membawa mafsadah lebih 

besar 

(3) Yang lebih dominan lebih diprioritaskan apabila 

berbenturan antara maslahah dan mafsadah 

                                                           
21

Al-Wakili, Fiqh al-Aulawiyyat, 197. 
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(4) Menghilangkan mafsadah lebih utama dibanding 

mendatangkan maslahah apabila sisi maslahah dan 

mafsadahnya berimbang. 

(5) Kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada 

kemaslahatan individu
22

 

(6) Lebih memprioritaskan tujuan dari pada sarana 

(7) Mengutamakan fardhu dan ushul dibandingkan sunnah 

dan furu’.23
 

Menurut Iz Ibnu Abdussalam bahwa upaya untuk mendapatkan 

maslahat atau menolak mafsadat yang mungkin menimpa manusia 

adalah merupakan perbuatan yang baik. Jika kita memilih maslahat 

yang lebih besar, pilihan kita itu juga merupakan perbuatan baik. 

Menolak perbuatan yang mengandung mudarat juga merupkan 

perbuatan baik. Para hukama sepakat atas prinsip-prinsip di atas. Jika 

ada perbedaan, umumnya bukan perbedaan pada prinsip, namun pada 

pertimbangan antara maslahat dan mafsadat itu. Jadi perbedaannya 

terletak dalam proses tarjihnya.
24

Selain kaidah-kaidah di atas, masih 

terdapat banyak kaidah-kaidah lain yang berbeda secara redaksi tetapi 

sama secara subtansi. Untuk lebih jelasnya, kaidah-kaidah tersebut 

terangkum dalam tabel berikut:
25

 

                                                           
22

Ismail, ‚Fiqh Aulawiyyat In Retakaful. 9. 
23

 Ibid.,  
24

Wahyudi Abdurrahman, ‚Di Sini Urgensi Pengetahuan Tentang Maslahat‛ dalam 

http://almuflihun.com/di-sini-urgensi-pengetahuan-tentang-maslahat/ (4-februari-2016), 1. 
25

Jauhari, ‚Fiqh Prioritas,147-148. 

http://almuflihun.com/di-sini-urgensi-pengetahuan-tentang-maslahat/
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Tabel 2.1 

Kaidah-Kaidah Dalam Fiqh Al-Awlawiyyah 

No  Kaidah Arti/ penjelasan 

تَ ذَ ه َصَ ًَ انَ َمَ ل َل َا ٍَََ يَ ََىَ ذَ م َانخ ًََب َن َوَ أ ََت َذَ ه َصَ ًَ انَ َرَ ث َكَ ال َ 1  Kemaslahatan yang banyak/besar lebih 

diprioritaskan daripada kemaslahatan 

yang sedikit. 

ًَ وَ أ ََة َذَ سَ فَ ًَ انَ رَ ث َكَ ل َاَ  2 ةَ ذَ سَ فَ ًَ انَ َمَ ل َل َا ٍَََ يَ َءَ رَ انذَ ب ََن  Kerusakan yang besar lebih 

diprioritaskan untuk ditolak dari pada 

kerusakan yang kecil. 

ًَ وَ أ ََت َب َن ََغا َانَ َت َه َانجَ  3 َخَ ان َصَ ًَ انَ َىَ اَدَ ىَ ح ََذَ َُ عَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن

ذَ اسَ ف ًََ انَ َعَ يَ   
Suatu penilaian umum lebih di 

prioritaskan ketika terjadi kontradiksi 

antara kemaslahatan dan kemafsadatan. 

ًَ وَ أ َة َذَ سَ فَ ًَ انَ َت َه َجَ  4 َعَ يَ َخَ ان َصَ ًَ ويَانَ ا َسَ ح ََذَ َُ عَ ءَ رَ انذَ ب ََن
ذَ اسَ ف ًََ انَ   

Suatu bentuk kemafsadatan lebih 

prioritas untuk dicegah ketika terdapat 

kesamaan derajat antara kemaslahatan 

dengan kemafsadatan. 

ًَ وَ أ ََت َذَ ه َصَ ًَ انَ ًَ عَ ال َ 5 صَ خَ ل َا ٍَََ يَ َىَ ََ َذَ م َاَنخ َب ََن  Kemaslahatan umum lebih 

diprioritaskan daripada kemaslahatan 

khusus. 

ًَ وَ أ ََذَ اصَ م ًََ ن اََاوَ كَ دَ أ َ 6 مَ ائ َسَ ىَ ن اََوَ كا َدَ أ ٍَََ رَيَ ا َب َخ َعَ لَ ا َب ََن  Hukum-hukum universal/tujuan lebih 

prioritas untuk diangkat daripada 

hukum-hukum partikular/pengantar. 

وَ َطَ اَئ َرَ ف َانَ  7
ًَ وَ أ ََلَ ىَ صَ ل َاَ  َمَ اف َىَ ُ َانٍََ يَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن

عَ وَ رَ ف َانَ وَ   
Hukum-hukum wajib dan fundamental 

lebih diprioritaskan dari pada hukum-

hukum sunnah dan cabang. 

8  ًَ َوَ ا ََيَ رَ وَ رَ انعَ َاحَ ب َان
,َذَ اسَ ف َيَ َه َخ َم َاَف َاَرَ رَ ا ًَََ اجَ ذَ انَ 

ًَ وَ أ ََه َه ََُ صَ ذَ ح َ هَ كَ رَ ح ٍَََ يَ َن  
Perkara muba>h yang menjadi kebutuhan 

primer atau sekunder tetapi memuat 

kerusakan, lebih prioritas untuk diambil 

dari pada ditinggalkan. 

ٌَََ رَ ىَ انف َ 9
ًَ وَ أ  ًَ اخَ رَ انخ ٍَََ ًَ ًَ ََ ذَ م َانخ َب ََن  Hal-hal yang harus disegerakan lebih 

diprioritaskan daripada yang boleh 

diakhirkan pelaksaannya. 

ًَ وَ أ ََه َاح َىَ ًَل َشَ خَ اََ َيَ  10 ًَ خَ َ َاَل ًََ يَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن ه َاح َىَ ل ََش  Sesuatu yang memunculkan 

kekhawatiran besar lebih diprioritaskan 

daripada sesuatu yang tidak 

menimbulkan kekhawatiran besar. 

ًَ َبَ اجَ انىَ  11 ًَ وَ أ ََُ كَ عَ ان كَ هَ انط ٍَََ يَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن  Suatu kewajiban yang waktunya sempit 

lebih diprioritaskan daripada yang 

waktunya luas. 

ًَ وَ أ َتَ َُ اَعَ ًَ خ َجَ لَ ا َاح َب َوَ مرَ ان َ 12 ه ََ َدَ رَ ف َانَ َاثَ ب َوَ رَ م َانَ ٍََ يَ َن  Kepentingan sosial lebih prioritas dari 

pada individu. 

ٌَ سَ دَ الَ  13 ًَ ا ََا ًَ وَ رَأ َا َرَ بَ ل َا ََن ٌَ سَ دَ لَ ا ٍَََ يَ َن ًَ ا ََا رَا َجَ ف َانَ َن  Perbuatan baik untuk kebajikan lebih 

baik dari pada berbuat baik untuk 

kejelekan. 
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ًَ وَ أ ََت َاجَ ذَ انَ َبَ ادَ صَ  14 هَ ب ََتَ اجَ دَ ٍََ يَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن  Orang yang punya kebutuhan atau ha>jah 

lebih diprioritaskan daripada orang yang 

tidak punya kebutuhan. 

َُ َعَ َعَ فَ انذَ  15
ٌَ سَ ََ لَ ا  ًَ وَ أ ََا ٍََ عَ َعَ فَ انذَ ٍََ يَ َن

ٌَ ىَ ُ َذَ انَ  ا  Melindungi manusia lebih prioritas 

daripada melindungi binatang. 

ًَ وَ أ ََبَ اجَ ىَ انَ َاءَ عَ ل َ 16 مَ اف َىَ انُ َب ََالَ غَ خ َشَ لَ ا ٍَََ يَ َن  Menyelesaikan tanggungan wajib lebih 

prioritas dari pada menyibukkan diri 

untuk hal-hal sunnah. 

ََ انف َ 17 ًَ وَ اَأ َه َخ َلَ وَ َاقَ ًَظَ خ َان ََتَ عَ ر َاءَ عَ م َانَ ٍََ يَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن
تَ م َائ َف َانَ   

Kewajiban yang waktunya sempit leih 

diprioritaskan dari pada menyelesaikan 

tanggungan yang masih memiliki jangka 

tempo. 

ًَ وَ أ ََصَ خَ اَل َ 18 ىَ عَ ال ٍَََ يَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن  Hal yang khusus lebih prioritas daripada 

hal yang umum. 

ًَ وَ أ ََريَ ا َرَ ط َاظَ َلَ ذَ ب ََه َن ََسَ َُ اَن َيَ  19 ًَ عَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن َه َاَن َيَ َه

لَ ذَ ب َ  
Sesuatu yang tidak bisa digantikan lebih 

diprioritaskan daripada sesuatu yang 

masih bisa digantikan.  

ًَ َجَ لَ ىَ انَ َبَ اَدَ صَ  20 ًَ وَ أ َصَ خ َخَ ان َرَ َُ غَ ٍََ يَ َىَ ََ ذَ م َانخ َب ََن
صَ خ َخَ ًَ انَ   

Waktu yang dikhususkan untuk perintah 

tertentu adalah lebih prioritas untuk 

diamalkan daripada mengamalkan 

perintah yang tidak ada pengkhususan 

waktunya. 

ذَ بَ عَ انَ َكَ ذَ ن ََوَ أ ََالل ََكَ ذَ ؟َن َتَ ىَ َن َوَ ل َا ٍَََ ًَ ن َ 21  Bagi siapakah prioritas ditujukan? 

Apakah sebagai hak Allah ataukah 

sebagai hak manusia? 

 Bagi siapakah prioritas wajib ‘ayni> dan نًٍَالونىَت؟َنهفروضَانعًَُُأوَنهفروضَانكفاَئً 22

wajib kifai> diperuntukkan? 

Sumber: Nasrun Jauhari 2015. 

B. Konsep Dasar Zakat  

1. Pengertian 

 Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan 

seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung 

harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan 

berbagai kebaikan.
26

Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka>yang berarti 

tumbuh (Nuwuww) dan berkembang atau bertambah (ziyadah).27
 Kata zakat 

merupakan bentuk isim masdar dari akar kata yang bermakna al-nama>’ 

                                                           
26

 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Mesir: Da>r al-Fathu Li al-I’la>m al-‘Ara>bi>)235.  
27

 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 82. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 

 

(barakah),thaharah yang berartibersih,
28al-s}alahu artinya keberesan,

29 safwatu 

al-sya’i artinyajernihnya sesuatu, dan al-madu  yang berarti pujian. 

Para ahli fikih memberikan pengertian terhadap zakat secara istilah sebagai 

berikut:
30

 

a. Zakat adalah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib 

dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin 

serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak 

menerimanya.
31

 

b. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah 

SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang 

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.
32

 

c. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan 

dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan 

keuntungan membawa pengaruh pula terhadap perkembangan zakat. 

Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya, yaitu setiap muslim yang 

mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah sampai 

syaratsyaratnya, seperti kekayaan itu sampai nisabnya dan haul, wajib 

mengeluarkan zakatnya.
33

 

d. Zakat juga berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan 

tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan 

                                                           
28

Husein As-Syahatah, Akuntansi Zakat Panduan Paraktis Penghitungan Zakat Kontemporer, 
(Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), 5. 

29
 Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7. 

30
 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan 

Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 61-62.   
31

 Muhammad Bagir Al-Habsy, Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’a>n,  As-Sunnah dan Pendapat Para 
Ulama, (Bandung: Mizan, 2005), 273. 

32
 Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,78. 

33
 B. Wiwoho, Zakat dan Pajak, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1992), 32. 
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persyaratan tertentu.
34

 Dalam Al Qur’a>n ada beberapa istilah yang 

digunakan untuk zakat yaitu infaq (Al-Tawbah : 34) karena hakekatnya 

zakat itu penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang 

diperintahkan Allah. Disebut S}adaqah (At-Tawbah : 60 dan 103) karena 

memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri 

kepada Allah.  

2. Macam-Macam Zakat 

Ada dua klasifikasi zakat yang utama yakni: 

a. Zakat nafs, zakat jiwa yang disebut juga ‚zakat fitrah‛ (zakat yang 

diberikan berkenaan dengan selesainya puasa yang difardukan). 

Waktunya sampai dengan sebelum pelaksanaan shalat ‘Idul Fitri (boleh 

ta’jil) selama dalam bulan Ramadhan. Tujuan Zakat Fitrah ini untuk 

membersihkan diri orang yang berpuasa, maka sebaiknya dilaksanakan 

setelah selesai puasa, meskipun dalam hal ini boleh dita’jil (dibayarkan 

dalam bulan Ramadhan, sementara puasanya belum selesai). 

b. Zakat Maal (harta), yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang atau 

badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah 

mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka 

tertentu.
35

 Pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam 

harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkannya adalah :
36

 

1) Emas, perak, dan uang (simpanan) 

                                                           
34

 Didin Hafiduddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 87. 
35

M.Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih, (Bandung: PT.Rosdakarya, 

2002), 109. 
36

Muhammad Ali, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer, (Jakarta, 

Salemba Diniyah, 2002), 44. 
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2) Barang-barang yang diperdagangkan 

3) Hasil peternakan 

4) Hasil bumi (pertanian) 

5) Hasil tambang dan barang temuan. 

6) Zakat Harta Profesi 

Masing-masing kelompok di atas berbeda nis}ab (ukuran atau batas 

minimal wajib zakat), haul dalam mengeluarkan zakat. untuk zakat profesi, 

yaitu zakat yang dikeluarkan dari sebuah hasil usaha yang halal yang dapat 

mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui 

suatu keahlian tertentu. Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang 

dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama 

atau da’i, karyawan, guru dan lain sebagainya.
37

 Pembicaraan mengenai 

zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil 

ijtihad para ulama, yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam 

Al-Qur’an, Hadits maupun dalam fikih yang telah disusun oleh ulama-

ulama terdahulu, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut. Zakat profesi 

merupakan tuntutan masyarakat modern yang hidup dalam tatanan 

masyarakat yang berkembang serta sistem perekonomian yang telah 

demikian kompleks.  

3. Mustahik Zakat  

Zakat ma>l atau zakat fitrah harus diberikan kepada siapa yang disebut 

dalam Al Qur’an sebagai mustahi>q al-zaka>h atau as}naf, yaitu golongan yang 

                                                           
37

Ibid, 75. 
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berhak menerima zakat.
38

 Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah 

SWT, yaitu dalam QS. At Taubah: 60. 

                  

              ْ

‚Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana‛.(Q.S At Taubah: 60) 

 

Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi 

delapan as}naf.  Di bawah ini akan didefinisikan masing-masing dari delapan 

kelompok tersebut : 

a. Fakir  

Orangfakir itu adalah orang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan 

yang berhasil baginya pada suatu masa, baik itu peminta-minta atau 

orang yang tidak suka meminta-minta.
39

 Dia tidak memiliki ayah-ibu 

dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, 

pakaian maupun tempat tinggal.
40

 

b. Orang miskin  

adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil 

baginyadan tidak mencukupi.Ia meminta-minta atau tudak meminta-

minta.
41

 Seperti halnya orang fakir, orang yang masuk kedalam kategori 

                                                           
38

Moh. Asra Maksum, Zakat Profesi Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, (Situbondo: Ibrahimy 

Press2009), 90. 
39

Al-Imam Al-Syafi’I, Al-Umm,  Jilid III, terj. Ismail Yakub, (Jakarta:  Faizan, 1992),3. 
40

Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, 280. 
41

Al-Syafi’I, Al-Umm, 3. 
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orang miskin juga berhak atas zakat. Al-Masa>ki>n adalah mereka yang 

tidak mampu memenuhi apa yang mencukupi mereka, seperti orang 

membutuhkan sepuluh tetapi hanya bisa mendatangkan delapan. Kata 

miskin juga meliputi semua orang yang tidak berdaya atau cacat yang 

disebabkan sakit, usia tua atau perang dan orang yang tidak mampu 

melakukan pekerjaan apapun atau meskipun mampu pekerjaan namun 

tidak mendapatkan penghasilan yang tidak mencukupi untuk biaya diri 

mereka sendiri serta keluarganya.
42

 

c. Amil atau para pengelola zakat  

adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan 

zakat dan membagi-bagikannya.
43

 Orang yang dimaksud adalah orang 

yang bertindak sebagai pengumpul penghitung, distributor, penjaga 

gudang dan lain-lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat. 

d. Muallaf  

Ialah orang-orang yang sudah atau baru masuk Islam.
44

 Dimasukkan 

dalam kelompok ini adalah bermacam-macam orang yang persahabatan 

dan kerjasamanya dapat membantu menegakkan agama Islam. Muallaf 

itu ada beberapa macam :
45

 

1) Orang yang masih lemah niatnya terhadap Islam. 

2) Orang yang sudah kuat imannya dan ia merupakan tokoh 

masyarakatyang sangat disegani. 

                                                           
42

Mustofa Diebul Bighaa, Fikih Islam, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984),145. 
43

 Ibid., 
44

Al-Syafi’I, Al-Umm, 4. 
45

 Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin dan Mahadi Mohammad, ‚The Philosophy And 

Elasticity Of Zakat Distribution In Islam‛ International Journal Of Education And Research, Vol 1 No. 

8 august (2013), 3. 
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3) Orang yang menjaga tapal batas. 

4) Orang yang mengambil zakat dari muzakki. 

e. Riqa>b 

Riqa>b adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari 

perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan 

yang diperlukan kepada tuannya. Akan tetapi sekarang, karena 

perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang 

terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepada 

dirinya. Mereka dapat diibantu dengan zakat agar terjamin 

kebebasannya.
46

 

f. Orang yang berhutang (Gha>rim)  

adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak bisa melunasi 

hutangnya.
47Gha>ri>mdi dalam kitab Al- Umm itu dibagi menjadi dua 

macam. Pertama apabila kita sempurnakan kepentingan mereka. Kedua 

Perbuatan yang baik dan tidak maksiat.
48

 Mereka lemah untuk 

melunasinya dengan benda dan uang, maka diberikan kepada mereka 

pada pembayaran hutangnya, karena kelemahan mereka. 

g. Fisabilillah 

Kategori as}naf ini sangat luas. Kata fi sabilillah dapat mencakup 

berbagai macam perbuatan seperti, bantuan yang diberikan untuk 

persiapan perang, menyediakan fasilitas pengobatan dan bantuan 

                                                           
46

Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, (Bandung: Pustaka Madani, 1998), 94. 
47

Bigha, Fikih Islam, 145. 
48

Al-Syafi’I, Al-Umm, 4. 
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pendidikan bagi yang tidak mampu. Pendeknya, fi sabilillah mencakup 

semua perbuatan yang penting dan berfaedah bagi  umat Islam.
49

 

h. Musafir atau Ibnu Sabil 

yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia 

seorang yang kaya di kampungya. Ibnu sabil juga bisa dikategorikan 

sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk melakukan suatu hal 

yang baik dan tidak termasuk maksiat dan jika tidak diperkirakan jika 

tidak dibantu, ia tidak akan mencapai tujuannya. Termasuk dalam 

kategori ini ialah orang yang melakukan perjalanan ibadah haji.
50

 Tetapi 

pada dasarnya sekarang berkembang pengertian Musafir atau Ibn Sabil 

yaitu termasuk yang bisa menereima zakat ialah mereka yang tinggal di 

asrama pelajar atau mahasiswa dari luar negeri.
51

 

Adapun bentuk-bentuk penggunaan dana zakat berdasarkan kedelapan 

golongan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.2 

 Bentuk-Bentuk Penggunaan Dana Zakat Untuk Mustahik  

Menurut Pandangan Ulama
52

 

No  Mustahik  Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Dana 

Zakat 

Refrensi Ulama 

1 Fakir-

Miskin 

Mencukupi kebutuhan hidup setahun 

 

Imam Malik, Hambali, dan 

Al Ghazali 

 

Memenuhi kebutuhan seumur hidup, 

sepanjang masih miskin 

Imam Namawi, dan Imam 

Syafi’i 

                                                           
49

 Rahman al-Zahrul, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 303 
50

Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, 289. 
51

 Ibid., 
52

Sahri Muhammad, Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin, (Malang: Bahtera Press 

2006), 43. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 

 

 

Modal kerja atau alat kerja untuk yang 

mampu bekerja 

 

Pengikut Imam Nawawi 

 

Biaya Pendidikan (menuntut ilmu), 

beasiswa 

 

Imam Ramli, Zarkasi, Imam 

Akhmad, dan Hambali 

seluruh 

Mazhab 

 

2 Amil 

Zakat 

Gaji bagi amil, walaupun kaya 

 

Hadist Abu Daud 

 

Gaji yang mencukupi hidupnya, jika dari 

bagian amil tidak mencukupi, ambil gaji 

dari sumber lain 

 

Imam Syafi'i 

 

Pengorganisasian amil ada dua urusan 

pengumpulan dan pembagian, masing-

masing urusan mempunyai seksi dan 

bagian 

 

Mengacu hadist, serahkan 

pekerjaan pada ahlinya 

 

3 Muallaf Dakwah Islam, melunakkan hati yang 

memusuhi Islam 

 

Hadist Muslim dan Turmizi 

Baru masuk Islam walau kaya Az Zuhri, Imam Syafi’i 

 

Pemimpin Islam yang masih lemah 

imannya 

Hadist 

Masih kafir, agar hatinya condong ke 

Islam untuk penyiaran Islam 

Imam al Qurtubi 

 

4 Riqa>b Membebaskan budak Al-Qur’a>n 

 

Membebaskan tawanan muslim 

 

Imam Ahmad 

Menghapus penjajahan 

 

Rasyid Ridha 

Perbudakan bangsa oleh bangsa lain 

 

Mahmud Syaltut 

5 Gha>ri>m Orang yang mengalami bencana 

 

Hadist Muslim dan Akhmad 

 

Hutang dalam taat kepada Allah 

 

Khallaf, Hasan, Hamidullah 

6 Sabilillah Sukarelawan untuk perang 

 

Empat Mazhab 

Makna sabilillah luas sekali 

 

Imam Malik 

Kemaslahatan umum, semua kebaikan 

 

Rasyid Ridha 

Untuk pengembangan pendidikan, 

perang 

Makhluf, Mufti Mesir, 

Rasyid 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 

 

pemikiran, menolong para da’i 

 

Ridha 

 

7 Ibnu 
Sabil 

 

Tunawisma, anak buangan, anak jalanan, 

orang yang diusir dan minta suaka 

 

Rasyid Ridha 

 

Sumber: Sahri Muhammad 2006. 

4. Distribusi Zakat 

Persoalan ekonomi bukanlah kurangnya sumber daya yang tersedia, karena 

sumber daya tersebut telah disediakan cukup oleh Allah Swt. Seperti telah 

disebutkan dalam Qs. Hu>d ayat 6, tetapi persoalannya terletak pada cara 

mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak 

apapun barang dan jasa yang tersedia tanpa adanya pola distribusi yang tepat, 

dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan yang lain.
53

 

Distribusi merupakan hal terpenting dalam pembahasan ekonomi, dimana 

distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan. 

Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, 

modal, tenaga kerja dan manajemen. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk 

kesejahteraan masyarakat, baik distribusi kekayaan maupun pendapatan dan hal 

ini merupakan tujuan dasar Islam, yaitu membahagiakan umatnya di dunia dan 

akhirat. Distribusi kekayaan maupun pendapatan dalam Islam bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, diantaranya dengan nafaqah, zakat, warisan, wakaf, dan 

lain-lain.
54

 

Terdapat beberapa sarana pengentasan kemiskinan dalam Islam, opsi 

pertama yaitu, bekerja (al-‘Amal)dan kedua jaminan hidup dari famili yang 

                                                           
53

 Abdurrrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, terj. Ibn Sholah al-Izzah, (Bangil: t.t, 2001), 19. 
54

Ika Yunia Fauziadan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqa>shid Al-Syariah, 

(Jakarta: Kencana, 2014), 139. 
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mampu. Jika kedua hal tersebut tidak ada, maka seseorang bisa dihilangkan 

kemiskinannya dengan zakat. Zakat merupakan hak yang tidak dapat diganggu 

gugat dan merupakan hutang yang dibebankan kepada orang kaya untuk orang 

lemah yang berhak.
55

 Konsep distribusi dalam Islam lebih ditujukan dalam 

rangka pemerataan pembagian hasil kekayaan. Distribusi berfungsi sebagai 

suatu transfer dari pendapatan kekayaan antar individu dengan salah satu 

caranya melalui zakat.
56

Dalam konsep klasik, ada 6 prinsip dalam distribusi 

zakat yaitu :
57

 

1. Isti'a>b (lengkap) yaitu harta zakat wajib didistribusikan kepada semua 

as}naf yang ada yaitu as}naf muqaddam (fakir, miskin, amil, muallaf) dan 

as}naf muakhkhar (riqa>b, gha>rim, fisabilillah, ibnu sabil). Harta zakat ini 

wajib diberikan kepada setiap as}naf sesuai dengan kebutuhan as}naf 

tersebut. 

2. Ikhtis}a>s (ketetapan) yaitu harta zakat hanya dapat didistribusikan 

kepada delapan as}naf yang disebut Allah SWT di dalam Surah Al-

Tawbah ayat 60. Distribusi dilakukan kepada mereka yang menetap di 

negeri pembayar zakat dalam periode yang ditetapkan. 

3. Hak yaitu harta zakat harus disalurkan kepada mereka dalam bentuk 

barang atau manfaat. 

                                                           
55

Yusuf Qharadhawi, Musykila>t al-Faqr wa Kaifa ‘Ala>jaha al-Islam, terj. A. Maimun Syamsuddin 

dan A. Wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2002), 130. 
56

Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori Dan Konsep, (jakarta: sinar grafika, 

2013), 186.  
57

Ahmad, Sanep. ‚Agihan Zakat Merentasi As}naf: Ke Arah Memperkasa Institusi Zakat. Prosiding 

PERKEM (Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia‛ IV, Jilid 2. 2009 dalam 

http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemIV/PERKEM. 66-67. 

http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemIV/PERKEM
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4. Mura>qabah (Pengawasan) yaitu semua distribusi zakat harus dilakukan 

dengan pengawasan dan kontrol dari pemerintah. 

5. Al-Kifa>yah (Cukup) yaitu prinsip ini membawa maksud kecukupan 

dalam pemberian yaitu memberikan secukupnya kepada as}naf yang 

telah disebutkan dalam Al Qur'an. Peruntukan kepada as}naf hendaklah 

memenuhi kebutuhan dasar. 

6. Faura>n (Menyegerakan Distribusi) yaitu distribusi zakat dilakukan 

dengan segera setelah dipastikan as}naf penerimanya telah sesuai dengan 

hukum syara’. 

Distribusi zakat dalam konteks keindonesiaan diatur menurutUndang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahik konsumtif maupun kepada 

mustahik produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (al-

tami>m) dan penyamaan (al-taswiyah). Di samping faktor tersebut, juga perlu 

memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok 

mustahik zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi mustahik, 

sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya kepada 

mustahik produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya 

yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi 

pembayar zakat.
58

 

Adapun bentuk inovasi manajemen distribusi zakat modern  dikategorikan 

dalam empat bentuk alokasi berikut:
59

 

                                                           
58

 Muhammad Hasan, Manajemen Zakat, 88.  
59

M. Arief, Akuntansi Dan Manajemen Zakat,158. 
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a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan langsung 

kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat 

fitrah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam 

bentuk lain dari barangnya semula, seperti pemberian alat-alat 

sekolahatau beasiswa. 

c. Distribusi bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam 

bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain 

sebagainya. Hal ini dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja 

bagi fakir miskin. 

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam 

bentuk permodalan, bailk untuk membangun proyek sosial atau 

menambah modal pedagang kecil. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat bab 3 Bagian Kedua Bab Pendistribusian Pasal 25, disebutkan bahwa 

zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syari’at Islam, sedangkan 

dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan 

prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
60

 

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, terlebih bagi yang 

mempunyai kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 

pertama, lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an, sunnah Rasul, para sahabat 

                                                           
60

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam 

http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf 

http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf
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dan para tabi’in. Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar 

zakat. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila 

berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Keempat, untuk 

mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan 

harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Kelima, untuk 

memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan 

yang islami. Keenam, sesuai dengan prinsip modern dalam indirect financial 

system.
61

 

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, 

meskipun secara hukum syari’ah adalah sah, akan tetapi di samping akan 

terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama 

yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, disebutkan bahwa BAZNAS 

merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara 

nasional. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa (1) Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
62

 

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. 

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. 

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan. 

                                                           
61

Didin Hafidhuddin, “Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat‛ dalam 

http://bazrancasari.wordpress.com/artikel/pembangunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/, (16 Juni 2014) 

24.    
62

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam 

http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf 

http://bazrancasari.wordpress.com/artikel/pembangunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/
http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf
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Secara penyelenggaraan fungi pengelolaan zakat di atas dapat dejelaskan 

secara rinci yaitu:
63

 

1. Perencanaan Zakat 

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. 

Secarakonseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran 

dan tujuan yangingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk 

organisasi yang tetap untukmencapainya, dan orang-orang yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendakdilaksanakan oleh 

BadanAmil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat 

Pengelolaan zakat memerlukan pengelola zakat yang profesional, 

mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang 

dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin 

Badan atau Lembaga Amil Zakat. 

3. Pengawasan Zakat 

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya 

sistimatis,untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk 

merancang sistem umpanbalik informasi, untuk membandingkan kinerja 

aktual dengan standar yang telahditentukan untuk menetapkan apakah 

terjadi suatu penyimpangan dan mengukursiknifikansi penyimpangan 

tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yangdiperlukan untuk 

menjamin bahwa semua sumber daya BAZ atau LAZ telahdigunakan 
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Ismail Nawawi, Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, (Surabaya: Putra Media 

Nusantara, 2010), 46. 
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seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.
64

Secara 

menejerial pangawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki 

kinerjaamil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil 

Zakat di semua tingkatdan semua yang telah dirancang untuk mencapainya 

yang telah sedang dilaksanakan. 

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung 

darikebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang 

bersangkutan.Adakalanyadisalurkan langsung pada mustah}ik dengan pola 

konsumtif dan adakalanya diwujudkandalam bertuk produktif atau dengan cara 

memberikan modal atau zakat dapatdikembangkan dengan pola investasi. 

C. Penerapan  Fiqh al-Awlawiyyah Dalam Distribusi Zakat 

Zakat sebagai salah satu pembahasan fikih juga tidak luput dari pertimbangan-

pertimbangan prioritas, karena zakat merupakan dana sosial yang melibatkan 

banyak pihak dalam segala aspeknya serta memerlukan suatu sistem pengelolaan 

yang baik, sehingga bisa tersalur untuk mewujudkan kemaslahatan dan tercapainya 

tujuan syariat (Maqa>s}idal-Syari>’ah). Untuk itu diperlukan skala pengukuran dalam 

menentukan prioritas mustahik. Konsep prioritas merupakan pembahasan ushul 

fiqh yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari keburukan (jalbu 

al-mas}a>lih wa dar’u al-mafa>sid) untuk mencapai maqa>shidal-syari>’ah.
65

 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Islam membagi skala prioritas ini 

menjadi tiga tingkatan yaitu, Dharu>ri atau primer, ha>jiyyah atau sekunder dan 
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Ibid,65. 
65

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2009), 222. 
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tahsiniyyah atau tesier.
66

 Kebutuhan dharu>ri ini juga terbagi dalam prioritas 

tujuannya yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, 

menjaga harta. Dan secara berkala juga berlaku bagiha>jiyyah dan tahsiniyyah.
67

 

Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan prioritas dalam distribusi zakat yaitu; 

Mengutamakan distribusi domestik dan didistribusikan pada penerima zakat (yang 

telah ditetapkan al-Qr’a>n).
68

 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa metode yang digunakan dalam fiqh al-

awlawiyyah terbagi menjadi dua, yaituMetode Tekstual (at-Tans}is} al-Awla>wi) dan 

Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-Aula>wi>). Kedua metode ini akan dipakai sebagai sudut 

pandang dalam menentukan skala prioritas kebutuhan mustahik dalam 

pendistribusian zakat. 

1. Prioritas Distribusi Zakat Dengan Metode Tekstual (al-Tans}is al-Awla>wi) 

Apabila yang dipakai Metode Tekstual (at-Tans}is} al-Awla>wi), maka 

dengan jelas menurut teks al-Qur’a>n dan sunnah serta pendapat jumhur ulama, 

menyebutkan bahwa mustahik zakat terbatas pada delapan golongan yang 

termakhtub dalam QS. Al-tawbah ayat 60. Menurut al-Syauqani dalam 

menafsirkan ayat tersebut mengatakan ا  ً  adalah bentuk qashr (pembatasan) إَ  

dan al pada  َل اث ذ   adalah lam li al-jinsi (menunjukkan jenis), yaitu bahwa انص 

jenis sedekah ini (zakat) terbatas atas delapan as}nafyang telah disebutkan 

dalam ayat ini, tidak boleh distribusinya melampaui delapan as}naf ini, bahkan 
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Ikadan Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi  Islam, 66-68. 
67

Adiwarman Azhar Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 102. 
68

Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2005), 34.  
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zakat itu hanya untuk mereka bukan untuk yang lainnya.
69

 Pendapat yang 

sama juga dikemukakan menurut para mufasir sebelum al-Syaukani seperti 

seperti al-Zamakhsyari,
70

 

Menurut al-Wakili terdapat empat hal yang dijadikan ukuran atau 

parameter yang disebutkan oleh nas} yang menjadikan suatu amal itu lebih 

diutamakan dan diprioritaskan dibanding amal yang lain, yakni; iman dan 

ketaatan, ilmu, urgensi dan kecakapan (kepantasan).
71

 

a. Iman dan ketaatan. 

Parameter keimanan serta ketaatan dalam pendistribusian zakat 

memberi pengertian bahwa agama seseorang menjadi tolok ukur kebolehan 

seseorang untuk mendapatkan zakat. itu berarti, seorang muslim yang 

muslim lebih diperioritaskan untuk mendapatkan hak zakat dari pada 

seorang kafir yang miskin. Prioritas dalam hal keimanan ini berlaku untuk 

semua as}na>f. 

b. Ilmu 

Konteks as}naf yang masuk dalam kriteria ini adalah amil zakat, karena 

kebolehannya menerima zakat disebabkan tugasnya dalam memungut, 

mengelola dan mendistribusikan zakat, sehingga seorang amil pantas untuk 

mendapat hak zakat karena keterampilan dan tanggung jawabnya 

tersebut.Olehkarena itu terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki 

sorang amil. Menurut Yusuf Qardhawi kriteria seorang amil ialah, harus 

                                                           
69

Al-Syaukani, Fath al-Qadir, Jilid.2,(Beirut: Dar Ibn Katsir 1414 H), 424. 
70

Abul Qasim al-Zamakhsyari, al-Kasyaf, Jilid. 2(Beirut: Dar Ibn ‘al-Arabi, 1407 H), 282. 
71

 Al-wakili, Fiqh al-Awlawiyyah, 114. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 

 

seorang muslim, seorang mukallaf (dewasa dan sehat pikiran), jujur, 

memahami hukum zakat serta berkemampuan untuk melaksanakan 

tugas,bukan keluarga Nabi, laki-laki dan sebagian ulama mensyaratkan amil 

itu orang merdeka (bukan hamba).
72

Indikasi-indikasi tersebut menandakan 

bahwa seorang amil, sebagai satu-satunya pihak yang memiliki wewenang 

dalam segala hal yang berhubungan dengan zakat, sehingga amil haruslah 

dipilih dari seseorang yang benar-benar capable dalam ilmu perzakatan dan 

ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tata cara pengelolaan zakat seperti 

ilmu manajemen dan ilmu perhitungan, sehingga tujuan zakat dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. 

c. Urgensi 

Kategori ini mencakup semua as}naf secara temporal, yaitu tergantung 

pada keadaan, yaitu siapapun dari kedelapan golongan yang paling 

membutuhkan, maka dia didahulukan dari as}naf yang lain. Selain dari 

kedelapan golongan ini, maka tidak berhak mendapatkan dana zakat, 

walaupun orang tersebut sangat membutuhkan, namun karena nas} hanya 

membatasi pemberian zakat kepada delapan golongan saja, maka hanya 

delapan golongan tersebut yang berhak terhadap zakat. 

d. Kecakapan (kepantasan) 

Untuk memenuhi kategori wajib zakat, para ulama telah menentukan 

kriteria as}naf. Kriteria-kriteria tersebut akan menentukan bahwa seseorang 

telah cakap, pantas dan memenuhi syarat sebagai mustahik zakat. hal ini 
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Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 28-30. 
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juga diperlukan agar distribusi zakat bisa tepat sasaran dan tepat guna. 

Kriteria mengenai as}naf bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya 

mmengenai mustahik zakat. 

2. Prioritas Distribusi Zakat Dengan Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-Aula>wi>) 

Metodeijtihad penetapan fiqh al-awlawiyah sebagaimana disebutkan pada 

pembahasan di awal ialah terbagi menjadi dua cara, yaitu: 

a. Ijtihad Prioritas dengan teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah). 

Metode ini menitik beratkan ijtihadnya dengan menggunakan fiqhnus}us} 

dan fiqhmaqa>shid dan memberikan porsi yang sedikit bagi fiqh muwa>zanah 

dan fiqh al-wa>qi>’.Ahli tafsir menguraikan beragam uraian, baik terhadap 

kuantitas, kualitas, dan prioritas, di mana ayat tersebut tidak menjelaskan 

perincian pembagian diantara delapan as}naf. Ayat tersebut hanya 

menetapkan kategori-kategori mustahik. Jugadijelaskan bahwa Nabi sendiri 

tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberikan 

mustahik sesuai kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan 

jumlah dana zakat yang ada.
73

 Oleh karena itu, skala prioritas mustahik 

hingga saat ini masih sangat debatable, sehingga prioritas kebutuhan 

mustahik jika diukur dengan menggunakan metode ijtihad al-awalwi-pun 

akan sangat beragam hasilnya, mengingat terdapatnya karakteristik serta 

bervariasinya kebutuhan mustahik seiring dengan perbedaan tempat dan 

waktu. 
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 Masdar F. Mas’udi, 9. 
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Adapun menurut jumhur ( Hanafi, Maliki, dan Habali),bahkan mazhab 

Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang 

saja di antara delapan kelompok yang ada. Menurut mazhab Maliki, 

memberikan zakat pada orang yang sangat memerlukan dibandingkan 

dengan kelompok yang lainnya merupakan Sunnah. Dalil yang digunakan 

adalah bahwa kelompok dalam ayat tersebut disebut dengan menggunakan 

huruf alif dan lam(lam al-ta’rif), misalnya al-fuqara’. Oleh karena itu 

penyebutan dengan menggunakan lam al-ta’rif mengandung suatu kiasan 

(majaz), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir itu boleh terdiri ata 

satu orang saja. Berbedadengan pandangan Imam Syafi’i yang menyatakan 

bahwa zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok, baik itu zakat 

fitrah maupun zakat maal berdasarkan QS. al-Tawbah ayat 60. Ayat 

tersebut menurut Syafi’i menisbatkan kepemilikan semua zakat oleh 

kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf lam yang dipakai untuk 

menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki 

hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu(salah satu kata 

sandang yang berarti ‚dan‛) yang menunjukkan kesamaan tindakan.
74

 

Pendapat dalam tafsir jalalain, huruf la>m dalam lafadz li al-fuqara>’ 

memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap 

individu-individu yang berhak. Imam mempunyai hak membagikan zakat 
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Al-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, 278-279. 
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tersebut serta boleh mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan 

atas yang lainnya.
75

 

Berbeda denganZainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani yang 

menyatakan bahwa empat as}naf yang pertama menggunakan lam huruf jar, 

dengan maksud pemilikian secara mutlak untuk bermacam-macam 

keperluan mereka, kemudian empat as}naf berikutnya dengan fi>huruf ja>r, 

dengan maksud menggunakan penerimaanya itu untuk kepentingan 

tertentu, seperti riqa>b untuk membayar angsuran kepada tuanya, Gha>ri>m 

untuk membayar utang, pada kalimat riqa>b dan gha>rimi>n di-jar-kan dengan 

satu fi>, mengandung arti penerimaanya untuk kepentingan dan diberikan 

kepada orang lain, sedangakan pada kalimat sabilillah dan ibnu sabil 

dengan berulang fii huruf jar-nya, mengandung arti bahwa penerimaanya 

itu untuk keperluan mereka masing-masing.
76

Sedangkan menurut Quraish 

Shihab, perselisihan para ulama dalam memahami masing-masing 

kelompok, yaitu tentang makna huruf la>m pada FirmanNya li al-fuqara>’, di 

mana Imam Malik berpendapat bahwa Ia sekedar berfungsi menjelaskan 

siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang 

disebutkan.
77

 

Berbagai perbedaan pendapat di atas menyimpulkan bahwa prioritas 

distribusi zakat dengan metode ijtihad (Ijtihad al-Awla>wi) dengan melihat 
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Ima>m Jala>luddi>n Al-Mahalli> dan Ima>m Jala>luddi>n Al-Suyu>ti, Tafsi>r Jala>lain, terj. Bahrun Abu 

Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), 744.    
76

 Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Fathul Mu’i>n, terj. (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 1994), 580. 
77

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, cet. Ke-2, 2004),630 
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kepada teks nas} dan dalil bisa menjadi beberapa modelyang paling masyhur 

diikuti oleh  yang telah terangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 2.3. 

Prioritas Mustahik Dalam Distribusi Zakat Menurut Jumhur 

Skala 

Prioritas  

Mustahik Zakat 

Fakir Miskin Amil Muall

-af 

Memer-

dekakan 

budak 

Orang 

yang 

berhutang 

Fi 

sabilillah 

Ibn 

sabil 

Dharuri 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hajiyah 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tahsiniyah 17 18 19 20 21 22 23 24 

Sumber:Data penelitian yang diolah 

Untuk kelompok pertama menurut jumhurdistribusi zakat bersifat 

temporal.Skala prioritas tersebut bisa digambarkan seperti tabel di atas, dan 

dapat berubah sesuai prioritas kebutuhan mustahik yang sedang terjadi pada 

suatu tempat dan masa. Siapa golongan yang paling membutuhkan, maka 

secara otomatis akan menempati posisi d}aru>ri dan secara berkala mengikuti 

tabel. Sedangkan menurut imam Syafi’i, sebaiknya dana zakat dibagikan secara 

merata kepda setiap as}naf. Pendapat lainnya membagi as}nafmenjadi dua 

kelompok dengan memprioritaskan empat kelompok pertama dari pada empat 

kelompok terakhir. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut: 

Tabel 2.4. 

Prioritas Mustahik Dalam Distribusi Zakat Menurut Imam Syafi’i 

 

Syafi’i  Mustahik Zakat 

Fakir Miskin Amil Muall

-af 

Memer-

dekakan 

budak 

Orang 

yang 

berhutang 

Fi 

sabilillah 

Ibn 

sabil 

Porsi zakat 1/8  1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Sumber:Data penelitian yang diolah 
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Tabel 2.5 

Prioritas Mustahik Dalam Distribusi Zakat Menurut Menurut Zainuddin Bin Abdul 

Aziz 

Skala 

Prioritas  

 

Mustahik Zakat 

Fakir, Miskin, amil dan  muallaf Riqa>b, gha>ri>m, fi sabilillah dan ibn sabil 

Dharuri 1 2 

Hajiyah 3 4 

Tahsiniyah 5 6 

Sumber: Data penelitian yang diolah 

b. Ijtihad Prioritas Melalui Fakta  

Metode ini adalah kebalikan dari metode ijtihad nus}us}, yaitu lebih 

menitik beratkan kepada fiqh muwa>zanah dan fiqh al-wa>qi>’. Metode ini 

lebih bersifat pemecahan terhadap sebuah tindakan. Konsep fiqh prioritas 

yang ditulis al-Qardhawi lebih mengarah pada sisi ini dibanding sisi 

dalilnya. Jika pada pembahasan sebelumnya berangkat dari teks menuju 

konteks (text to context), maka pada metode ini berangkat dari konteks 

menuju keseuaian teks (context to text). Ijtihad prioritas dalam hal ini 

mencakup dua hal, pertama, penentuan prioritas dalam suatu bidang harus 

dilakukan secara berangsur dan bertahap. Kedua¸ saat terjadinya benturan 

dalam melaksanakan dua buah perintah yang nampak bertentangan atau 

antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain yang sama pentingnya 

harus diketahui mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa 

ditunda.
78

 

Dalam hal ini, jika dalam praktek pendistribusian zakat terdapat dua 

atau lebih kebutuhan mustahik yang sama-sama urgen, tetapi dana terbatas 
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Percikan Pemikiran, Fikih Prioritas, 7. 
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atau terdapat dua mustahik atau lebih yang sama-sama urgen namun harus 

dipilih salah satu diantara mereka yang paling urgen berdasarkan skala 

prioritas kebutuhannya, apakah bersifat dharu>riyyah, haji>yyah atau 

tahsiniyyah. Maka dalam kasus seperti ini, metode fiqh al-awlawiyyah 

yang dipakai adalah ijtihad prioritas berdasarkanfakta di lapangan.Sampai 

saat iniukuran prioritas kebutuhan mustahik belum ada yang jelasdan tepat, 

karena perbedaan waktu dan tempat, sehingga penulis akan mencoba 

merumuskan skala prioritas kebutuhan tersebut berdasarkan skala 

dharu>riyyah, ha>jiyyah dan tahsiniyyahpada pembahasan selanjutnya. 

Untuk itu membuat perumusan yang tepat memerlukan indikator awal 

sebagai tempat berpijak dalam menentukan ukuran-ukuran skala prioritas 

kebutuhan as}na>f. Dalam hal ini penulis mencoba merumuskan skala 

pengukuran kebutuhan as}nafmenggunakan dua pendekatan, yakni fikih 

klasik dan konteks keindonesiaan. 

1) Skala Kebutuhan Fakir Miskin 

Sesuai dengan definisi yang diberikan kepada golongan fakir 

pada pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa indikator 

yang menandakan kefakiran dan kemiskinan seseorang. Menurut 

justifikasi fikih ulama madzhab terdapat dua kategori indikasi fakir 

miskinnya seseorang yaitu:
79

 

a) Indikator ketidak mampuan materi, yakni kemampuan materi nol 

atau kepemilikan aset nihil, memiliki sejumlah aset properti 

berupa rumah, barang atau perabot dalam kondisi yang sangat 
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M. Arief Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan 

Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 84. 
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minim, memiliki aktiva keuangan kurang dari nisbah, memiliki 

aset selain uang namun dengna nilai dibawah nisab serta orang 

yang tidak bisa memanfaatkan asetnya, bisa disebabkan oleh 

tidak terjangkaunya aset untuk di cocoki tanam jika berupa tanah 

atau disita pemerintah. 

b) Indikator ketidak mampuan dalam mencari nafkah atau hasil 

usaha yaitu, Tidak mempunyai usaha sama sekali, mempunyai 

usaha namun tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, 

mampu bekerja dan memiliki skill sperti bertani dan berdagang, 

namun kekurangan alat serta modal serta cacat fisik seperti 

lumpuh, buta dan renta serta orang yang  kehilangan tumpuan 

ekonomi keluarga seperti janda dan yatim. 

Selain itu terdapat indikator -indikator fakir miskin versi 

Indonesiayang diukur oleh beberapa institusi yaitu:
80

 

a) Badan Pusat Statistik (BPS) 

Dalam pengukurannya, BPS membandingkan tingkat 

konsumsi penduduk dengan Garis Kemiskinan(GK), yaitu 

jumlah rupiah untuk konsumsi perorangan per bulan. Gk 

merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dan 

didapat dari hasil survei modul konsumsi susenass yang 

ditetapkan dalam rupiah perorang perbulan. Dengan demikian, 

garis kemiskinan ditetapkan setiap 3 tahun sekali baik untuk 
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Ibid. 86-91 
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nasional maupun provinsi. GKM merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 

kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar 

makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-

umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, 

buah-buahan, minyak, lemak dan lain-lain.)
81

 

b) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Model ini menggunakan tingkat kesejahteraan keluarga 

sebagai tolok ukur. Untuk itu, BKKBN membagi kesejateraan 

keluarga menjadi lima tingkatan yakni:
82

 

(1) Prasejahtera (sangat miskin) diartikan sebagai ketidak 

mampuan memenuhi memenuhi kebutuhan dasarnya 

secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran 

agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Pada level 

ini mereka tidak dapat memenuhi salah satu indikator 

yang meliputi: 

(a) Indikator Ekonomi, yaitu Makan dua kali sehari atau 

lebih,  memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas 

(misalnya, di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian) 

serta bagian terluar lantai rumah bukan dari tanah 

(b) Indikator Non-Ekonomi yaitu, Melaksanakan ibadah 

secara teratur, mampu membawa ke sarana kesehatan. 
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 Badan Pusat Statistik (BPS), Kemiskinan dalam https://www.bps.go.id/subjek/view/id/23 
82

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indikator Dan Kriteriria Keluarga 

dalam www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm 

https://www.bps.go.id/subjek/view/id/23
http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm
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(2) Sejahtera tahap I (miskin) diartikan sebagai keluarga 

yang mampu memenuhi kebutuhan dasar nya tetapi 

belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. 

Yang dimaksud kebutuhan sosial psikologis adalah 

kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, intraksi 

dalam keluarga, intraksi dalam lingkungan tempat 

tinggal, dan transportasi. Indkatornya adala keluarga 

yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah 

satu atau lebih indikator meliputi: 

(a) Indikator Ekonomi yaitu, pertama, paling kurang 

sekali seminggu  keluarga makan daging atau ikan 

atau telor. Kedua, Setahun terakhir seluruh anggota 

keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian 

baru.Ketiga,  Luas lantai rumah paling kurang 8 m
2 

untuk tiap penghuni. 

(b) Indikator Non-Ekonomi yaitu, ibadah teratur, sehat 

tiga bulan terakhir, punya penghasilan tetap, usia 10-

60 tahun dapat baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun 

bersekolah, anak lebih dari 2 orang, ber-KB. 

(3) Keluarga sejahtera II, adalah keluarga yang karena alasan 

ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih 

indikator meliputi, memiliki tabungan keluarga, makan 

bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan 

masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali),  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 

 

meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita 

dari surat kabar, radio, TV, dan majalah serta 

menggunakan sarana transportasi 

(4) Keluarga sejahtera III, sudah dapat memenuhi beberapa 

indikator meliputi, memiliki tabungan keluarga, makan 

bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan 

masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali) 

meningkatkan pengetahuan agama serta memperoleh 

berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah dan 

menggunakan sarana transportasi. Selain itu belum dapat 

memenuhi beberapa indikator meliputi, aktif memberikan 

sumbangan material secara teraturserta aktif sebagai 

pengurus organisasi kemasyarakatan 

(1) Keluarga sejahtera III plus, sudah dapat memenuhi 

beberapaindikator meliputi, aktif memberikan sumbangan 

material secara teratur serta aktif sebagai pengurus 

organisasi kemasyarakatan 

c) Model Human Development Research (HDR) 

Human Development Research (HDR) adalah suatu konsep 

di mana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia 

sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat 

pembangunan. Hal yang paling penting dalam konsep ini ialah  

pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang dan 

sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan akses pada 
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sumberdaya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. 

Diantara indikator-indikator dalam HDR terdapat Indeks 

Kemiskinan Manusia atau Human Development Index 

(HDI).
83

Terdapat beberapa indikator dalam Indeks Kemiskinan 

Manusia, yaitu, kelahiran yang tidak dapat bertahan samapai 

usia 40 tahun, tingkat buta huruf orang dewasa, persentase 

penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk 

digunakan, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada 

fasilitas kesehatan danersentase balita yang kurang makan. 

Dari semua indikator-indikator yang disebutkan di atas, maka 

dapat dirumuskan bahwa skala kebutuhanfakir miskin dapat 

dirumuskan sebagai berikut:
84

 

a) Kebutuhandharu>riyyahmeliputi, sandang (mempunyai 

pakaian yang berbeda untuk setiap aktifitas, seperti untuk 

dirumah berbeda dengan pakaian untuk sekolah, bekerja dan 

bepergian), papan (rumah minimal berlantai tehel atau 

keramik, bukan tanah) dan pangan (makan 2 kali sehari 

minimal), melaksanakan ibadah dan membawa diri pada 

sarana kesehatan apabila sakit.Kebutuhan d}aruri untuk 

kelompok miskin ini bisa menjadi kebutuhan hajiyyah bagi 

kelompok fakir. 
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 Setyo Budiantoro dkk. ‚Penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia‛ dalam 

www.mpi-indonesia.org (31 Desember 2014),19. 
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M. Arief Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat, 184. 

http://www.mpi-indonesia.org/
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b) Kebutuhan hajiyyah meliputi,sandang (seluruh anggota 

keluarga memiliki satu stel baju baru dalam setahun 

terakhir), papan (setiap anggota keluarga memiliki paling 

kurang 8 m
2
 luas lantai), pangan (makan daging dan ikan 

paling tidak seminggu sekali), melaksanakan ibadah secara 

teratur, kesehatan minnimal pada 3 bulan terakhir terjaga, 

mempunyai penghasilan tetap, bisa baca tulis di usia 10-60 

tahun, bersekolah pada usia 6-15 tahun serta mempunyai 

lebih dari dua anak dan berKB . 

c) Kebutuhan tahsiniyyah meliputi, tabungan keluarga, makan 

bersama keluarga, aktif dikegiatan kemasyarakatan, rekreasi 

bersama keluarga minimal 6 bulan sekali, dapat melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memiliki sarana 

transportasi serta modal usaha. 

Ketiga skala kebutuhan tersebut lebih banyak menggunakan 

skala pengukuran yang ditetapkan BKKBN, dikarenakan lebih 

detail dalam membagi tingkat kemiskinan, sehingga lebih 

relevan dengan keadaan kriteria masyarakat di Indonesia. 

2) Skala Kebutuhan Amil 

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa prasyarat 

menjadi amil telah ditetapkan oleh para ulama, dan pada 

perkembanganya di Indonesia menurut undang-undang No. 38 tahun 

1999 menetapkan beberapa tugas pokok amil zakat yaitu, yang 

dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak 
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mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, 

penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Petugas amil zakat 

dipilih oleh pemerintah atau instansi pemerintah.
85

 Dari tugas pokok 

tersebut, maka skala kebutuhan amil zakat dalam melaksanakan 

tugasnya adalah:
86

 

a) kebutuhan dharu>riyyah, yaitu struktur kepengurusan. 

Kepengurusan adalah hal yang sangat urgen untuk membuat suatu 

amil zakat dapat berjalan dan berfungsi dengan banyaknya tugas 

yang berbeda yang harus dilakukan, maka diperlukan setidaknya 

orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang perzakatan. 

b) Kebutuhan hajiyyah, yaitu kantor, perlengkapan kantor, 

transportasi. 

c) Kebutuhan tahsiniyyah,yaitu pelatihan peningkatan kualitas 

Sumber Daya Insani (SDI) dalam mengelola zakat modern, 

memiliki rekening donasi bagi muzakki, menggunakan sistem 

informasi pengelolaan berbasis IT, memiliki DPS, menjalankan 

manajemen Good Organization Goverment (GOG).  

3) Skala Kebutuhan Muallaf 

Term muallaaf dalam kajian fikih klasik diklasifikasikan menjadi 

empat macam yaitu, pertama, orang Islam yang masih lemah 

keimanannya. Kedua, orang yang islamnya kuat dan ketokohannya 

berpengaruh terhadap kemajuan dakwah Islam. ketiga, seseorang yang 
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mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan dari kaum 

kafir.Keempat, seseorang yang mampu mengantisipasi pembangkang 

zakat. Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa golongan yang 

dikhawatirkan prilaku  kriminalitasnya serta kelompok yang berada di 

dekat daerah perbatasan musuh.
87

Dari beberapa pengertian tersebut 

maka dapat diklasifikasi menjadi skala kebutuhannya:
88

 

a) kebutuhan dharu>riyyah, pembinaan keislaman (pemberian 

pengertian iman, Islam dan ihsan beserta tata cara beribadah) 

b) kebutuhan hajiyyah, yaitu sarana beribadah (masjid atau surau, 

perlengkapan sholat dan semua ibadah mahd}ah) dan dakwah 

keislaman. 

c) kebutuhan tahsiniyyah, yaitumemberikan pendidikan mendalam 

mengenai keislaman. 

4) Skala Kebutuhan Riqa>b 

Dihapusnya sistem perbudakan menyebabkan konteks riqa>b pada 

masa sekarang membutuhkan ijtihad yang lebih luas dengan mengacu 

pada kriteria yang dipaparkan oleh ulama terdahulu. Dalam al-Qur’an, 

kata riqa>b didahului oleh preposisi fi dzarf yang berarti kondisius, 

sehingga riqa>b bisa ditafsirakan dengan budak belian, bangsa terjajah 

dan karyawan atau buruh. Dapat disimpulkan bahwa riqa>b berporos 

pada makna adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain. Dalam 

konteks keindonesiaan, budak bisa disamakan dengan pembantu 

rumahtangga, baik di dalam maupun di luar negeri (TKI), alasan ini 
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Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat, 204-205. 
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selain dari pengertian subtansif juga terlihat dari fakta bahwa Indonesia 

dikenal sebagai bangsa babu. Dari beberapa indikator dan kriteria dasar 

dari kelompok riqa>b, maka skala kebutuhannya adalah:
89

 

a) Kebutuhan dharu>riyyah, yaitu merdeka atau mendapatkan 

kebebasan (berlaku untuk semua kriteria penafsiran konteks riqa>b, 

seperti budak, bangsa terjajah atau pembantu). 

b) Kebutuhan hajiyyah, yaitu pemberian jaminan sosial, pelatihan 

keterampilan dan pemulihan mental (berlaku untuk konteks 

keindonesiaan di manariqa>b  diartikan sebagai pembantu). 

c) Kebutuhan tahsiniyyah, yaitu pekerjaan yang leih layak sebagai 

tenaga terampil atau profesional serta gaji yang sesuai Upah 

Minimum Regional (UMR) (berlaku untuk konteks keindonesiaan 

di manariqa>b  diartikan sebagai pembantu). 

5) Skala kebutuhan gha>rimi>n 

Menurut Abu Hanifah gha>rimi>n adalah orang yang mempunyai 

hutang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi hutang 

tersebut. Menurut pendapat imam Maliki, Syafi’i dan Ahmad gha>rimi>n 

terbagi menjadi dua golongan yaitu, pertama, hutang tersebut digunakan 

untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Kedua, kelompok yang 

berhutang untuk kepentingan orang atau pihak lain. Dalam konteks 

keindonesiaan, term gha>rimi>n agak sulit untuk mendapatkan dana zakat, 

karena kondisi gha>rimi>n yang lekat dengan kondisi fakir dan miskin 
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yang sudah mempunyai jatahnya sendiri. Dari pengertian tersebut, maka 

dapat dirumuskan skala kepentingan gha>rimi>n adalah:
90

 

a) Kebutuhan dharu>riyyah, yaitu dibebaskan dari hutangnya. 

b) Kebutuhan hajiyyah, mendapat jaminan sosial dari pemerintah 

atau lembaga zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan 

keluarganya agar terhindar dari berhutang kembali. 

c) Kebutuhan tahsiniyyah, mendapat bantuan atau pinjaman modal 

untuk memulai usaha untuk membayar hutang sambil memenuhi 

kebutuhan diri dan keluarganya tanpa menambah hutang lagi 

untuk keperluan hidupnya. 

6) Skala kebutuhan fi sabilillah 

Makna fi sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (perang) 

sebagaimana banyak tertera dalam al-Qur’a>n. Menurut imam 

muhammad, fi sabilillah dapat diartikan sebagai jamaah haji yang 

kehabisan bekal atau riwayat lain daari Hanafiah yang mengartikan fi 

sabilillah sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Intinya adalah 

segala perbuatan yang dilakukan dijalan Allah.Namun karena dalam 

konteks keindonesiaan yang tidak dalam kondisi perang, maka tentu 

dana ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain, bukan pada 

mereka yang mengangkat senjata, tetapi mereka yang mengangkat pena, 

sehingga pemahaman arti fi sabilillah pada saat ini bisa lebih diarahkan 

pada pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) umat muslim sebagai 
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bentuk jihad. Oleh karena itu, dari pengertian tersebut maka skala 

kebutuhan fi sabilillah adalah:
91

 

a) Kebutuhan dharu>riyyah, keperlukan dasar untuk berperang seperti 

persediaan makanan dan persenjataan (jika fi sabilillah diartikan 

sebagai jihad atau berperang) dan segala fasilitas yang dibutuhkan 

untuk menuntut ilmu dan pengembangan SDI seperti beasiswa, 

lembaga pendidikan Islam dan lain-lain (jika fi sabilillah diartikan 

sebagai penuntut ilmu). 

b) Kebutuhan hajiyyah,penyediaan alat-alat transportasi untuk 

mentransfer kebutuhan primer seperti makanan, senjata dan obat, 

alat-alat kesehatan beserta tenaga medisuntuk mengobati prajurit 

perang (jika fi sabilillah diartikan sebagai jihad atau berperang) 

dan pendidikan keislaman yang baik dan kokoh untuk mengkader 

umat menjadi umat yang beriman dan jauh dari pengaruh 

liberarlisme. (jika fi sabilillah diartikan sebagai penuntut ilmu). 

c) Kebutuhan tahsiniyyah, penyediaan alat perang yang canggih, 

seperti pesawat tempur dan rudal (jika fi sabilillah diartikan 

sebagai jihad atau berperang) dan memberi beasiswa penuh bagi 

pemuda pemudi muslim untuk menuntut ilmu-ilmu umum yang 

jarang dimiki kaum muslim yang menyebabkan muslim mengalami 

ketertinggalan, seperti teknologi, politik dan teknik nuklir. (jika fi 

sabilillah diartikan sebagai penuntut ilmu). 

7) Skala kebutuhan ibnu sabil 
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Ibnu sabil menurut jumhur adalah kiasan untuk musafir (perantau), 

yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah 

lain. Untuk konteks saat ini kondisi seperti pengertian klasik tersebut 

sangat kecil kemungkinan untuk terjadi, sehingga dana ini harus 

dialihkan kepada perantau yang gagal mengais rejeki di kota atau para 

pelajar yang menuntut ilmu di kota lain. Dari pengertian tersebut, maka 

skala kebutuhan prioritas ibnu sabil dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:
92

 

a) kebutuhan dharu>riyyah, ongkos berangkat dan ongkos pulang. 

b) kebutuhan hajiyyah, bekal dalam perjalanan berangkat dan 

perjalanan pulang. 

c) kebutuhan tahsiniyyah, tempat singgah ditempat tujuan perjalanan  

hingga pulang kembali. 

Keseluruhan perumusan skala prioritas di atas tentunya masih 

membutuhkan koreksi dan tembahan, dikarenakan standar pegukuran yang 

digunakan masih sangat subjektif dan kondisius. Apabila dalam hal 

pendistribusian zakat nantinya terdapat benturan yang nampak bertentangan 

diantara salah satu skalakebutuhan mustahik dengan mustahik yang lain yang 

sama pentingnya harus diketahui mana yang harus didahulukan dan mana yang 

bisa ditunda. Oleh karena itu, pada tahap akhir, setelah diketahui ukuran dan 

skala prioritasnya melalui skala di atas, maka kaidah-kaidah fiqh al-awlawiyyah 

yang telah tercantum dalam tabel 2.1 siap diterapkan dalam pertentangan dan 

benturan pada amal yang ada. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN  

A. Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan 

1. Profil  

BAZNAS (BadanAmil Zakat Nasional) Kabupaten Pamekasan adalah 

lembaga atau badan yang bergerak dibidang sosial keumatan khususnya dalam 

upaya pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah 

diwilayah Kabupaten Pamekasan.
1
 

BAZNAS Pamekasan terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 

38 Th 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga BAZNAS Kabupaten 

Pamekasan berada dibawah koordinasi BAZNAS Provinsi JawaTimur dan 

BAZNAS Pusat. BAZNAS Kabupaten Pamekasan merupakan badan pengelola 

zakat, infaq dan shodaqah dibawah binaan Pemerintah Kabupaten Pamekasan 

dan Kantor Kementerian Agama Pamekasan. Dalam menjalankan perannya 

BAZNAS Pamekasan mengacu pada al-Qura’n Surah Al-Baqarah ayat 43, al-

Baqarah ayat 267, al-An’am ayat 141, al-A’rafayat 199, dan at-Tawbah ayat 60 

serta hadith-hadith Rasulullah SAW, baik dalam pengumpulan, pengelolaan dan 

pendayagunaan. 

BAZNAS Kabupaten Pamekasan mengumpulkan Zakat Infaq dan Shodaqah 

dari kalangan pegawai dilinkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, 
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Kantor Kemenag Pamekasan serta lembaga BUMD dan Swasta diwilayah 

Kabupaten Pamekasan. 

BAZNAS Kabupaten Pamekasan berfungsi membantu kegiatan pemerintah 

daerah dalam proses mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program 

yang efektif seperti pemberdayaan ekonomi, tanggap bencana alam, pendidikan, 

kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Visi Misi 

a. Visi :Terwujudnya masyarakat sejahtera dan berdaya 

b. Misi :Terselenggaranya penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan 

zakat yang efektif 

3. Struktur Organisasi 

Adapun susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan masa bakti 

2014-2016 adalah: 

a. Dewan Pertimbangan   

1) Ketua    : Bupati 

2) Sekretaris    : Kepala Kantor Kementrian Agama 

3) Anggota    : Ketua Umum MUI    

b. Komisi Pengawas    

1) Ketua    : Drs. H. Zainal Alim 

2) Sekretaris   :H. Abd. Ghani, SE. 

3) Anggota    : Drs. H. Zayyaduz Zabidi, M. Ag, 

c. Badan Pelaksana     

1) Ketua    : Wakil Bupati 
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2) Wakil Ketua I  :Sekretaris Daerah  

3) Wakil Ketua II  :Kepala Bagian Administrasi        

  Kesejahteraan Rakyat   

4) Wakil Ketua III  :Ny. Hj. Salma Wafi 

5) Sekretaris I  :Penyelenggara Syariah Dan Zakat  

  Kementrian Agama 

6) Wakil Sekretaris  :Kasubbag. Agama dan  

Pemberdayaan Perempuan pada Bagian 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

7) Bendahara   :Staf Pada Bagian Administrasi  

         Kesejahteraan Rakyat 

8) Wakil bendahara  :Basori Alwi 

d. Seksi-Seksi  

1) Seksi pengumpulan :Jazilatul Hikmiah 

   :Sri Handayani 

2) Seksi Pendistribusian :Azis Azhari 

   :H. Taufiqurrahman 

3) Seksi pengembagan :Sukardono Hidayat 

          dan pendayagunaan  :H. Abd. Shamad  

4. Metode Bantuan BAZNAS 

a. Bantuan murni 

Bantuan murni adalah bantuan yang diberikan secara percuma dimana 

mustahiq dapat memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan. 

b. Bantuan bergulir 
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Program ini khusus pada program bantuan modal usaha masyarakat 

miskin. Bantuan bergulir ini diberikan yaitu dengan syarat adanya 

pengembalian tanpa bunga.  

5. Sasaran Bantuan BAZNAS 

Saran bantuan BAZNAS adalah sebagaimana termaktub dalam delapan 

ashnaf sebagaimana tertera dalam kitab al-Quran dan al-Hadith yaitu, faqir, 

miskin, musafir, fi sabilillah, gharimin, riqab, muallaf dan ibn sabil. 

6. Program Aksi 

a. Pendataan Muzakki atau instansi Pemerintah, BUMN dan Swasta 

b. Pembentukan dan pembinaan UPZ disetiap instansi Pemerintah, BUMN 

dan Swasta 

c. Menghimpun zakat, infaq dan shodaqah melalui UPZ 

d. Mengelola dan mendayagunakan dana zakat sesuai kriteria 8 (delapan) 

as}naf 

e. Melaporkan atau mempublikasikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan 

dan pendayagunaan zakat kepada muzakki dan masyarakat luas 

7. Program Distribusi 

BAZNAS Pamekasan dalam pendayagunaan dana ZIS dilakukan dengan 

prosentase 100% ; 

a. Pendistribusian bulanan 30 % dari total dana ZIS masuk 

b. 10 % dana ZIS untuk insidentil 

c. 10 % dana cadangan 

d. 50 % untuk kegiatan berskala besar 
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BAZNAS Kabupaten Pamekasan mendayagunakan atau 

mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqah melalui program insidentil 

dan program tetap. Diantara program-program tersebut ialah: 

a. Modal usaha 

Melalui program pemberian bantuan modal usaha atau alat usaha, 

BAZNAS berharap mustahik dapat meningkatkan kegiatan 

usahanya sehingga berakibat pada peningkatan pendapatan. 

b. Pendidikan 

BAZNAS memberikan beasiswa bagi peserta didik yang tidak 

mampu secara ekonomi (dhuafa atau miskin) 

c. Kesehatan 

BAZNAS memberikan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang 

tidak memiliki kartu jaminan sosial atau dhuafa atau miskin 

d. Kesejahteraan 

BAZNAS memberikan bantuan insidentil kepada warga yang minus 

secara ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

bantuan berupa sembako dan kebutuhan konsumtif lainnya. 

e. Bedah Rumah 

Program ini diberikan kepada warga dhu’afa yang memiliki rumah 

tidak layak huni atau rusak disebabkan bencana dan lain lain. 

f. Fasilitas Umum 

BAZNAS memprogramkan bantuan fasilitas umum yang disediakan 

untuk masyarakat banyak sebagai upaya membantu meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan sumur bor, mushalla, 

dan lain-lain. 

g. SDM Umat 

BAZNAS memprogramkan bantuan yang berorientasi pada 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti keterampilan 

wirausaha, kepemimpinan serta kegiatan yang berorientasi pada 

peningkatan mental spiritual. 

h. Peduli Bencana Alam 

Program peduli bencana alam adalah bantuan yang diberikan karena 

bencana alam, karena banjir, kekeringan, angin puting beliung, 

longsor, wabah dan lain sebagainya.  

8. Distribusi Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Kebutuhan Mustahik Di BAZ  

Pamekasan  

Sebagai satu-satunya lembaga zakat milik pemerintah, BAZ memiliki 

potensi dana zakat yang sangat besar. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

merupakan muzakki tetap BAZ. Selain itu, BAZ masih mendapatkan dana 

infaq dan shadaqah. Setiap bulannya rata-rata pendapatan dana zakat BAZ 

berkisar Rp.10.000.000 sampai Rp.21.000.000., namun untuk 

pendistribusiannya BAZ tidak rutin setiap bulannya. Pada tahun 2014, program 

distribusi dana ZIS hanya terealisasi pada bulan Januari, Februari, Juli dan 

Oktober, selebihnya tidak ada program realisasi dana. Adapaun program-

program yang terealisasi pada bulan januari adalah santunan sembako fakir 

miskin di desa Branta Tlanankan untuk 40 orang sebesar Rp. 2.000.000, dengan 

rincian setiap orang mendapatkan Rp.50.000, sedangkan untuk bulan Feburari 
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program yang terealisasi adalah beasiswa untuk 40 siswa SMA/MA sebesar Rp. 

20.000.000 dengan rincian Rp. 500.000 per siswa. Selain itu program lainnya 

adalah bantuan perbaikan rumah bapak Haryono desa Parteker sebesar Rp. 

5.000.000. setelah itu, pada bulan berikutnya, dari Maret hingga Juni tidak ada 

program distribusi. 

Realisasi berikutnya baru terlaksana kembali pada bulan Juli dikarenakan 

pada bulan ini bertepatan dengan bulan Ramadhan. Adapun program yang 

direalisasikan adalah pemberian sembako kepada fakir miskin sebesar 

Rp.97.000.222.800 dan sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp. 6.000.000. 

dan pada bulan berikutnya tidak ada realisasi program hingga bulan September. 

Pada bulan Oktober yang bertepatan dengan even bulan Muharram realisasi 

program distribusi berupa santunan anak yatim via Masjid As-Syuhada 

pamekasan sebesar Rp. 5.000.000 dan bantuan modal usaha produktif bagi 

kelompok LKM Kecamatan Palengaan sebesar Rp. 10.000.000. Pada bulan 

berikutnya, tidak ada realisasi program sampai akhir tahun dengan sisa saldo 

sebesar Rp.115.185.600. dalam pembukuannya, beberapa program tidak 

dijelaskan rincian dana yang dibagikan kepada masing-masing mustahik. 

Realisasi tahun 2015 mengalami intensifitas, di mana jika pada tahun 

sebelumnya program yang terealisasi hanya 4 bulan, maka pada tahun ini hanya 

4 bulan program distribusi dana ZIS yang tidak teralisasi, yaitu pada bulan 

Februari, Maret, Juni dan Agustus. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Akumulasi Pendapatan dan Realisasi Kegiatan 

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 

 

No  Bulan  Pendapatan Realisasi  Saldo  

01 Sisa 2014 115,185,000.00  115,185,000.00 

02 JANUARI 42,724,000.00 250,000.00 42,474,000.00 

03 FEBRUARI 120,140,000.00  120,140,000.00 

04 MARET 114,434,200.00  114,434,200.00 

05 APRIL 116,440,500.00 80,700,000.00 35,740,500.00 

06 MEI 115,536,500.00 25,000,000.00 90,536,500.00 

07 JUNI 112,175,500.00  112,175,500.00 

08 JULI 124,068,600.00 524,000,000.00 -(399,931,400.00) 

09 AGUSTUS 119,556,500.00  119,556,500.00 

10 SEPTEMBER 106,711,000.00 10,000,000.00 96,711,000.00 

11 OKTOBER 116,700,300.00 39,100,000.00 77,600,300.00 

12 NOVEMBER 111,141,000.00 9,750,000.00 101,391,000.00 

13 DESEMBER 112,472,200.00 750,000.00 111,722,200.00 

JUMLAH  1,427,285,300.00 689,550,000.00 737,735,300.00 

 

Sumber: Laporan Keuangan BAZ Pamekasan, 2015 

Realisasi pada bulan januari 2015 disalurkan kepada bantuan 

transportasi musafir atas nama kusmanto korban kehilangan dengan besar 

bantuan Rp. 250.000, sedangkan pada bulan Februari dan Maret tidak ada 

program realisasi. Baru pada bulan berikutnya Maret 2015 alokasi dana yang 

direalisasikan untuk beasiswa tingkat SLTA sebanyak 112 orang, bantuan 

untuk guru bangkit untuk satu orang, bantuan modal usaha LKM DD dan 

bantuan pembangunan TK an-Nur. Keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk 

program bulan April ini sebesar Rp. 80.700.000. 

Bulan berikutnya realisasi dana dialokasikan pada perbaikan Masjid as-

Syuhada Desa Sana Laok dengan besaran dana Rp. 10.000.000 dan untuk bedah 

rumah warga desa sana laok sebesar Rp. 15.000.000 diperuntukkan 6 rumah 
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dengan rincian Rp. 2.500.000 per orang, sedangkan untuk bulan Juni program 

realisasi tidak ada. Pada bulan juli realisasi program besar-besaran dengan 

rincian alokasi berupa bantuan modal usaha produktif kepada 38 orang dengan 

dana sebesar Rp.39.000.000 di mana setiap orang mendapat Rp. 1.000.000. 

Program lainnya adalah tebar sembako untuk 10.000 orang dengan jumlah dana 

sebesar Rp. 485.000.000 dengan rincian Rp. 48.500 per orang, sedangkan pada 

bulan berikutnya tidak ada realisasi dana. 

Bulan September alokasi dana di realisasikan untuk membantu saudara 

muslim pada tragedi tolikara papua dengan besaran dana Rp. 10.000.000 dan 

pada bulan Oktober alokasi dana digunakan untuk realisasi program santunan 

1000 anak yatim via Masjid Agung As-Syuhada Pamekasan sebesar Rp. 

10.000.000 dengan rincian Rp.10.000 per anak. Program lainnya adalah bantuan 

perbaikan rumah dhuafa utnuk tiga orang dengan besaran dana Rp. 5.000.000 

per orang sehingga jumlahnya Rp. 15.000.000 dan bantuan pengembangan 

tahfidz al-Qur’an sebanyak Rp. 2.500.000 serta hadiah kepada pasukan kuning 

sebanyak 116 orang dengan besarnya dana Rp. 11.600.000, sehingga setiap 

orang berhak atas uang Rp. 100.000. 

Program realisasi pada bulan Nopember di alokasikan untuk bantuan  

distribusi air bersih bencana kekeringan kerjasama BAZNAS dan Aliansi 

Jurnalis Pamekasan dengan besaran dana Rp. 9.750.000 dan alokasi yang sama 

juga direalisasikan pada bulan Desember dengan program yang sama tetapi 

besaran dana hanya Rp. 750.000. Semua data yang di dapatkan penulis dari 
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data-data BAZ, terdapat beberapa program yang memang tidak dijelaskan 

rinciannya. 

Seluruh laporan keuangan di atas, sejak tahun 2014 sampai 2015 dari 8 

program yang dicanangkan BAZ setidaknya hampir keseluruhan program 

terealisasi dan sejauh ini alokasi dana di prioritaskan kepada distribusi 

konsumtif fakir miskin dikarenakan di Pamekasan masih terdapat banyak 

penduduk yang tergolong pada kategori tersebut. Prioritas kedua adalah 

program pendidikan baik berupa bantuan beasiswa maupun pembangunan 

sekolah dan kesejahteraan guru. Prioritas berikutnya adalah pemberian modal 

usaha bagi golongan miskin sebagai bantuan produktif selebihnya program 

lainnya hanya berupa program insidentil yang terjadi karena ada kejadian 

bersifat sementara dan mendadak, sehingga perlu dibantu.
2
 

B. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan 

1. Profil 

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH) 

merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, 

infak, shadaqah, kemanusiaan dan CSR perusahaan melakukan distribusi 

melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional. Pada 

tahun 2001 Kementrian Agama menerbitkan SK legalitas yang mengukuhkan 

LAZNAS BMH sebagai lembaga amil zakat nasional, dan diperbarui dengan 

SK Menteri Agama tahun 2011 untuk penyesuain dengan Undang-undang No. 

                                                           
2
  Wawancara, Azis Azhari, 20 Mei 2016. Lampiran A. 154. 
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23 tahun 2011 dengan akta notaris Lilik Kristiwati, S.H. pada 26 Februari 2011 

dan SK MENKUMHAM AHU-AH.01.08.210. tanggal 15 April 2011.
3
 

2. Visi-Misi
4
 

a. Visi 

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam 

memberikan pelayanan kepada umat. 

b. Misi  

Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban 

zakat dan peduli terhadap sesama serta mengangkat kaum lemah 

(dhuafa>’) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan 

kesejahteraan dan Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan syiar 

Islam. 

3. Stuktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi pengurus Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

untuk periode 2015 sampai dengan 2020 adalah: 

a. Ketua UPP    :Ahmadi, S.Pd.I    

b. Deputi Admin dan Keuangan  :Idris, S.Kom 

      :Samhaji 

      :Faisal Fanani 

c. Staff Marketing   :Anshori Moh, S.Pd.I 

:Ach Dahlan  

                                                           
3
 Program Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 2016 dalam www.bmh.or.id (01-januari-

2016), 1. 
4
 Ibid, 1. 

http://www.bmh.or.id/
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4. Program Distribusi Zakat 

Adapun program pedistribusian dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) di 

Baitul Maal Hidayatullah (BMH)  Pamekasan ialah:
5
 

a. Program Dakwah  

1) Beasiswa Kader Da’i, merupakan beasiswa yang diberikan kepada 

calon da’i (orang yang menyebarkan dan mengajarkan agama Islam). 

Pengkaderan ini dikhususkan dalam memperdalam pemahaman 

kader terhadap fiqh zakat untuk nantinya mendakwahkan zakat 

kepada muslim.   

2) Beasiswa Penghafal Al Quran merupakan beasiswa yang diberikan 

kepada pelajar yang sedang menghafalkan al-Qur’an. 

3) Natura Dai merupakan program bantuan tunjangan untuk 1000 da’i 

yang mendedikasikan hidupnya untuk dakwah, membina dan 

mencerahkan masyarakat di daerah terjauh dan pedalaman 

Indonesia.  

4) Layanan Dakwah merupakan layanan penyediaan ceramah baik dari 

perusahaan atau dari instansi pemerintah untuk memberikan 

dakwah.  

5) Pengadaan Media Dakwah merupakan pengadaan media seperti 

majalah dan pengembangan Ormas Hidayatullah. 

6)  Subsidi Lembaga Dakwah merupakan subsidi yang disetorkan ke 

BMH pusat untuk dakwah nasional.  

                                                           
5
 Ibid, 14-36 
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7) Pengembangan Pesantren Tahfidzul Quran merupakan bantuan 

dalam mengembangan pesantren tahfidz, baik berupa gedung serta 

sarana dan prasarana.  

8) Sosialisasi ZISWAF merupakan program untuk lebih 

mensosialisaikan tentang wajib zakat serta ajakan terhadap muslim 

untuk sadar zakat. 

b. Program Pendidikan  

1) Beasiswa Dhuafa, yakni beasiswa yang diberikan kepada pelajar 

yang kurang mampu secara materi, sehingga untuk tetap bisa 

melanjutkan sekolah membutuhkan bantuan.  

2) Beasiswa pendidikan dai, yaitu beasiswa pendidikan yang diberikan 

dalam rangka mengkader da’i-da’i yang kompeten.  

3) Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan, yaitu bantuan yang 

diberikan dalam rangka membantu operasional lembaga pendidikan 

agar lembaga tersebut dapat beroperasi. 

c. Program Sosial 

1) Bantuan Operasional Panti Asuhan, merupakan bantuan operasional 

untuk panti asuhan yang mana di dalamnya terdapat anak-anak panti 

yang tidak mempunyai orang tua, sehingga seluruh bentuk bantuan 

baik berupa makanan, pakaian dan tempat.  

2)  Bantuan Pembangunan Panti Asuhan merupakan bantuan untuk 

biaya pembangunan panti asuhan agar bisa menampung serta 

memberi fasilitas yang layak bagi anak-anak panti. 
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3) Santunan Yatim Dhu'afa merupakan santunan bagi anak yatim yang 

kurang mampu. 

4) Layanan Ambulan Gratis merupakan layanan ambulan keliling yang 

mendatangi masyarakat yang membutuhkan ambulan gratis karena 

tidak mampu membayar ambulan menuju rumah sakit. 

5) Layanan Kesehatan Gratis merupakan layanan keliling kesehatan 

gratis untuk warga tidak mampu.  

6) Program Kebencanaan dan Kemanusiaan merupakan program 

insidentil dan kasuistik yang hanya terjadi bila ada kejadian alamiah 

atau konflik sosial. 

7) Kambing Aqiqah merupakan bantuan bagi kaum tidak mampu untuk 

dapat melaksanakan ibadah aqiqah. 

d. Program Ekonomi  

1) Bantuan Modal Usaha merupakan bantuan modal untuk pengusaha-

pengusaha kecil untuk dapat memajukan usahanya dan 

meningkatkan pendapatannya. 

2) Pelatihan Usaha merupakan bantuan penigkatan skill dari para 

pengusaha dalam memajukan usahanya. 

5. Distribusi Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Kebutuhan Mustahik Di BMH 

Pamekasan 

Alokasi program BMH nasional yang telah dilakukan selama ini 

memberikan konstribusi besar terhadap dunia pendidikan, utamanya pendidikan 

agama Islam, baik terhadap guru, murid, maupun pembangunan fisik lembaga 

pendidikan serta pengokohan keislaman di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 
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2016 ini, BMH Nasional  menargetkan sebanyak 7.150 santri tahfidz 

berbeasiswa penuh di pesantren Tahfidz BMH di seluruh pelosok tanah air dan 

di Gaza Palestina, juga beasiswa untuk 500 siswa lulusan sekolah integral 

(sekolah pemimpin)  untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, 

serta beasiswa untuk 250 mahasiswa kader da’i BMH di 5 perguruan tinggi 

melalui program senyum anak Indonesia. BMH juga menyekolahkan 5000 lebih 

anak-anak yatim dhuafa di sekolah binaan BMH dan 10.000 lebih masyarakat 

dhuafa dan muallaf yang tersebar diseluruh Indonesia. Program lain yang juga 

mendukung tegaknya Islam di Indonesia adalah diutusnya 250 da’i baru selain 

telah ada 2.750 da’i yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dakwah 

ditugaskan ke-seluruh penjuru tanah air melalui program da’i tangguh. 

Sedangkan untuk kegiatan sosial, BMH membina sebanyak 14.900 masyarakat 

terina untuk kesejahteraannya, serta sebanyak 287 pesantren mandiri dengan 

pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam bentuk baitut tamwil 

(bank desa) melalui program Mandiri Terdepan. 
6
 

Tidak jauh berbeda dengan BMH skala nasional, sistem distribusi dana ZIS 

di Pamekasan juga berlangsung setiap bulannya. Pada bulan januari 2016, dana 

ZIS terkumpul Rp.50.759.589, dengan rincian; dana zakat Rp.3.387.094, 

sisanya sebanyak Rp.47.372.495, adalah adalah dana  infaq, shadaqah, wakaf, 

saldo tahun sebelumnya dan piutang. Namun untuk pendistribusiannya, dana 

zakat yang hanya 6,7 % tersebut dijadikan satu dengan dana yang lainnya, 

karena sedikitnya dana zakat tersebut tidak dapat memenuhi tingginya 

kebutuhan mustahik zakat yang sangat banyak. Dalam pendistribusiannya, fakir 

                                                           
6
 Program Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 2016 dalam www.bmh.or.id  

http://www.bmh.or.id/
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miskin menjadi prioritas utama sebagai mustahik zakat dengan berbagai macam 

keperluannya, baik itu meliputi kebutuhan pokok seperti makanan serta pakaian 

dan juga untuk kebutuhan lainnya seperti bahan-bahan bangunan, speda, dan 

sanyo. Mustahik dari golongan fakir miskin ini terindikasi dari ketidak 

mampuannya dalam bekerja, tidak punya penghasilan tetap, janda miskin, 

lansia miskin yang tidak ada yang menanggungnya.
7
 

Sampai saat ini terdapat 950 jumlah muzakki, sedangkan jumlah mustahik 

ialah 100 orang dalam program pendidikan, 7 orang untuk program dakwah, 

perbaikan fisik lembaga  ke 3 lembaga dan 2 orang lansia. Selebihnya bantuan 

kesehatan jumlahnya tidak pasti, karena program ini bekeliling sesuai 

kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk distribusi prouktif  berupa modal 

usaha diberikan kepada 35 orang mustahik. Modal tersebut ada yang dibagikan 

secara cuma-cuma, ada pula yang diberikan dengan akad qard. 
8
 Agar lebih 

jelas, seluruh bentuk dana ZIS beserta pendistribusiannya tersaji dalam laporan 

keuangan yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

UPP Pamekasan Bulan Januari-Mei 2016
9 

No Bulan/Tahun Pendapatan ZIS Penggunaan ZIS Saldo  

01 Januari 2016 50.759.589 49.954.023 805.566 

02 Februari 2016 32.472.760 30.912.192 1.560.568 

03 Maret 2016 37.375.068 37.123.915 251.153 

04 April 2016 33.655.927 33.032.002 623.925 

05 Mei 2016 39.624.121 39.443.342 180.779 

                                                           
7
 Ahmadi, wawancara, pamekasan, 1 Juni 2016. Lampiran B,157. 

8
 Ahmadi, wawancara, pamekasan,  1 Juni 2016 lampiran B, 157. 

9
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Baitul Maan Hidayatullah (BMH) Pamekasan per 

Januari-Mei 2016. 
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           Total pendapatan           193.887.465   

          Total pengeluaran  190.465.474  

Sumber: Laporan Keuangan BMH Pamekasan, 2016 

Seluruh program BMH, tidak semuanya tereallisasi pada setiap bulannya. 

Terdapat beberapa program yang terealisasi pada bulan ini tetapi tidak 

terealisasi pada bulan berikutnya. Hal ini tergantung pada kebutuhan mustahik. 

Pada bulan Januari 2016 terdapat beberapa program yang tidak teralisasi yaitu, 

pada program pendidikan terdapat enam program diantaranya, beasiswa kader 

da’i, bina muallaf, beasiswa penghafal al-Qur’a>n, layanan dakwah, 

pengembangan pesantren tahfiz} al-Qur’a>n serta sosialisasi ZISWAF dan hal ini 

juga terjadi pada bulan Februari, Maret dan juga bulan April 2016. Sedangkan 

untuk program pendidikan, seluruh program terealisai kecuali satu program saja 

pada bulan April 2016, yaitu program beasiswa pendidikan da’i. Program sosial 

memiliki tujuh program dan hampir keseluruhan program terealisasi kecuali 

pada bulan Februari, yaitu untuk program bantuan pembangunan panti asuhan 

dan program kebencanaan dan kemanusiaan pada bulan Maret-April 2016. 

Untuk program ekonomi, hanya terealisasi pada bulan Januari dan Maret, 

itupun hanya pada satu program dari dua program yang ada, yaitu bantuan 

modal usaha, sedangkan untuk bulan  Februari dan april program ekonomi sama 

sekali tidak ada. Untuk lebih memperjelas gambaran mengenai pendistribusian 

program dana ZIS di BMH, berikut adalah laporan terbaru pada Mei tahun 

2016: 
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Tabel 3.3 

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana BMH UPP Pamekasan 

Bulan  Mei 2016
10 

SUMBER DANA 

Saldo April 2016 623.925 

Dana Zakat 2.688.196 

Dana Infaq dan Shodaqah 17.212.000 

Dana Dikhususkan 12.320.000 

Dana Wakaf 2.680.000 

Penarikan Bank BCA 2.700.000 

Dana Non Halal - 

Dana Aqiqoh 1.400.000 

Total Sumber Dana 39.624.121 

PENGGUNAAN DANA  

1. Program Dakwah  

a. Beasiswa Kader Dai 1.400.000 

b. Bina Muallaf - 

c. Setoran PUSAT 3.000.000 

d.  Beasiswa Penghafal Al Quran - 

e.  Natura Dai 3.557.500 

f.  Layanan Dakwah 1.270.000 

g.  Pengadaan Media Dakwah - 

h.  Subsidi Lembaga Dakwah 109.500 

i.  Pengembangan Pesantren Tahfidzul Quran - 

j.  Sosialisasi Ziswaf 3.114.500 

            Sub Total Program Dakwah 12.451.500 

2. Program Pendidikan  

a. Beasiswa Dhuafa 790.000 

b. Beasiswa pendidikan dai - 

c. Bantuan Operasional Lembaga 

Pendidikan 

- 

             Sub Total Program Pendidikan 790.000 

3. Program Sosial  

a. Ban1tuan Operasional Panti Asuhan 2.377.500 

b. Bantuan Pembangunan Panti Asuhan - 

c. Santunan Yatim Dhu'afa 1.589.000 

d. Layanan Ambulan Gratis 400.000 

e. Layanan Kesehatan Gratis 1.781.000 

f. Program Kebencanaan dan Kemanusiaan 247.000 

g. Kambing Aqiqoh 1.493.000 

           Sub Total Program Sosial 7.887.500 

                                                           
10

 Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Baitul Maan Hidayatullah (BMH) Pamekasan, 30-Mei 

-2016. 
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4. Program Ekonomi  

a. Bantuan Modal Usaha - 

b. Pelatihan Usaha - 

           Sub Total Program Ekonomi - 

5. Operasional        11.897.342  

           Sub Total Operasional 11.897.342 

6. Angsuran Bank 6.417.000 

           Sub Total Angsuran Bank 6.417.000 

           Total Penggunaan Dana 39.443.342 

           Saldo Akhir 180.779 

Sumber: Laporan Keuangan BMH Pamekasan, 2016 

Dari laporan tersebut, dapat diketahui bahwa dana zakat yang terkumpul 

setiap bulannya hanya berkisar 2-3 juta. Oleh karena itu, BMH mengambil 

kebijakan untuk mencampur dana zakat dengan dana infaq dan shadaqah 

dengan alasan, dana zakat tersebut tidak mencukupi kebutuhan mustahik yang 

begitu tinggi, sehingga pada kesimpulannya dana zakat tersebut masuk pada 

semua program dengan prosentase sekian persen saja. Terhitung banyaknya 

program di BMH sebanyak 23 program, namun hanya 14 program saja yang 

terealisasi pada setiap bulannya, itu berarti dana zakat dengan jumlah tersebut 

terbagi menjadi 14 bagian. Pada bulan Mei 2016 misalnya, terdapat 14 program 

yang terealisasi dan dana zakat yang terkumpul sebesar Rp.2.688.196. Itu 

berarti dana sebesar Rp. 2.688.196 tersebut dibagi 14, dan hasilnya setiap 

program hanya mendapat Rp.192.014 dana zakat atau 7% dari keseluruhan dana 

zakat. Dari seluruh proram BMH yang terealisai di atas dapat diklasifikasi 

kriteria mustahik menjadi dua golongan, yaitu golongan fakir miskin dan fi 

sabilillah. Akan tetapi secara prioritas BMH menempatkan golongan fakir 

miskin di urutan pertama, baik dari segi banyaknya program maupun dana yang 

alokasikan, sedangkan fi sabilillah menempati urutan kedua dan sisanya 
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diperuntukkan bagi kebutuhan amil zakat, seperti gaji amil, baiaya operasional 

kantor dan sosialisasi.
 11

 

C. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) 

Pamekasan 

1. Profil 

LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam 

pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, 

infaq, wakaf dan dana kedermawanan, baik dari perseorangan, lembaga, 

perusahaan maupun instansi lainnya. LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang 

ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi’i Ma’arif, 

MA, dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia 

sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) melalui SK No. 457/21 

Nopember 2002. Berdirinya LAZISMU dimaksdukan sebagai lembaga 

pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat 

menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) kondisi keutamaan 

yang terus berkembang.   

Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU 

Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. 

Seiring waktu kepercayaan publik semakin menguat terhadap LAZISMU, 

sehingga LAZISMU kian memiliki semangat dan harapan untuk lebih 

meningkatkan kreatifitas dan inovasi dengan senantiasa memperbaiki program-

                                                           
11

 Ahmadi, Wawancara, Pamekasan 20 Juni 2016, Lampiran B, 157 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91 
 

program pendayagunaan yang mampu menjawabtantangan perubahan dan 

problem sosial masyarakat. 

2. Visi dan Misi  

a. VISI  

Menjadi lembaga zakat terpercaya 

b. MISI  

1) optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan 

transparan. 

2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan 

produktif. 

3) Optimalisasi pelayanan donatur. 

3. Struktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi lembaga amil zakat, infa dan shadaqah 

muhammadiyah (LAZISMU)  Pamekasan 2015-2020 adalah: 

a. Dewan Pengawas Syariah : Daeng Ali Taufik, SKM, MM, 

: Drs. Imam Santoso, M.Si, 

: Dr. Ec. Gazali, MM. 

b. Badan Pengurus  : Matnin S, HI. M.EI,  

: Azis Azhari, M. HI. 

c. Direktur    : Khairul Jannah S.Pd.I,  

d. Finance    : Huddin Imam Ahmad, S.Pd.I, 

e. Fundrising    : Taufikurrahman 

: Ahmad Riady 

f. Marketing    : Anis Marsuki S.Pd.I,  
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g. Program and Development : Moh. Jamal S.Pd.I, 

4. Program distribusi zakat 

Melalui kebijakan serta manajemen pengelolaan yang telah ditentukan 

bersama oleh segnap pengelola LAZISMU telah menghasilkan rancangan 

program strategis dalam hal pendayagunaan ZIS di Pamekasan. Diantara 

program-program tersebut ialah: 

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Micro Economic Empowerment) 

Program strategis ZIS produktif (ZISPRO), yaitu prnyaluran dana ZIS 

untuk usaha produktif yang dirancang untuk permodalan 

usahamasyarakat kecil menegah agar terhindar dari praktek pinjaman 

yang bersifat ribawi. Program ini meliputi: 

1) ZISPRO modal usaha 

2) Pembinaan dan pelatihan UKM 

b. Pengembangan Pendidikan (Education Development) 

Program ini dijalankan dari pendayagunaan dana ZIS untuk 

mengembangkan pendidikan di pamekasan. Program pengembangan ini 

meliputi: 

1) Beasiswa berkah, dhuafa’ dan prestasi. Untuk beasiswa prestasi, 

donatur dapat memilih tingkat dana yang akan disumbangkan 

melalui ketentuan LAZISMU, yaitu Rp. 25.000 untuk tingkat SD, 

Rp. 35.000 untuk SMP dan Rp. 50.000 untuk SMA. 

2) Bantuan kesejahteraan guru 

3) Sekolah asuh 
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4) Perguruan tinggi 

c. Pelayanan sosial (Social Services) 

Program ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial, sehingga 

dibentuklah pos dana ZIS untuk meningkatkan pelayanan sosial antara 

lain: 

1) Santunan yatim 

2) Medical mobile service 

3) Peduli lansia 

d.  Dakwah  (Dakwah Services) 

program ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi 

da’i yang melakukan aktifitas dakwah diwilayah pelosok melalui 

penyebaran dan distribusi da’i ke wilayah pedalaman. Program ini meliputi: 

1) Peduli kader da’i 

2) Penerbitan media dakwah 

e. TAFAQUR (Tabungan Fasilitas Qurban) 

Program ini dirancang untuk menfasilitasi mitra donatur yang memiliki 

niat untuk qurban dengan cara menabung. Tabungan ini menggunakan 

prinsip mudharabah mutlaqah dengan nisbah yang kompetitif. Penarikan 

hanya bisa dilakukan menjelang hari idul adha. 

5. Distribusi Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Kebutuhan Mustahik Di 

LAZISMU 

Jumlah donatur di LAZISMU Pamekasan hingga saat ini tercatat sebanyak 

735 orang. Pada tahun 2015 dana ZIS yang terkumpul mencapai 
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Rp.220.159.572 dengan rincian, dana zakat sebesar Rp. 16.358.000 dan dana 

infaq shadaqah sebesar Rp.203.801.572. angka tersebut terbilang cukup besar, 

mengingat bahwa di kabupaten pamekasan terdapat banyak lembaga zakat. 

Sedangkan dalam pendistribusiannya, dana zakat sebesar Rp.7.550.000  dari 

total Rp. 16.358.000 disalurkan untuk pelatihan da’i dan dana infaq dan 

shadaqah di distribusikan untuk pendidikan sbesar Rp.9.717.000 dalam program 

bantuan kesejahteraan guru dan Rp.11.983.000 untuk beasiswa. 

Distribusi untuk program Sosial peduli kader da’i mendapat kucuran dana 

infaq shadaqah sebesar Rp.17.235.000, program Peduli Lansia sebesar 

Rp.10.150.000, Peduli Yatim sebesar Rp. 17.875.000, Sekolah Asuh sebesar 

Rp.11.640.000 dan program peduli dhuafa sebesar Rp.9.396.000. Sedangkan 

untuk program Dakwah, kafalah da’i menghabiskan dana sebesar Rp. 6.000.000 

dan penerbitan majalah LAZISMU sebesar Rp.6.400.000. Adapun gaji Amil 

diambil juga dari dana infaq sebesar Rp.28.000.000. Untuk biaya operasional, 

administrasi dan umum dengan rincian, biaya IT sebesar Rp.5.235.000, biaya 

perlengkapan kantor sebesar Rp.12.577.500, pemeliharaan kendaraan sebesar 

Rp.2.877.000, baiaya listrik dan air sebesar Rp.2.499.000, biaya telpon dan 

internet sebesar Rp.3.005.000, biaya koran sebesar Rp.1.300.000. semua dana 

dalam pendistribusian program tersebut adalah sebesar Rp.174.828.900 dari 

total dana Rp.220.159.572.  sehingga dana tersisa masih seesar Rp. 45.330.672 

dan sisa dana tahun 2014 tersisa sebesar Rp. 37.041.178. sehingga jumlah dana 

tersisa dari akumulasi tersebut adalah Rp.82.371.850. 
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Sistem distribusi yang diterapkan di LAZISMU adalah direct 

distribution, yaitu memberikan langsung dana ZIS kepada mustahik, namun 

pada beberapa kasus, muzakki menentukan pendistribusian dana ZISnya kepada 

mustahik tertentu yang diingikan oleh muzakki dan pada saat penyerahannya 

LAZISMU mendampingi muzakki sebagai lembaga intervening yang 

memfasilitasi bertemunya muzakki dan mustahik. Terdapat alasan mengapa 

muzakki ingin memberikan langsung dana ZISnya kepada mustahik tertentu 

yang dipilihnya, yaitu muzakki ingin memastikan dananya sampai kepada pihak 

yang tepat. Jumlah dana yang terkumpul di LAZISMU lebih di dominasi oleh 

dana infaq dan shadaqah, sedangkan untuk dana zakat hanya sebesar 7,4% dan 

sesuai kesepakatan dewan pengurus LAZISMU, dana zakat sejak tahun 2015 

hingga April 2016 di distribusikan khusus untuk pelatihan da’i. Kebijakan ini 

diambil dikarenakan menurut LAZISMU pelatihan da’i merupakan Visi 

Muhammadiyah berkemajuan yang urgen dan dibutuhkan oleh Muhammadiyah 

saat ini dan merupakan proggram utama.
12

 Untuk lebih jelasnya perhatikan 

tabel dibawah ini:
13

 

Tabel 3.4 

Laporan Arus Kas LAZISMU Pamekasan  

Periode Maret-April 2016 

Penerimaan Dana Zakat 

Zakat Harta  Rp.1.660.000  

Zakat Penghasilan  Rp.2.030.000  

Total Zakat  Rp.3.690.000 Rp.3.690.000 

Penerimaan Infaq Shadaqah   

Infaq Umum  Rp.21.265.000  

                                                           
12

 Matnin, Wawancara, Pamekasan 25 Juni 2016. Lampiran C, 159. 
13

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Dhadaqah 

Muhammadiyah (LAIZSMU) Pamekasan per Maret-April 2016.  
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Infaq Beasiswa   Rp.3.705.000  

Infaq Dakwah  Rp. 1.140.000  

Infaq Yatim Rp.1400.000  

Infaq Lansia Rp.3.300.000  

Infaq UKM Rp.1.550.000  

Infaq Tunai Medical Mobile Rp.711.742  

Tab. Qurban  Rp.10.000  

Basil Infaq/Shadaqah Rp.173.368  

Total Pend. Infaq & Shadaqah Rp.43.138.493 Rp.43.138.493 

Total Zakat+Infaq  Rp.46.828.493 

Pengeluaran    

         Penyaluran dana zakat   

           Pelatihan Da’i Rp.1.000.000  

Penyaluran Infaq/Shadaqah   

1. Pendidikan    

a. Bantuan Kesejahteraan Guru Rp.4.685.000  

b. Beasiswa Rp.1.500.000  

2. Sosial    

a. Peduli Kader Da’i Rp.4.263.000  

b. Peduli Lansia Rp.3.752.000  

c. Penyaluran Yatim Rp.2.000.000  

d. Sekolah Asuh Rp.1.500.000  

e. Peduli Dhu’afa Rp.2.000.000  

f. Bedah Rumah Rp.5.000.000  

g. Media LAZISMU Rp.3.583.000  

3. Dakwah    

a. Kafalah Da’i Rp.3.000.000  

b. Biaya IT Rp.2.000.000  

4. Amil    

a. Biaya Gaji Amil Rp.7.000.000  

5. Operasional, Administrasi & 

Umum 

  

a. Biaya Perlengkapan Kantor Rp.3.500.000  

b. Transport Amil  Rp.1.287.000  

c. Biaya Listrik dan Air Rp.196.000  

d. Biaya Telpon dan Internet Rp.911.500  

e. Biaya Koran Rp.260.000  

6. Investasi    

a. Investasi PPOB Rp.3.000.000  

Total Pengeluaran Infaq Rp.50.437.500  

Surplus Dana (total ZIS-Pengeluaran)  (Rp.3.609.007) 

Saldo Dana Awal   Rp.95.132.005 

Saldo Dana Akhir  Rp.91.522.998 

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Pamekasan, 2016. 
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LAZISMU menilai untuk saat ini, pengembangan Sumberdaya Insani 

(SDI) dalam intern organisani Muhammadiyah secara umum, dan LAZISMU 

secara khusus masih jauh dari SDI yang ideal dalam Islam. Oleh karena itu 

untuk mencapai kemajuan, maka perlu kirannya pengembanagn SDI untuk 

meneruskan cita ideal Islam, yang berkemajuan. Dengan pelatihan Da’i, maka 

hal tersebut dapat dicapai dan nantinya SDI yang telah terlatih tersebut dapat 

menjadi asset yang sangat penting dalam mengembangkan organisasi keislaman 

secara umum dan lembaga zakat yang profesional khususnya. Selain itu, 

terkadang donatur sendiri yang memilih program pendistribusiannya sendiri 

untuk dana zakatnya, dan program yang dipilih adalah pelatihan da’i. Seluruh 

program tersebut terbagi menjadi dua katetegori mustahik, yaitu fakir miskin 

dan fi sabilillah. Namun prioritas utama penerima dana ZIS adalah fakir miskin,  

baik dari banyaknya jumlah program maupun jumlah dana, sedangkan fi 

sabilillah menjadi prioritas kedua. Sisanya diperuntukkan bagi amil sebagai 

honor dan keperluan operasional kantor.
 14
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BAB IV 

ANALISA PEMBAHASAN 

A. Analisis Implementasi Fiqh al-Awalwiyyah pada Prioritas Kebutuhan Mustahik 

dalam Distribusi Zakat di Lembaga Amil Zakat (BAZ) Pamekasan 

1. Analisa Implementasi Fiqh Al-Awalwiyyah Dengan Metode Tekstual 

(Al-Tanshish Al-Awla>wi) 

Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan pada bab sebelumnya, 

bahwa metode analisa ini terpaku pada teks nas} yang mana dalam distribusi 

zakat, al-Qur’a>n surah al-tawbah ayat 60 telah mengatur mengenai siapa 

saja yang berhak menerima zakat. Golongan penerima zakat tersebut 

sebagaimana biasa disebut dengan as}na>f atau delapan golongan yaitu, fakir, 

miskin, amil zakat, muallaf, riqa>b, gharimin, fi sabilillah dan ibn sabil. Guna 

mendapatkan analisa yang tepat, maka sebelumnya perlu di uraikan terlebih 

dahulu mengenai golongan as}na>f  yang terdapat di Badan Amil Zakat 

(BAZ) Pamekasan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh konsep fikih dan 

juga harus disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. BAZ Pamekasan 

memiliki 8 program dsitribusi dana ZIS yang terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Program Distribusi Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan 

Dalam Tinjaun Fikih Zakat 

No  Jenis Program  Golongan  

01 Modal usaha Fakir-Miskin 

Riqa>b  

02 Pendidikan Fi Sabilillah 

Fakir-Miskin 

98 
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03 Kesehatan Fakir-Miskin  

04 Kesejahteraan  Fakir-Miskin  

05 Bedah Rumah  Fakir-Miskin 

06 Fasilitas Umum Fi Sabilillah 

07 SDM Umat Fi Sabilillah 

08 Peduli Bencana Alam Fi sabilillah 

Sumber: Data penelitian yang diolah. 

Berikut akan dijelaskan secara detail program-program di atas ditinjau 

dari konteks fikih dan fakta lapangan untuk mengetahui status mustahik yang 

menerima dana dari BAZ tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dan kriterria 

nas}, yakni: 

a. Modal usaha  

Modal usaha atau alat usaha merupakan program yang diberikan 

oleh BAZ bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di 

Pamekasan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan 

tingkat usaha di Pamekasan sebesar 97% merupakan usaha 

perdagangan kecil dan 3,4 % merupakan usaha perdagangan skala 

menengah.
1
 Selain itu angka pengangguran di Pamekasaan mencapai 

10.035 orang dari jumlah penduduk produktif 575.365 orang.  Untuk 

itu , bantuan modal usaha ini sangatlah penting mengingat tingginya 

tingkat pengangguran serta rendahnya tingkat perdagangan pada 

sekala menengah dan skala besar, sehingga pada tahun 2015 tingkat 

Pengeluaran Perkapita yang Distandarkan (PPP) hanya Rp. 640.380, 

dari standar minimum UNDP Rp.732.700,. 

                                                           
1

 Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam 

http://pamekasankab.bps.go.id (31 Desember 2015),24. 

http://pamekasankab.bps.go.id/
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Berdasarkan hal tersebut, maka program ini tergolong kepada 

kebutuhan fakir miskin, di mana mayoritas mereka masih hidup 

dibawah standar kategori nyaman dan cukup. Selain menjadi 

pedagang, ibu rumah tangga, mayoritas masyarakat di Madura 

khususnya di Pamekasan memilih merantau untuk menjadi tenaga 

pembantu di luar Kota maupun di luar Negeri karena tidak adanya 

mata pencaharian yang bisa di dapat di desa. Dalam konteks 

keindonesiaan, para tenaga kerja tersebut tergolong pada golongan 

riqa>b 2 yang juga sangat membutuhkan bantuan modal kerja.
 
 

a. Pendidikan  

Pemberian beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu secara 

ekonomi (dhuafa atau miskin). Tingkat pendidikan di Pamekasan 

saat ini telah mengalami peningkatan dan perbaikan dari tahun ke 

tahun, tetapi pada tingkat SMA hanya mencapai 62,24%, sedangkan 

pada jenjang dibawahnya mencapai 90% lebih. Sehingga untuk 

dapat dibayangkan rendahnya jumlah pelajar yang masuk pada 

tingkat perguruan tinggi, padahal tingkat pendidikan sangat 

menentukan nilai tawar seseorang dalam mendapatkan pekerjaan 

yang layak. Untuk itu program pendidikan ini termasuk kepada 

golongan fakir miskin dan fi sabilillah sekaligus karena tingkat 

kemiskinannya mereka layak mendapat bantuan. Jika bantuan 

tersebut diperuntukkan bagi pembangunan serta pemberian sarana 

pendidikan maka tergolong fi sabilillah. 

                                                           
2

 M. Arief Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan 

Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 202-203. 
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b. Kesehatan   

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat 

hidup secara sejahtera. Untuk itu dalam pengukuran tingkat 

kesejahteraan hidup yang dilakukan oleh BKKBN
3

 serta Indeks 

Pengembangan Manusia (IMP) atau Human Development Index 

(HDI) pada pengkuran Indeks Kemiskinan Manusia menenpatkan 

tidak terpenuhinya fasilitas dan akses kesehatan.
4
 Dengan demikian, 

maka program kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat urgen 

bagi masyarakat pamekasan terutama bagi mereka yang tidak 

mampu, sehingga program ini tergolong pada kebutuhan fakir 

miskin. 

c. Kesejahteraan  

Pemberian bantuan insidentil kepada warga yang minus secara 

ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan 

berupa sembako dan kebutuhan konsumtif lainnya. Menurut 

BKKBN terdapat beberapa tingkat kesejahteraan dari tahap pra-

sejahtera (sangat miskin) sampai pada keluarga sejatera tahap III 

plus. Namun dengan indikator-indikator yang dipaparkan dalam 

setiap jenjang model kesejahteraan tersebut, sebagaimana dijelaskan 

pada bab 2, maka yang termasuk pada golongan keluarga yang tidak 

sejahtera adalah golongan pra-sejahtera (sangat miskin) dan keluarga 

                                                           
3
 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indikator Dan Kriteriria Keluarga 

dalam www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm 
4

Setyo Budiantoro dkk. ‚Penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia‛ dalam 

www.mpi-indonesia.org (31 Desember 2014),19. 

http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm
http://www.mpi-indonesia.org/
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sejahtera tahap I (miskin) dan keluarga sejahtera tahap II (lumayan 

miskin).
5

Sehingga program kesejahteraan ini sesuai dengan 

kebutuhan fakir miskin. 

d. Bedah Rumah 

Program ini diberikan kepada warga dhu’afa yang memiliki 

rumah tidak layak huni atau rusak disebabkan bencana dan lain lain. 

Dalam hal ini rumah merupakan kebutuhan dasar dari manusia. 

Menurut ukuran BKKBN seorang miskin ialah mereka yang 

memiliki lantai rumah dari tanah serta lebar ruangan bagi tiap 

anggota keluarga kurang dari 8 m
2.

.
6
 Sehingga program ini termasuk 

salah satu pengentasan kemiskinan bagi fakir miskin.  

e. Fasilitas Umum  

Bantuan fasilitas umum yang disediakan untuk masyarakat 

banyak sebagai upaya membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, seperti penyediaan sumur bor, mushalla dan lain-lain. 

Fasilitas ini akan sangat bergantung kepada siapa ditujukan, akan 

tetapi ketika semua fasilitas tersebut diperuntukkan bagi segala 

sesuatu dijalan Allah, maka program ini sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa term fi sabilillah mencakup semua 

perbuatan yang penting dan berfaedah bagi  umat Islam.
7
 termasuk 

dalam hal ini menyediakan fasilitas umum bagi umat. 

f. SDM Umat 

                                                           
5
 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indikator Dan Kriteriria Keluarga 

dalam www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm 
6
Ibid.,  

7
 Rahman al-Zahrul, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 303 

http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm
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Bantuan yang berorientasi pada peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) seperti keterampilan wirausaha, kepemimpinan 

serta kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mental spiritual. 

Seperti halnya fasilitas umum, memberi bantuan untuk peningkatan 

Sumber Daya Manusia sama halnya dengan berjihad di jalan Allah, 

dimana fi sabilillah pada dasarnya diartikan sebagai jihad. Jihad 

dalam konteks saat ini ialah bukan pada mereka yang mengangkat 

senjata, tetapi mereka yang mengangkat pena, sehingga pemahaman 

arti fi sabilillah pada saat ini bisa lebih diarahkan pada 

pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) umat muslim
8
 seperti 

pada program peningkatan kualitas SDM adalah sebagai bentuk 

jihad. 

g. Peduli Bencana Alam 

Bantuan yang diberikan karena bencana alam, karena banjir, 

kekeringan, angin puting beliung, longsor, wabah dan lain 

sebagainya. Bantuan ini bersifat insidentil dan kasuistik, sehingga 

semua as}na>f bisa termasuk pada golongan ini. Namun bila bencana 

alam menimpa, maka kebutuhan pertama yang akan dibutuhkan oleh 

korban adalah sesuatu yang sifatnya dasar, seperti sandang, papan 

dan pangan, sehingga golongan ini pada tahap awal bisa digolongkan 

pada kelompok fakir miskin. 

Semua pemaparan di atas menunjukkan bahwa mustahik yang menerima 

distribusi dana ZIS dari BAZ Pamekasan sesuai dengan apa yang telah 

                                                           
8
Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat ,211. 
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ditetapkan al-Qur’a>n, walaupun dari delapan golongan yang ditetapkan hanya 

terdapat dua golonggan saja yang mendominasi program pendayagunaan dana 

zakat dari BAZ, akan tetapi dua golongan tersebut masih merupakan as}na>f yang 

tidak melenceng dari ketentuan nas}. 

Setelah seluruh program sesuai dengan kriteria nas}, maka selanjutnya 

terdapat parameter yang digunakan nas} untuk mengukur kelayakan serta 

prioritas suatu amal. Ukuran ini lebih ditekankan kepada pihak subyek yang 

melakukan amal tersebut. Untuk itu para mustahik di atas dalam menentukan 

mana yang lebih prioritas antara satu dengan lainnya, maka perlu diperhatikan 

mengenai parameter-parameter berikut: 

a. Iman dan ketaatan 

Tolok ukur ini dalam pendistribusian zakat memberi pengertian 

bahwa agama seseorang menjadi tolok ukur kebolehan seseorang 

untuk mendapatkan zakat. itu berarti, seorang muslim yang muslim 

lebih diperioritaskan untuk mendapatkan hak zakat dari pada 

seorang kafir yang miskin. Prioritas dalam hal keimanan ini berlaku 

untuk semua as}naf yang berarti syarat as}na>f adalah harus dari 

golongan umat muslim sebagai prioritas utama. 

BAZ dalam hal ini telah seperti telah ditentukan dalam Unang-

undang No. 38 tahun 1999 pada pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa 

hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai 

dengan ketentuan agama. Pada faktanya, semua mustahik BAZ 
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pamekasan beragama Islam karena memang mayoritas penduduk 

Pamekasan menganut agama Islam. 

b. Ilmu 

Konteks as}na>f yang masuk dalam kriteria ini adalah amil zakat, 

karena amil merupakaan satu-satunya pihak yang memiliki peran 

urgen dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan 

zakat, mulai dari mengumpulkan, mengelola dan 

mendistribusikannya. Menurut fikih, amil haruslah seorang Muslim, 

Seorang mukallaf (dewasa dan sehat pikiran), Jujur, memahami 

hukum zakat, berkemampuan untuk melaksanakan tugas, Bukan 

keluarga Nabi, laki-laki dan sebagian ulama mensyaratkan amil itu 

orang merdeka (bukan hamba).
 9 

Dalam hal ini BAZ merekrut anggota juga didasarkan pada 

Undang-undang No 23 tahun 2011 yang menetapkan kriteria 

anggota amil zakat adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, 

Bertakwa kepada Allah SWT, Berakhlak mulia, Berusia minimal 40 

(empat puluh) tahun, sehat  jasmani dan rohani, Tidak menjadi 

anggota partai politik, memiliki  kompetensi di bidang pengelolaan 

zakat dan Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun.
 10

 

a. Urgensi 

                                                           
9
 Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 28-30. 

10
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam 

http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf   

http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf
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Kategori ini mencakup semua as}naf secara temporal, yaitu 

tergantung pada keadaan, yaitu siapapun dari kedelapan golongan 

yang paling membutuhkan, maka dia didahulukan dari as}naf yang 

lain. Mengenai urgensi ini BAZNAS telah mengaturnya dalam 

Undang-undang No. 23 tahun 211 dalam Pasal 26 menyebutkan 

bahwa ‚Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan 

prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.‛ 

Terlihat dari program-program yang dirancang oleh BAZ 

Pamekasan di atas hanya dua golongan dari delapan golongan 

penerima zakat yang menjadi sasaran zakat BAZ yang 

mengindikasikan bahwa kedua golongan tersebut adalah dua 

kelompok yang paling urgen untuk menerima ZIS. 

b. Kecakapan 

Para ulama telah menentukan kriteria as}naf dan kriteria-kriteria 

tersebut akan menentukan bahwa seseorang telah cakap, pantas dan 

memenuhi syarat sebagai mustahik zakat. hal ini juga diperlukan agar 

distribusi zakat bisa tepat sasaran dan tepat guna. Dalam konteks 

pemerintahan, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip al-Wakili 

memberikan dua ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan sebuah 

kecakapan, yaitu kekuatan dan kemampuan (al-quwwah) dan 

kepercayaan (al-amanah).
11

 

                                                           
11

 MuhammadAl-Wakili, Fiqh al-Aulawiyyat, Dirasah fi Adh-Dhawabith, (Virginia, al-Ma’had al-

‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1997.),278-279. 
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Sampai saat ini baik petugas BAZ maupun mustahik yang 

mendapatkan dana produktif dari BAZ dengan fungsi pengawasan dari 

pengurus BAZ, mustahik masih menjalankan semua aturan sesuai 

prosedur yang telah ditentukan, sehingga dapat dikategorikan semua 

mustahik serta pengurus BAZ Pamekasan adalah seorang yang cakap 

dan pantas menerima dana ZIS. 

2. Analisa Implementasi Fiqh Al-Awalwiyyah dengan Metode Ijtihad (al-

Ijtiha>d al-Aula>wi>) 

Metode ijtihad ini dibatasi oleh mujtahid sendiri melalui 

penalarannya. Wilayah ijtiha>d aula>wi> sendiri ada dua yaitu: 

a. Ijtihad Prioritas melalui Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah) 

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, metode ijtihad melalui 

prioritas teks dan dalil bisa menjadi beberapa model yang dirangkum 

dari pendapat ulama yang sudah masyhur dan diikuti oleh umat 

Islam, yaitu:
12

 

1) Jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan Hambali), yang menyatakan 

bahwa distribusi zakat adalah untuk delapan as}naf, tetapi boleh 

memberikannya pada satu golongan saja dari delapan as}naf yang 

paling membutuhkan. Hal ini berarti distribusi diberikan kepada 

mustahik yang paling membutuhkan.  

2) Syafi’i dan pendapat dalam tafsir jalalain menyebutkan bahwa 

kedelapan as}naf harus mendapatkan hak yang sama, sehingga 

                                                           
12 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 82. 
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tidak ada prioritas mustahik yang mana yang harus di dahulukan. 

Kedelapan kelompok mendapat porsi yang sama.  

3) Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, 

kedelapan as}naf terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan 

prioritasnya, yaitu lam huruf jar pada empat as}na>f pertama 

memiliki arti kepemilikan secara mutlak hak zakat untuk 

bermacam-macam keperluan mereka, sedangkan fi> huruf ja>r pada 

empat as}na>f berikutnya, mengandung arti penggunaan 

penerimaanya itu untuk kepentingan tertentu. Sehingga as}na>f 

kelompok pertama mempunyai prioritas lebih utama dari pada 

kelompok kedua.
13

 

Untuk mengetahui model yang mana yang dipraktekkan oleh BAZ 

dalam prioritas distribusi zakat terhadap mustahik, maka perlu melihat 

pada program-program yang diselenggarakan untuk selanjutnya 

menentukan model prioritas distribusi di BAZ pamekasan melalui 

ijtihad teks dan dalil. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Realisasi Program BAZ Pamekasan Dalam Tinjauan fiqh al-awlawiyyah 

No Kegiatan Program Golongan  

01 Beasiswa SMA/MA 

40 orang 

Pendidikan  Fi Sabilillah  

02 Perbaikan rumah  Kesejahteraan  Fakir-Miskin  

03 Sembako  Kesejahteraan  Fakir-Miskin 

04 Panti asuhan Kesejahteraan  Fakir-Miskin 

                                                           
13

Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Fathul Mu’i>n, terj. (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 1994), 580. 
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(konsumtif) 

05 Santunan yatim               

(konsumtif) 

Kesejahteraan  Fakir-Miskin 

06 Modal usaha 

produktif  

Kesejahteraan  Fakir-Miskin 

Riqa>b  

07 Pengembangan 

tahfidz al-Qur’a>n 

Pendidikan  Fi Sabilillah  

08 Bantuan tragedi 

tolikara 

Kesejahteraan  Fakir-miskin  

09 Perbaikan masjid  Fasilitas umum  Fi Sabilillah  

10 Pembangunan 

gedung TK 

Pendidikan  Fi Sabilillah  

11 Transport musafir  kesejahteraan Ibn Sabil  

12 Bantuan distribusi air 

bersih pada bencana 

kekeringan  

Fasilitas umum  Fakir miskin   

13 Santunan pasukan 

kuning 

kesejahteraan Fakir miskin 

14 Guru bangkit Kesejahteraan  Fakir miskin 

Sumber: Data penelitian yang diolah. 

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa distribusi zakat di 

BAZ Pamekasan saat ini  hanya didistribusikan kepada dua golongan 

saja yaitu golongan fakir miskin dan fi sabilillah. Hal ini dikarenakan 

banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor 

sosiologis-demografis di mana Pamekasan merupakan kota yang 99% 

penduduknya beragama muslim, sehingga mustahik seperti muallaf, 

gha>rimi>n dan ibn sabil hampir tidak ditemukan di kota Pamekasan. Oleh 

karena itu BAZ sesuai dengan Undang-undang No. 23. Tahun 2011 

pasal 26 yang menyatakan bahwa distribusi zakat haruslah berdasarkan 

prioritas, yang berarti bahwa model distibusi BAZ Pamekasan dalam 

menyalurkan dana ZIS sesuai dengan model pertama yaitu menurut 
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jumhur ulama, yaitu disalurkan pada orang yang paling membutuhkan 

untuk daerah Pamekasan, yaitu golongan fakir miskin dan fi sabilillah. 

b. Ijtihad Prioritas Melalui Fakta  

Berdasarkan pada tabel 4.2 terlihat bahwa dari delapan programnya, 

BAZ Pamekasan telah merealisasikan dana ZIS setidaknya pada 14 

kegiatan selama periode 2014-2015. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Realisasi Program Distribusi ZIS Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan 

dalam Tinjauan Skala Prioritas Ijtihad Al-Awlawiyah 

No Kegiatan Bln/Th Alokasi dana Jumlah  Tingkatan 

Prioritas 

01 Sembako  

(fakir miskin) 

1. Jan-2014 

 

2. Juli-2014 

 

 

3. Jun-2015 

1. 40 x Rp.50.000 

2. Rp.97.222.800 

3.10.000xRp. 47.500  

 

1. Rp      2.000.000 

2. Rp.   97.222.800 

3. Rp. 475.000.000 

  = Rp.574.222.800 

Dharuriyyah  

02 Beasiswa 

SMA/MA 40 orang 

(fi sabilillah) 

1.Feb-2014 

2.Apr-2015 

1. 40 x Rp.500.000   

 

  

2. 112 x Rp. 60.000  

1.Rp. 20.000.000 

2. Rp.67.200.000 

    =Rp.87.200.000 

Hajiyyah  

03 Modal usaha 

produktif 

(fakir 

miskin)  

Okt- 2014 

Jun-2015 

Apr-2015 

1. Rp.10.000.000 

2.38xRp.1000.000  

3. Rp. 10.000.000 

1. Rp.10.000.000 

2. Rp. 38.000.000 

3 Rp.10.000.000 

=Rp. 58.000.000 

Tahsiniyyah  

04 Perbaikan rumah  

(fakir msikin) 

Feb-2014 

Okt-2015 

1. 1 x Rp. 

5.000.000 

2. 3 x Rp. 

5.000.000 

1. Rp. 5.000.000 

2.Rp. 15.000.000 

  =Rp.20.000.000 

Hajiyyah  
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05 Panti asuhan 

(konsumtif) 

(Fakir 

miskin) 

Jul-2014 

 

Rp. 6.000.000     Rp. 6000.000 Dharuriyyah  

06 Santunan yatim               

(konsumtif) 

(fakir miskin) 

Okt-2014 

Okt-2015 

1.Rp. 5000.000 

2.1000 x 10.000  

  

1.Rp.5000.000 

2. Rp.10.000.000 

=Rp.15.000.000 

Dharuriyyah 

07 Pengembangan 

tahfidz al-Qur’a>n 

(fi sabilillah) 

Okt-2015 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000 Tahsiniyyah  

08 Bantuan tragedi 

Tolikara Papua 

(fi sabilillah) 

Sept-2015 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Dharuriyyah  

09 Perbaikan masjid  

(fi sabilillah) 

Mei 2015 Rp. 10.000.000 Rp.10.000.000 Tahsiniyyah  

10 Pembangunan 

gedung TK 

(fi sabilillah) 

Apr-2015 Rp. 1000.000 Rp.1.000.000 Tahsiniyyah  

11 Transport musafir  

(Ibn sabil) 

Jan-2015 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Dharuriyyah  

12 Bantuan distribusi 

air bersih pada 

bencana kekeringan  

(fakir miskin) 

Nop-2015 

Des-2015 

Rp.9.750.000 

Rp.750.000 

Rp.9.750.000 

Rp.750.000 

= Rp. 10.500.000 

Dharuriyyah  

13 Santunan pasukan 

kuning 

(fakir miskin) 

Okt-2015 Rp.116xRp.100.00

0  

Rp.11.600.000 Hajiyyah   

14 Guru bangkit 

(fi sabilillah) 

Apr-2015 1 x Rp. 2500.000 =Rp. 2500.000  Hajiyyah  

Sumber: Data penelitian yang diolah.       

 Melalui data di atas, maka metode analisa ijtihad prioritas melalui fakta 

di lapangan dapat dilihat dan di analisa dari intensifitas program dan 

banyaknya jumlah dana yang distribusikan BAZ Pamekasan dalam dua 
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periode tersebut terhadap suatu kegiatan. Untuk lebih jelas dan 

sistematis maka dibawah ini program-program tersebut akan di 

klasifikasikan menurut golongan mustahik serta intensifitas kegiatan 

dan banyaknya dana berbanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat 

Pamekasan terhadap program-program tersebut. Dari tabel di atas, maka 

dari seluruh program dapat diidentifikasi tiga golongan as}na>f yakni: 

1) Kelompok Fakir miskin yang mana termasuk dalam kelompok 

ini ialah, Bantuan Sembako, Modal usaha produktif, Bedah 

rumah, Panti asuhan, Santunan yatim, Santunan pasukuan 

kuning, Guru bangkit (guru miskin)  dan Bantuan air bersih 

bencana kekeringan. Adapun total dana yang di alokasikan pada 

7 kelompok fakir miskin tersebut ialah sebesar Rp. 697.822.800. 

2) Kelompok Fi sabilillah yang mana termasuk dalam golongan ini 

ialah, Beasiswa SMA/MA, Pengembangan tahfidz al-Qur’an, 

Bantuan tragedi Tolikara Papua, Perbaikan masjid, 

Pembangunan gedung TK. Adapun total dana yang di alokasikan 

pada 7 kelompok fakir miskin tersebut ialah sebesar Rp. 

110.700.000 

3) Ibn sabil, yaitu bantuan ongkos transport sebesar Rp. 250.000 

        Setelah diketahui jumlah alokasi dana pada tiap program, maka 

selanjutnya akan di ukur berdasarkan golongannya untuk menetapkan 

skala prioritasnya. Adapun klasfikiasinya adalah sebagai berikut: 
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1) Golongan fakir miskin 

1.1 Kebutuhan dharuriyyah (kebutuhan dasar dan mendesak 

meliputi sandang, papan dan pangan) dalam hal ini program 

BAZ Pamekasan yang termasuk pada kategori ini adalah 

pemberian sembako, santunan yatim, sumbangan panti 

asuhan, santunan pasukan kuning dan bantuan air bersih 

untuk kekeringan. 

1.2 Kebutuhan hajiyyah (kebutuhan skunder, yaitu perkara yang 

apabila ia tidak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi 

sangat susah) yaitu bedah rumah.  

1.3 Kebutuhan tahsiniyyah (penyempurna) adalah bantuan modal 

usaha produktif. 

2) Golongan fi sabilillah 

1.1 Kebutuhan dharuriyyah (segala fasilitas yang dibutuhkan 

untuk perbuatan yang bertujuan di jalan Allah). Maka 

dalam hal ini program BAZ yang masuk pada kategori ini 

adalah Beasiswa SMA/MA, Guru bangkit (bantuan alat 

transportasi guru).  

1.2 Kebutuhan hajiyyah ialah Bantuan tragedi Tolikara Papua, dan 

Pengembangan tahfidz al-Qur’a>n. 

1.3  Kebutuhan tahsiniyyah ialah Pembangunan gedung TK dan 

Perbaikan masjid 

3) Ibn sabil, yaitu bantuan ongkos untuk musafir dan bersifat 

dharuriyyah.  
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Ketiga kelompok mustahik tersebut tidak ada yang bertentangan 

dalam hal kelompok mana yang paling membutuhkan, apakah fakir 

miskin atau fi sabilillah, karena BAZ Pamekasan mengalokasikan dana 

lebih banyak kepada fakir miskin dari pada untuk fi sabilillah, 

dikarenakan kelompok ini masih sangat banyak jumlahnya di 

Pamekasan dan untuk alasan itulah BAZ Pamekasan menjadikan 

kelompok fakir miskin sebagaai prioritas utama. Sedangkan kelompok 

kedua juga telah mendapat dana ZIS sesuai dengan kadar kebutuhannya. 

Apabila pada suatu saat terjadi dua kegiatan yang sama-sama penting 

maka terdapat kaidah-kaidah yang siap dipakai sebagaimana tertera 

pada bab 2 dalam tabel 1.1 sebagai bahan untuk menimbang kegiatan 

yang mana yang harus lebih di prioritaskan dari pada kegiatan yang lain.  

Sejauh ini seluruh kegiatan BAZ sangat sesuai dengan konsep fiqh 

al-awlawiyyah, baik dalam hal kriteria penetapan mustahik dan 

berdasarkan prioritas pendistribusian zakat kepada golongan yang 

ditetapkan oleh dalil nas}. 

B. Analisis Implementasi Fiqh al-Awalwiyyah pada Prioritas Kebutuhan Mustahik 

dalam Distribusi Zakat di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Pamekasan,  

1. Analisa Implementasi Fiqh Al-Awalwiyyah Dengan Metode Tekstual (Al-

Tanshish Al-Awla>wi) 

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka perlu di 

uraikan terlebih dahulu mengenai golongan as}na>f  yang terdapat di Baitul Maal 
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Hidayatullah (BMH) Pamekasan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh konsep 

fikih dan juga harus disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. BMH 

Pamekasan memiliki 4 program secara garis besar dan ke empat program 

tersebut terbagi menjadi bagian-bagian kegiatan dsitribusi yang terangkum 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Program Distribusi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan 

Dalam Tinjauan Fiqh Zakat 

Jenis  Kegiatan  Kelompok mustahik 

1. Program Dakwah  

a. Beasiswa Kader Dai Amil  

b. Bina Muallaf Muallaf 

c.  Beasiswa Penghafal Al Quran Fi sabilillah  

d.  Natura Dai Fi sabilillah 

e  Layanan Dakwah Fi sabilillah 

f.  Pengadaan Media Dakwah Fi sabilillah 

g.  Subsidi Lembaga Dakwah Fi sabilillah 

h.  Pengembangan Pesantren Tahfidzul Quran Fi sabilillah 

j.  Sosialisasi Ziswaf Amil  

2. Program Pendidikan  

a. Beasiswa Dhuafa Fakir miskin  

b. Beasiswa pendidikan da’i Fi sabilillah 

c. Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Fi sabilillah 

3. Program Sosial  

a. Bantuan Operasional Panti Asuhan Fakir miskin 

b. Bantuan Pembangunan Panti Asuhan Fakir miskin 

c. Santunan Yatim Dhu'afa Fakir miskin 

d. Layanan Ambulan Gratis Fakir miskin 

e. Layanan Kesehatan Gratis Fakir miskin 

f. Program Kebencanaan dan Kemanusiaan Fakir miskin 

g. Kambing Aqiqoh Fakir miskin 

4. Program Ekonomi  

a. Bantuan Modal Usaha Fakir miskin 

b. Pelatihan Usaha Fakir miskin 

Sumber: Data penelitian yang diolah. 
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Berikut akan dijelaskan secara detail program-program di atas ditinjau 

dari konteks fikih dan fakta lapangan untuk mengetahui status mustahik yang 

menerima dana dari BMH tersebut adalah sesuai dengan ketentuan nas}, yakni: 

a. Program Dakwah  

1) Beasiswa Kader Da’i, merupakan beasiswa yang diberikan untuk 

Pengkaderan amil dalam memperdalam pemahaman terhadap fiqh 

zakat. Karena kegiatan ini merupakan perbuatan yang bertujuan baik 

dijalan Allah, maka program ini termasuk pada kategori kebutuhan 

amil zakat untuk mencetak amil zakat yang kompeten dan 

profesional.   

2) Beasiswa Penghafal Al Quran merupakan beasiswa yang diberikan 

kepada pelajar yang sedang menghafalkan al-Qur’an. Program ini 

juga merupakan bentuk perbuatan yang berada di jalan Allah, 

sehingga tergolong pada kategori fi sabilillah. 

3) Natura Dai merupakan program bantuan tunjangan untuk 1000 da’i 

yang mendedikasikan hidupnya untuk dakwah di daerah terjauh dan 

pedalaman Indonesia. Program ini juga merupakan bentuk perbuatan 

yang berada di jalan Allah, sehingga tergolong pada kategori fi 

sabilillah. 

4) Layanan Dakwah merupakan layanan penyediaan ceramah baik dari 

perusahaan atau dari instansi pemerintah untuk memberikan 

dakwah. Program ini juga merupakan bentuk perbuatan yang berada 

di jalan Allah, sehingga tergolong pada kategori fi sabilillah. 
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5) Pengadaan Media Dakwah merupakan pengadaan media seperti 

majalah dan pengembangan Ormas Hidayatullah. Program ini juga 

merupakan bentuk perbuatan yang berada di jalan Allah, sehingga 

tergolong pada kategori fi sabilillah. 

6) Subsidi Lembaga Dakwah merupakan subsidi yang disetorkan ke 

BMH pusat untuk dakwah nasional. Program ini juga merupakan 

bentuk perbuatan yang berada di jalan Allah, sehingga tergolong 

pada kategori fi sabilillah. 

7) Pengembangan Pesantren Tahfidzul Quran merupakan bantuan 

dalam mengembangan pesantren tahfidz, baik berupa gedung serta 

sarana dan prasarana. Program ini juga merupakan bentuk perbuatan 

yang berada di jalan Allah, sehingga tergolong pada kategori fi 

sabilillah. 

8) Sosialisasi Ziswaf, merupakan program untuk lebih mensosialisaikan 

tentang wajib zakat serta ajakan terhadap muslim untuk sadar zakat. 

kegiatan ini merupakan kebutuhan dari amil zakat untuk menarik 

jumlah muzakki yang lebih banyak. 

b. Program Pendidikan  

1) Beasiswa Dhuafa, yakni beasiswa yang diberikan kepada pelajar 

yang kurang mampu secara materi, sehingga untuk tetap bisa 

melanjutkan sekolah membutuhkan bantuan. Program ini tergolong 

kategori fakir miskin. 

2) Beasiswa pendidikan dai, yaitu beasiswa pendidikan yang diberikan 

dalam rangka mengkader da’i-da’i yang kompeten. Program ini juga 
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merupakan bentuk perbuatan yang berada di jalan Allah, sehingga 

tergolong pada kategori fi sabilillah. 

3) Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan, yaitu bantuan yang 

diberikan dalam rangka membantu operasional lembaga pendidikan 

agar lembaga tersebut dapat beroperasi. Program ini juga merupakan 

bentuk perbuatan yang berada di jalan Allah, sehingga tergolong 

pada kategori fi sabilillah. 

c. Program Sosial 

1) Bantuan Operasional Panti Asuhan, merupakan bantuan operasional 

untuk panti asuhan yang mana di dalamnya terdapat anak-anak panti 

yang tidak mempunyai orang tua, sehingga seluruh bentuk bantuan 

baik berupa makanan, pakaian dan tempat. Program ini termasuk 

pada kategori fakir miskin.  

2)  Bantuan Pembangunan Panti Asuhan merupakan bantuan yang 

diberikan untuk biaya pembangunan panti asuhan agar dapat 

menampung serta memberi fasilitas yang layak bagi anak-anak 

panti. Program ini termasuk pada kategori pemberian kepada fakir 

miskin. 

3) Santunan Yatim Dhu'afa merupakan santunan bagi anak yatim yang 

kurang mampu. Bantuan bagi golongan ini berupa apapun 

merupakan kategori antuan untuk fakir miskin. 

4) Layanan Ambulan Gratis merupakan layanan ambulan keliling yang 

mendatangi masyarakat yang membutuhkan ambulan gratis karena 
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tidak mampu membayar ambulan menuju rumah sakit. Bantuan ini 

termasuk kategori bantuan bagi kaum fakir miskin. 

5) Layanan Kesehatan Gratis merupakan layanan keliling kesehatan 

gratis untuk warga tidak mampu. Bantuan ini termasuk kategori 

bantuan bagi kaum fakir miskin. 

6) Program Kebencanaan dan Kemanusiaan merupakan program 

insidentil dan kasuistik yang hanya terjadi bila ada kejadian alamiah 

atau konflik sosial. Dalam kondisi ini biasnya korban bencana 

maupun konflik membutuhkan segala keprluan yang bersifat dasar 

seperti sandang, papan, pangan dan sarana kesehatan. Untuk itu 

kategori ini dapat digolongkan sebagai fakir miskin. 

7) Kambing Aqiqoh merupakan bantuan bagi kaum tidak mampu untuk 

dapat melaksanakan ibadah aqiqah. Untuk itu bantuan ini termasuk 

pada kategori bantuan fakir miskin. 

d. Program Ekonomi  

1) Bantuan Modal Usaha merupakan bantuan modal untuk pengusaha-

pengusaha kecil untuk dapat memajukan usahanya dan 

meningkatkan pendapatannya. Bantuan ini merupakan kategori 

bantuan bagi fakir miskin. 

2) Pelatihan Usaha merupakan bantuan penigkatan skill dari para 

pengusaha dalam memajukan usahanya. Sama seperti bantuan modal 

usaha kategori ini juga merupakan bantuan bagi kaum fakir miskin. 
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 Semua pemaparan di atas menunjukkan bahwa mustahik yang menerima 

distribusi dari BMH sesuai dengan apa yang telah ditetapkan al-Qur’a>n, 

walaupun dari delapan golongan yang ditetapkan hanya terdapat dua 

golonggan saja yang mendominasi program pendayagunaan dana zakat dari 

BMH, akan tetapi dua golongan tersebut masih merupakan as}na>f yang tidak 

melenceng dari ketentuan nas}. 

Setelah seluruh program sesuai dengan kriteria nas}, maka selanjutnya 

terdapat parameter yang digunakan nas} untuk mengukur kelayakan serta 

prioritas suatu amal. Ukuran ini lebih ditekankan kepada pihak subyek yang 

melakukan amal tersebut. Untuk itu para mustahik di atas dalam menentukan 

mana yang lebih prioritas antara satu dengan lainnya, maka perlu diperhatikan 

mengenai parameter-parameter berikut: 

a. Iman dan ketaatan 

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pada poin 

yang sama bahwa agama seseorang menjadi tolok ukur kebolehan seseorang 

untuk mendapatkan zakat. itu berarti, seorang muslim yang muslim lebih 

diperioritaskan untuk mendapatkan hak zakat dari pada seorang kafir. 

Prioritas dalam hal keimanan ini berlaku untuk semua as}naf yang berarti 

syarat as}na>f adalah harus dari golongan umat muslim sebagai prioritas 

utama. Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), BMH juga berada dibawah 

naungan Undang-undang pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung 

jawab yang sama dengan BAZNAS dalam hal ini telah ditentukan dalam 

Unang-undang No. 38 tahun 1999 pada pasal 16 ayat 1 bahwa zakat 
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didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Ayat dalam 

pasal tersebut mengindikasikan bahwa BMH sesuai dengan aturan yang 

berlaku telah memilih mustahik sesuai dengan ketentuan agama dengan 

syarat utama mustahik haruslah seseorang yang beragama Islam dan seluruh 

mustahik BMH Pamekasan adalah muslim. 

b. Ilmu 

Sebagaimana telah dibahas pada poin yang sama sebelumnya bahwa 

konteks as}na>f yang masuk dalam kriteria ini adalah amil zakat. Menurut 

fikih, amil haruslah dipilih berdasarkan kriteria yang telah disebutkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka BMH selain mengikuti ketentuan dari 

aturan fikih dan Undang-undang BAZNAS. BMH juga menambahkan 

kriteria pengurus amil secara lebih sepesifik yaitu pengurus amil haruslah 

orang Islam yang jujur, mau berjuang dan bekerja keras, berorientasi 

akhirat dan tidak merokok. 

c. Urgensi 

Pembahasan ini juga seperti yang telah dibahas pada poin yang sama 

sebelumnya bahwa kategori ini mencakup semua as}naf secara temporal, 

yaitu tergantung pada keadaan, yaitu siapapun dari kedelapan golongan 

yang paling membutuhkan, maka dia didahulukan dari as}naf yang lain.  

Mengenai urgensi ini selain harus mengikuti aturan dari BAZNAS 

mengenai prioritas yang disebutkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 

211 dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan 
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berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 

keadilan, dan kewilayahan.‛. Pada faktanya, dari delapan golongan yang 

wajib mendapat zakat, BMH hanya menyalurkannya secara dominan kepada 

dua golongan. Hal ini berarti dua golongan tersebut saat ini merupakan 

kelompok yang sangat urgen untuk mendapatkan dana ZIS. 

d. Kecakapan 

Kriteria as}naf seperti dijelaskan sebelumnya akan menentukan bahwa 

seseorang telah cakap, pantas dan memenuhi syarat sebagai mustahik zakat. 

hal ini juga diperlukan agar distribusi zakat bisa tepat sasaran dan tepat 

guna. BMH Pamekasan dengan penambahan aturan dalam rekrutment 

karyawan untuk tidak merokok telah mengindikasikan bahwa pengurus amil 

BMH Pamekasan adalah seorang yang cakap dan pantas. Begitu pula 

dengan  mustahik seperti dana produktif maupun program yang bersifat 

pengembangan SDM sampai saat ini berjalan sesuai tujuan. Hal ini 

membuktikan bahwa mustahik juga merupakan orang yang cakap dan 

pantas. 

2. Analisa Implementasi Fiqh Al-Awalwiyyah dengan Metode Ijtihad (al-

Ijtiha>d al-Aula>wi>) 

Wilayah ijtiha>d aula>wi> sendiri seperti sebelumnya diketahui terbagi dua 

yaitu: 

a. Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah) 

Dari pembahasan sebelumnya, metode ijtihad melalui prioritas teks dan 

dalil bisa menjadi beberapa model yaitu: 
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1) Pendapat jumhur (Hanafi, Maliki dan Hanbali) yang membolehkan 

pemberian zakat hannya kepada sebgian kelompok dari delapan 

kelompok yang ditentukan nas} sesuai tingkat kebutuhan mustahik 

tersebut.  

2) Pendapat imam Syafi’i yang berpendapat bahwa delapan kelompok 

yang disebutkan nas}  memiliki hak yang sama dalam memperoleh 

dana zakat, sehingga apabila semua kellompok tersebut ada, maka 

wajib dibagi rata kepada semua kelompok. 

3)  Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, 

kedelapan as}naf terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan 

prioritasnya, yaitu empat golongan as}na>f  pertama mempunyai 

prioritas lebih utama dari pada empat golongan kedua. 

Untuk mengetahui model yang mana yang dipraktekkan oleh BMH 

Pamekasan dalam prioritas distribusi zakat terhadap mustahik, maka 

perlu melihat pada program-program yang diselenggarakan untuk 

selanjutnya menentukan model prioritas distribusi di BMH pamekasan 

melalui ijtihad teks dan dalil. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 

berikut: 

Tabel 4.5 

Realisasi Program Distribusi Dana ZIS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan 

Dalam Tinjauan Fiqh al-Awlawiyyah  

Jenis  Kegiatan  Kelompok 

mustahik 

1. Program Dakwah  
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a. Beasiswa Kader Dai Amil  

b. Natura Dai Fi sabilillah 

c. Layanan Dakwah Fi sabilillah 

d. Pengadaan Media Dakwah Fi sabilillah 

e. Subsidi Lembaga Dakwah Fi sabilillah 

j.  Sosialisasi Ziswaf Amil  

2. Program Pendidikan  

a. Beasiswa Dhuafa Fakir miskin  

b. Beasiswa pendidikan da’i Fi sabilillah 

c. Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Fi sabilillah 

3. Program Sosial  

a. Bantuan Operasional Panti Asuhan Fakir miskin 

b. Bantuan Pembangunan Panti Asuhan Fakir miskin 

c. Santunan Yatim Dhu'afa Fakir miskin 

d. Layanan Ambulan Gratis Fakir miskin 

e. Layanan Kesehatan Gratis Fakir miskin 

f. Program Kebencanaan dan Kemanusiaan Fakir miskin 

g. Kambing Aqiqoh Fakir miskin 

4. Program Ekonomi  

a. Bantuan Modal Usaha Fakir miskin 

Sumber: Data penelitian yang diolah. 

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa distribusi zakat di 

BMH Pamekasan saat ini hanya didistribusikan kepada dua golongan 

saja yaitu golongan fakir miskin dan fi sabilillah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa konsep penerapan fiqh al-awlawiyyah mengikuti 

pendapat jumhur, yaitu memberikan dana zakat hanya kepada dua 

golongan yang paling membutuhkan dari delapan golongan yang ada. 

b. Ijtihad Prioritas Melalui Fakta 

Berdasarkan pada tabel sebelumnya terlihat bahwa dari 4 programnya, 

BMH Pamekasan telah merealisasikan dana ZIS setidaknya pada 16 

kegiatan selama periode Januari hingga Mei 2016. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Realisasi Program Distribusi ZIS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan 

dalam Tinjauan Skala Prioritas Ijtihad Al-Awlawiyah 

Jenis  Kegiatan  Bln/Th Alokasi Dana Tingkat 

prioritas  

1. Program Dakwah    

a. Beasiswa Kader Da’i 

untuk mendalami zakat 

(Amil zakat) 

Mei 2016 Rp. 1.400.000 Tahsiniyyah  

b. Natura Dai  

(Fi sabilillah) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

4. Apr-2016 

5. Mei-2016 

1. Rp. 3.220.000 

2. Rp. 3.070.000 

3. Rp. 3.490.000 

4. Rp. 3.490.000 

5. Rp. 3.557.500  

  =Rp.16.827.500 

Dharuriyyah  

c. Layanan Dakwah 

(Fi sabilillah) 

Mei 2016 Rp. 1.270.000 Tahsiniyah  

d. Pengadaan Media Dakwah 

(Fi sabilillah) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

4. April  

1.  2.058.000 

2. Rp.    440.000 

3. Rp. 1.798.000 

4. Rp. 1.883.500 

   = Rp. 6.179.500 

Hajiyyah 

e. Subsidi Lembaga Dakwah 

    (Fi sabilillah) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

4. Apr-2016 

5. Mei-2016 

1. Rp. 2000.000 

2. Rp. 3.582.178 

3. Rp. 1.000.000 

4. Rp.     735.000 

5. Rp.     109.500 

  =Rp.  7.426.678 

Hajiyyah  

f. Sosialisasi ZISWAF 

(Amil) 

Mei 2016       Rp. 3.114.500  Tahsiniyyah  

2. Program Pendidikan    

a. Beasiswa Dhuafa 

(fakir miskin) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

4. Apr-2016 

5. Mei-2016 

1. Rp. 3.804.500  

2. Rp. 2.020.000 

3. Rp. 2.287.000 

4. Rp. 1.000.000 

5. Rp.    790.000 

   = Rp. 9.901.500 

 

Dharuriyyah  

b. Beasiswa pendidikan da’i 

(Fi sabilillah) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

1. Rp. 800.000 

2. Rp.   50.000 

3. Rp.   50.000 

  =  Rp. 900.000 

Hajiyyah  

c. Bantuan Operasional 

Lembaga Pendidikan 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

1. Rp. 4.142.000 

2. Rp. 3.584.000 

Hajiyyah  
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(Fi sabilillah) 3. Mar-2016 

4. Apr-2016 

3. Rp. 3.584.000 

4. Rp. 3.664.000 

   = Rp. 14.974.000 

3. Program Sosial    

a. Bantuan Operasional Panti 

Asuhan 

(Fakir-miskiin) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

4. Apr-2016 

5. Mei-2016 

1. Rp. 1.315.000 

2. Rp. 3.787.000 

3. Rp. 1.500.000 

4. Rp. 1.480.000 

5. Rp. 2.377.500 

  =Rp. 10.459.500 

Hajiyyah  

b. Bantuan Pembangunan 

Panti Asuhan 

(Fakir miskin) 

1. Jan-2016 

2. Mar-2016 

1. Rp. 507.000 

2. Rp. 175.000 

     =Rp. 682.000 

Hajiyyah  

c. Santunan Yatim Dhu'afa 

(Fakir miskin) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

4. Mei-2016 

1. Rp.   531.000 

2. Rp.   300.000 

3. Rp.   132.000 

4. Rp.1.589.000 

  =  Rp. 2.552.000 

Dharuriyyah  

d. Layanan Ambulan Gratis 

(Fakir miskin) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

4. Apr-2016 

5. Mei-2016 

1. Rp. 12.560.800  

2. Rp.   2.833.000 

3. Rp.   2.833.000 

4. Rp.   2.833.000 

5. Rp.      400.000 

    =Rp. 21.459.800 

Dharuriyyah  

e. Layanan Kesehatan Gratis 

(Fakir miskin) 

1. Jan-2016 

2. Feb-2016 

3. Mar-2016 

4. Apr-2016 

5. Mei-2016 

1. Rp.   791.000 

2. Rp.   672.000 

3. Rp.   952.000 

4. Rp.   550.000 

5. Rp.1.781.000 

  =  Rp.4.746.000 

Dharuriyyah  

f. Program Kebencanaan dan 

Kemanusiaan 

(Fakir miskin) 

1. Jan-2016 

2. Mei-2016 

1. Rp. 3720.000 

2. Rp.   247.000 

   = Rp.3.967.000  

Dharuriyyah  

g. Kambing Aqiqoh 

(Fakir miskin) 

Mei 2016 Rp.1493.000 Hajiyyah  

4. Program Ekonomi    

a. Bantuan Modal Usaha 

(Fakir miskin) 

1. Jan-2016 

2. Mar-2016 

1. Rp. 2.000.000 

2. Rp. 1.400.000 

    =Rp. 3.400.000 

Hajiyyah  

Sumber: Data penelitan yang diolah. 

Melalui data di atas, maka metode analisa ijtihad prioritas melalui fakta 

di lapangan dapat dilihat dan di analisa dari intensifitas program dan 
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banyaknya jumlah dana yang distribusikan oleh BMH Pamekasan sejak 

periode Januari hingga Mei 2016 pada 16 kegiatannya. Untuk lebih jelas dan 

sistematis maka dibawah ini program-program tersebut akan di 

klasifikasikan menurut golongan mustahik serta intensifitas kegiatan dan 

banyaknya dana berbanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat 

Pamekasan terhadap program-program tersebut. Dari tabel di atas, maka dari 

seluruh program dapat diidentifikasi tiga golongan as}na>f yakni: 

1) Kelompok Fakir miskin. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini 

ialah,  Beasiswa Dhuafa, Bantuan Operasional Panti Asuhan, 

Bantuan Pembangunan Panti Asuhan, Santunan Yatim Dhu'afa, 

Layanan Ambulan Gratis, Layanan Kesehatan Gratis, Program, 

Kebencanaan dan Kemanusiaan, Kambing Aqiqoh dan Bantuan 

Modal Usaha. Jumlah dana yang disalurkan pada kelompok ini 

berjumlah Rp. 53.914.800. 

2) Kelompok Fi sabilillah, yakni meliputi, Natura Dai, Layanan 

Dakwah, Pengadaan Media Dakwah, Subsidi Lembaga Dakwah, 

Beasiswa pendidikan da’i, Bantuan Operasional Lembaga 

Pendidikan. Adapun total dana yang di distribuisikan pada kelompok 

ini berjumlah Rp. 47.577.678. 

3) Kelompok Amil yakni meliputi, Beasiswa Kader Da’i untuk 

mendalami zakat dan Sosialisasi ZISWAF. Adapun jumlah dana 

untuk program ini sebesar Rp. 4.514.500. 
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Angka di atas memberi arti bahwa porsi dana yang dialokasikan untuk 

golongan fakir misikin dan fi sabilillah hampir sama. Setelah diketahui 

jumlah alokasi dana pada tiap program, maka selanjutnya akan di ukur 

berdasarkan golongannya untuk menetapkan skala prioritasnya. Adapun 

klasfikiasinya adalah sebagai berikut: 

1) Golongan fakir miskin 

1.1 Kebutuhan dharuriyyah (kebutuhan dasar) dalam hal ini 

program BMH Pamekasan yang termasuk pada kategori ini 

adalah Santunan Yatim Dhu'afa, Layanan Ambulan Gratis, 

Layanan Kesehatan Gratis dan Program Kebencanaan dan 

Kemanusiaan. 

1.2 Kebutuhan hajiyyah, yaitu beasiswa dhuafa, bantuan 

operasional panti asuhan, bantuan pembangunan panti 

asuhan serta bantuan kambing aqiqoh.  

1.4 Kebutuhan tahsiniyyah (penyempurna) adalah bantuan modal 

usaha produktif. 

4) Golongan fi sabilillah 

1.1 Kebutuhan dharuriyyah Natura Dai, Bantuan Operasional 

Lembaga Pendidikan.  

1.2 Kebutuhan hajiyyah ialah Pengadaan Media Dakwah, 

Subsidi Lembaga Dakwah. 

1.3 Kebutuhan tahsiniyyah ialah Layanan Dakwah, Beasiswa 

pendidikan da’i. 
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5) Ibn sabil, yaitu Beasiswa Kader Da’i untuk mendalami zakat dan 

Sosialisasi ZISWAF. Kedua program tersebut termasuk pada 

kebutuhan tahsiniyyah. 

Dalam konteks ini, skala  kebutuhan yang diklasifikasikan 

disesuaikan dengan kategori program yang ada di BMH, namun untuk 

prakteknya di Pamekasan, program dalam kelompok fi sabilillah di 

BMH tidak lagi menjadi kebutuhan yang sangat urgen mengingat kota 

Pamekasan merupakan kota pesantren di mana terdapat ratusan 

pesantren di dalamnya. Setidaknya tercatat sebanyak 513 pesantren di 

kota pamekasan dengan jumlah santri 115.427 santri yang 

memperdalam ilmu keislaman.
14

Selain itu, masyarakat Pamekasan 

merupakan mayoritas penganut Islam dan sangat taat dalam 

mengamalkan serta mengajarkan agama Islam, sehingga kebutuhan 

terhadap da’i tidak menjadi prioritas. akan tetapi, karena BMH 

merupakan LAZ dibawah naungan organisasi keislaman Hidayatullah 

yang dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada dakwah keislaman, 

maka seluruh program-programnya juga tidak luput dari pengaruh 

organisasi yang menanunginya. Penyaluran dana ZIS BMH untuk 

dakwah juga disalurkan pada lembaga serta individu yang beraada 

dibawah naungan Hidayatullah sendiri. Namun untuk kelompok fakir 

miskin tidak ada pertentangan, karena semmua kegiatan tersebut sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat di Pamekasan. 

                                                           
14

 SETDA Kabupaten Pamekasan, Bagian Administrasi Pembangunan ‚Jumlah Pondok Pesantren 

Yang Tersebar Di Kabupaten Pamekasan‛ dalam http://pembangunanpamekasan.info/417_data-

keagamaan.gc (03-05-2012), 1. 

http://pembangunanpamekasan.info/417_data-keagamaan.gc
http://pembangunanpamekasan.info/417_data-keagamaan.gc
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C. Analisis Penerapan Fiqh Al-Awlawiyyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik 

Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) 

Pamekasan 

1. Analisa Implementasi Fiqh Al-Awalwiyyah Dengan Metode Tekstual (Al-

Tanshish Al-Awla>wi) 

Sebagaimana telah dijelaskan pada pemahasan sebelumnya, maka perlu 

di uraikan terlebih dahulu mengenai golongan as}na>f  yang terdapat di Baitul 

Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh 

konsep fikih dan juga harus disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. 

BMH Pamekasan memiliki 4 program secara garis besar dan ke empat 

program tersebut terbagi menjadi bagian-bagian kegiatan dsitribusi yang 

terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Program distribusi LAZISMU Pamekasan dalam Tinjauan Fikih Zakat 

Periode Maret-April 2016 

Jenis Program Golongan mustahik  

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Micro Economic 
Empowerment) 

 

a. ZISPRO modal usaha Fakir miskin 

b. Pembinaan dan pelatihan UKM Fakir miskin 

2. Pengembangan Pendidikan (Education Development)  

a. Beasiswa berkah, dhuafa’ dan prestasi. Fakir miskin 

Fi ssabilillah 

b. Bantuan kesejahteraan guru Fakir miskin 

c. Sekolah asuh Fakir miskin 

d. Perguruan tinggi Fakir miskin 

3. Pelayanan sosial (Social Services)  

a. Santunan yatim Fakir miskin 

b. Medical mobile service Fakir miskin 

c. Peduli lansia Fakir miskin 

4. Dakwah  (Dakwah Services)  
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a. Peduli kader da’i Fi sabilillah 

b. Penerbitan media dakwah Fi sabilillah 

Sumber: Data penelitan yang diolah. 

Berikut akan dijelaskan secara detail program-program di atas ditinjau 

dari konteks fikih dan fakta lapangan untuk mengetahui status mustahik yang 

menerima dana dari LAZISMU tersebut adalah sesuai dengan ketentuan nas}, 

yakni: 

a. ZISPRO modal usaha merupakan bantuan modal untuk UKM (Usaha 

Kecil Menengah). Bantuan ini tergolong bantuan bagi kaum fakir 

miskin. 

b. Pembinaan dan pelatihan UKM merupakan bantuan untuk memberikan 

binaan serta pelatihan bagi pedangan UKM agar dapat meningkatkan 

daya saing serta dapat menggunakan bantuan modal secara efektif dan 

efisien. Bantuan ini juga tergolong bantuan bagi kaum fakir miskin. 

c. Beasiswa berkah dhuafa’ dan berprestasi merupakan beasiswa yang 

diberikan kepada anak-anak kurang mampu (fakir miskin). Sedangkan 

untuk beasiswa berprestasi adalah bantuan untuk anak didik yang 

memiliki prestasi dan membutuhkan bantuan agar prestasi tersebut 

tetap dan terus berkembang untuk masa depan bangsa memiliki SDM 

yang berkualitas. 

d. Bantuan kesejahteraan guru merupakan bantuan untuk guru miskin yang 

tetap mengabdikan diri walaupun dengan minimnya fasilitas. 

e. Sekolah asuh merupakan tanggungan pendidikan bagi muzakki yang 

bersedia mengayomi satu anak untuk sekolah.  
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f. Perguruan tinggi merupakan bantuan untuk anak didik dapat 

melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. 

g. Santunan yatim merupakan bantuan untuk anak-anak yatim dhuafa’. 

h. Medcial mobile service merupakan bantuan kesehatan keliling untuk 

orang-orang tidak mampu. 

i. Peduli lansia merupakan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk orang-

orang yang lanjut usia serta tidak mampu mencari nafkah dan tidak ada 

orang yang menjamin. 

j. Peduli kader da’i (kader da’i Muhammadiya) merupakan bantuan untuk 

da’i yang sedang menuntut ilmu.  

k. Penerbitan media dakwah merupakan penerbitan majalah zakat 

LAZISMU Pamekasan sekaligus di dalamnya terdapat laporan keuangan 

pendayagunaan zakat. majalah ini dibagikan kepada muzakki serta 

masyarakat umum untuk menarik minat muzakki dalam berzakat pada 

LAZISMU.  

Semua pemaparan di atas menunjukkan bahwa mustahik yang menerima 

distribusi dari LAZISMU sesuai dengan apa yang telah ditetapkan al-Qur’a>n, 

walaupun dari delapan golongan yang ditetapkan hanya terdapat dua 

golonggan saja yang mendominasi program pendayagunaan dana zakat dari 

BMH, akan tetapi dua golongan tersebut masih merupakan as}na>f yang tidak 

melenceng dari ketentuan nas}. 

Setelah seluruh program sesuai dengan kriteria nas}, maka selanjutnya 

terdapat parameter yang digunakan nas} untuk mengukur kelayakan serta 
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prioritas suatu amal. Ukuran ini lebih ditekankan kepada pihak subyek yang 

melakukan amal tersebut. Untuk itu para mustahik di atas dalam menentukan 

mana yang lebih prioritas antara satu dengan lainnya, maka perlu diperhatikan 

mengenai parameter-parameter berikut: 

a. Iman dan ketaatan 

Untuk saat ini, seluruh mustahik di LAZISMU adalah muslim dan 

telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh al-Qur’a>n 

serta Undang-undang pengelolaan zakat yang mengatur kriteria 

mustahik sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan poin yang 

sama sebelumnya. 

b. Ilmu 

Sebagaimana telah dibahas pada poin yang sama sebelumnya 

bahwa konteks as}na>f yang masuk dalam kriteria ini adalah amil zakat. 

Menurut fikih, amil haruslah dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

disebutkan pada pembahasan sebelumnya, LAZISMU selain mengikuti 

ketentuan dari aturan fikih dan Undang-undang BAZNAS, LAZISMU 

juga menambahkan kriteria pengurus amil secara lebih sepesifik yaitu 

pengurus amil harus memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi. 

c. Urgensi 

Mengenai urgensi ini selain harus mengikuti aturan dari BAZNAS 

mengenai prioritas yang disebutkan dalam Undang-undang No. 23 

tahun 211 dalam Pasal 26 bahwa pendistribusian zakat dilakukan 

berdasarkan skala prioritas. Pada faktanya, dari delapan golongan 

yang wajib mendapat zakat, LAZISMU hanya menyalurkannya secara 
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dominan kepada dua golongan. Hal ini berarti dua golongan tersebut 

saat ini merupakan kelompok yang sangat urgen untuk mendapatkan 

dana ZIS. 

d. Kecakapan 

LAZISMU Pamekasan merekrut pengurus amil dengan melakukan 

interview dan magang untuk memastikan bahwa calon pengurus 

merupakan orang yang cakap dan pantas. Begitu pula dengan  

mustahik selain diajukan sendiri oleh muzakki, LAZISMU juga 

mencari  dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk 

membuktikan bahwa mustahik merupakan orang yang cakap dan 

pantas. 

2. Analisa Implementasi Fiqh Al-Awalwiyyah dengan Metode Ijtihad (al-

Ijtiha>d al-Aula>wi>) 

a. Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah) 

Dari pembahasan sebelumnya, metode ijtihad melalui prioritas teks dan 

dalil bisa menjadi beberapa model yaitu: 

1) Pendapat jumhur (Hanafi, Maliki dan Hanbali) yang telah dijelaskan 

sebelumnya agar mendistribusikan zakat pada golongan yang paling 

membutuhkan. 

2) Pendapat imam Syafi’i yang berpendapat untuk membagi rata dana 

zakat kepada semua golongan as}na>f yang ada. 

3)  Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, 

kedelapan as}naf terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan 
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prioritasnya, yaitu as}na>f empat golongan pertama mempunyai 

prioritas lebih utama dari pada empat golongan kedua. 

Untuk mengetahui model yang mana yang dipraktekkan oleh 

LAZISMU Pamekasan dalam prioritas distribusi zakat terhadap 

mustahik, maka perlu melihat pada program-program yang 

diselenggarakan untuk selanjutnya menentukan model prioritas 

distribusi di LAZISMU Pamekasan melalui ijtihad teks dan dalil. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Realisasi Program Distribusi Dana ZIS LAZISMU Pamekasan 

Dalam Tinjauan Fiqh al-Awlawiyyah  

         Penyaluran Dana Zakat Golongan Mustahik  

           Pelatihan Da’i Fi sabilillah  

Penyaluran Infaq/Shadaqah  

1. Pendidikan   

a. Bantuan Kesejahteraan Guru Fakir miskin 

b. Beasiswa Fakir miskin  

2. Sosial   

a. Peduli Kader Da’i Fi sabilillah 

b. Peduli Lansia Fakir miskin 

c. Penyaluran Yatim Fakir miskin  

d. Sekolah Asuh Fakir miskin  

e. Peduli Dhu’afa Fakir miskin  

f. Bedah Rumah Fakir miskin  

g. Media LAZISMU Fi sabilillah  

3. Dakwah   

a. Kafalah Da’i Fi sabilillah 

Sumber: Data penelitan yang diolah. 

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa distribusi zakat di LAZISMU 

Pamekasan saat ini  hanya didistribusikan kepada dua golongan saja yaitu 
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golongan fakir miskin dan fi sabilillah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

konsep penerapan fiqh al-awlawiyyah mengikuti pendapat jumhur, yaitu 

memberikan dana zakat hanya kepada dua golongan yang paling 

membutuhkan dari delapan golongan yang ada. Bahkan mayoritas dana 

dialokasikan untuk kelompok fakir miskin. 

b. Ijtihad Prioritas Melalui Fakta  

Berdasarkan pada tabel sebelumnya terlihat bahwa dari 4 programnya, 

BMH Pamekasan telah merealisasikan dana ZIS setidaknya pada 16 

kegiatan selama periode Januari hingga Mei 2016. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Realisasi Program Distribusi ZIS LAZISMU Pamekasan 

dalam Tinjauan Skala Prioritas Ijtihad al-Awlawiyah 

         Penyaluran Dana Zakat Alokasi Dana Tingkat prioritas  

a.  Pelatihan Da’i (fi sabilillah) Rp.1.000.000 Hajiyyah  

Penyaluran Infaq/Shadaqah   

1. Pendidikan    

a. Bantuan Kesejahteraan 

Guru (fakir miskin) 

Rp.4.685.000 Hajiyyah  

b. Beasiswa (fakir miskin) Rp.1.500.000 Hajiyyah  

2. Sosial    

a. Peduli Kader Da’i (fi sabilillah) Rp.4.263.000 Hajiyyah  

b. Peduli Lansia (fakir miskin) Rp.3.752.000 Dharuriyyah  

c. Penyaluran Yatim (fakir miskin) Rp.2.000.000 Hajiyyah  

d. Sekolah Asuh (fakir miskin) Rp.1.500.000 Hajiyyah  

e. Peduli Dhu’afa (fakir miskin) Rp.2.000.000 Dharuriyyah  

f. Bedah Rumah (fakir miskin) Rp.5.000.000 Hajiyyah  

g. Media LAZISMU (fisabilillah) Rp.3.583.000 Hajiyyah  

3. Dakwah    

c. Kafalah Da’i (fi sabilillah) Rp.3.000.000 Hajiyyah  

Sumber: Data penelitan yang diolah. 
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Melalui data di atas, maka metode analisa ijtihad prioritas melalui fakta 

di lapangan dapat dilihat dan di analisa dari intensifitas program dan 

banyaknya jumlah dana yang distribusikan oleh LAZISMU Pamekasan sejak 

periode Maret hingga April 2016 pada  11 kegiatannya. Untuk lebih jelas dan 

sistematis maka dibawah ini program-program tersebut akan di 

klasifikasikan menurut golongan mustahik serta intensifitas kegiatan dan 

banyaknya dana berbanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat 

Pamekasan terhadap program-program tersebut. Dari tabel di atas, maka dari 

seluruh program dapat diidentifikasi dua golongan as}na>f yakni: 

1) Fakir miskin 

Tujuh kegiatan distribusi di LAZISMU di berikan kepada kelompok 

fakir miskin dengan alokasi dana Rp. 24.020.000,. Adapun skala 

prioritas sesuai definisi dan kriteria yang telah ditetapkan dalam 

fikih prioritas dalam kegiatan ini dari tujuh kelompok di atas 

terklasifikasi sebagai berikut: 

a) Kebutuhan dharuriyyah yang termasuk pada kelompok ini 

adalah bantuan Peduli Lansia dan Peduli Dhuafa’. 

b) Kebutuhan hajiyyah yang tergolong pada kelompok ini ialah 

bantuan kesejahteraan guru, penyaluran yatim, sekolah asuh, 

bedah rumah.  

2) Fi sabilillah  
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Alokasi untuk kelompok ini sebesar Rp. 11.846.000 dari 4 

kegiatan. Dari keempat golongan tersebut, semua kategori 

kebutuhannya tergolong pada kebutuhan hajiyyah. 

Dalam hal ini dana zakat dan dana infaq-shadaqah LAZISMU 

dipisah penyalurannya, sehingga penyaluran zakat sebagaimana 

diterangkan pada bab sebelumnya hanya diberikan untuk pelatihan 

da’i. Sedangkan kegiatan yang lain diambil dari dana infaq dan 

shadaqah. LAZISMU beralasan karena saat ini yang paling 

dibutuhkan oleh Muhammadiyah, yaitu Ormas yang menaungi 

LAZISMU adalah pengkaderan da’i. Sedangkan di Pamekasan, 

kebutuhan masyarakat terhadap program da’i tidaklah urgen seperti 

yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. 

Sebagai dana umat, baik itu zakat, infaq maupun shadaqah 

sebenarnya  distribusi yang dilakukan oleh LAZISMU dari program-

program di atas sudah sesuai dengan konsep fiqh al-awlawiyyah 

dengan mendistribusikannya kepada orang-orang yang 

membutuhkan. Namun dalam konsep fikih, zakat, infaq dan 

shadaqah mempunyai term dan ketentuan yang berbeda, sehingga 

cara pendistibusiannya juga memiliki ketentuan yang berbeda. Infaq 

dan shadaqah memiliki aturan yang lebih elastis karena bukan 

merupakan ibadah wajib serta pemberiannya bersifat suka rela. 

Berbeda dengan zakat, selain bersifat wajib, hanya pada harta 

tertentu dengan ketentuan tertentu dapat diambil dan selanjutnya 

diberikan kepada kelompok yang telah ditentukan juga. 
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Untuk itu, sebaiknya zakat sebagaimana pendapat jumhur, 

seharusnya diberikan kepada golongan yang paling membutuhkan, 

atau jika tidak bisa mengikuti pendapat imam syafi’i untuk 

membaginya secara rata. Sehingga secara prosedural pendistribusian 

zakat tidak menyalahi aturan dasar yang telah ditetapkan oleh dalil 

al-Qur’a>n dan hadith. 

D. Analisa Tingkat Penerapan Fiqh al-Awlawiyyah pada Skala Prioritas 

Kebutuhan Mustahik dalam Distribusi Zakat: Persamaan dan Perbedaannya 

pada BAZ, BMH dan LAZISMU 

BAZ memiliki tingkat penerapan fiqh al-awlawiyyah dengan kategori 

mendekati kriteria yang paling sesuai dengan konsep fiqh al-awlawiyyah. Hal 

tersebut bisa dilihat dari dua metode fiqh al-awlawiyyah yang diuji terhadap 

program-program yang direalisasikan oleh BAZ Pamekasan sama sekali tidak 

menemui penyimpangan, baik pada kategori mustahik maupun tingkat alokasi dana 

yang diberikan kepada golongan paling perior sesuai dengan skala pengukuran 

kebutuhan masyarakat Pamekasan. Sedangkan BMH, hampir seleras dengan BAZ 

dalam hal pendistribusiannya tidak ditemukan penyimpangan, hanya saja, dari 3 

kelompok as}naf  yang mendapatkan dana zakat, sebagaimana disesuaikan dengan 

konteks realitas keadaan penduduk Pamekasan, maka realisasi yang dilakukan 

BMH kurang memenuhi syarat konsep fiqh al-awlawiyyah, walaupun secara hukum 

dasar zakat hal tersebut tidaklah salah. Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan 

besarnya dana yang dialokasikan untuk golongan fakir-miskin dengan 9 program 

distribusi hampir sama dengan golongan fi sabilillah yang hanya 6 program. 

Sedangkan program fi sabilillah mayoritas dialokasikan untuk program dakwah, 
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yang mana diantaranya distribusi ini bersekala nasional untuk seluruh da’i dibawah 

naungan Hidayatullah di seluruh penjuru negeri. Padahal sebagaimana diketahui, 

dalam skala Pamekasan, program dakwah tidak termasuk pada kebutuhan yang 

bersifat dharuriyyah dikarenakan tingkat lembaga keislaman seperti pesantren di 

Pamekasan yang begitu banyak mengindikasikan tingkat ketaatan beragama serta 

pendakwah di Pamekasan sudah cukup. Oleh karena itu, implementasi fiqh al-

awlawiyyah di BMH belum sepenuhnya sesuai.  

Berbeda dengan dua institusi sebelumnya, LAZISMU sebagai lembaga zakat 

dibawah naungan Muhammadiyah juga tidak luput dari pengaruh dan kebijakan 

organisasi. Namun yang perlu dicatat di sini adalah adanya pembedaan alokasi 

khusus dana zakat dengan infaq dan shadaqah. Jika dua istitusi sebelumnya 

mencampur dana zakat, infaq dan shadaqah, sehingga terkesan merata dan adil, 

untuk selanjutnya memberikannya kepada pihak yang paling membutuhkan, 

sedangkan LAZISMU membedakan alokasi dana zakat dengan dana infaq dan 

shadaqah. Untuk tahun 2015 hingga tahun 2016, dana tersebut hanya diberikan 

kepada pelatihan da’i, sedangkan dengan alasan yang sama, realitas kebutuhan 

masyarakat di pamekasan terhadap pengkaderan da’i-da’i tidaklah pada tahap 

dharuriyyah, sehingga impelmentasi fiqh alawlawiyyah dengan metode tekstual 

sangat tidak sesuai dengan skala prioritas distribusi zakat di LAZISMU 

Pamekasan.  Sedangkan dana infaq dan shadaqah diberikan kepada mustahik zakat 

lainnya dengan memprioritaskan kaum fakir muskin. Dapat disimpulkan bahwa 

metode pendistibusian LAZISMU ditemukan sedikit ketidak sesuaian dengan 

konsep dasar zakat dan konsep fiqh al-awlawiyyah. Akan tetapi pada alokasi dana 

infaq shadaqah, LAZISMU mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan realitas di 
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Pamekasan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diperjelas mengenai perbedaan 

dan persamaan serta tingkat penerapan skala prioritas pada ketiga institusi tersebut 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Tingkat Implementasi Fiqh al-Awlawiyyah pada BAZ, BMH dan LAZISMU 

No  BAZ, BMH dan LAZISMU 

01 Persamaan  1. BAZ dan BMH mencampur dana zakat dengan dana infaq dan 

shadaqah dalam pendistribusiannya. 

2. Ketiga lembaga mendistribusikan dana ZIS mayoritas untuk 

golongan fakir miskin dan fi sabilillah. 

3. Fakir miskin menjadi golongan yang paling diprioritaskan. 

4. Dana zakat sangat sedikit untuk BMH dan LAZISMU 

02 Perbedaan  1. LAZISMU membedakan dana zakat dan dana infaq-shadaqah dalam 

pendistribusiannya. 

03 

 

Tingkat 

penerapan 

fiqh 

prioritas  

Metode tekstual 
(Al-Tanshish Al-
Awla>wi) 

Metode ijtihad 

Prioritas dengan 

Teks (Nus}us}) dan 

Dalil (‘Adillah)  

Ijtihad Prioritas Melalui Fakta 

Ketiga institusi 

zakat memenuhi 

kriteria yang 

sesuai dengan 

ketentuan konsep 

ini, yaitu 

kriterian as}naf 
yang mendapat 

dana ZIS sesuai 

dengan nas}. 

Ketiga institusi 

zakat memenuhi 

kriteria yang sesuai 

dengan ketentuan 

konsep ini, yaitu 

pada realisasi 

distribusi ZIS, asnaf 

yang 

mendapatkannya 

merupakan 

kelompok yang 

secara prioritas 

sangat 

membutuhkan. 

1. BAZ menerapkan seluruh 

kriteria konsep fiqh prioritas 

sesuai dengan ketentuan 

melalui prioritas as}naf zakat 

serta alokasi dana yang 

diberikan berdasarkan realitas 

yang terjadi di pamekasan, 

yaitu untuk golongan fakir 

miskin dengan prioritas utama 

dan fi sabilillah pada urutan 

selanjutnya dan secara 

temporal untuk asnaf lain 

yang bersifat insidentil-

dharuriyyah  

2. BMH secara prioritas telah 

mendistribusikan sesuai 

dengan konsep fiqh al-
awlawiyyah menurut 

kelompok as}naf yang 

mendapatkan dana yaitu fakir 

miskin dan fi sabilillah, 
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namun secara alokatif, kedua 

kelompok tersebut 

mendapatkan dana yang 

hampir sama, padahal 

kebutuhan fakir miskin lebih 

banyak dan kebutuhan 

masyarakat Pamekasan 

terhadap program dakwah (fi 

sabilillah) tidaklah bersifat 

dharuriyyah. 

3. LAZISMU secara alokatif, 

telah memenuhi ketentuan 

fiqh al-awlawiyyah, yaitu 

mendistribusikan dana ZIS 

pada kelompok yang paling 

membutuhkan kepada fakir 

miskin, namun dana zakat 

dialokasikan untuk pelatihan 

da’i saja, sedangkan untuk 

kebutuhan fakir-miskin 

diambil dari dana infaq-

shadaqah. Hal ini sedikit 

bbertentangan dengan konsep 

dasar zakat. 

Sumber: Data penelitian yang diolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Konsep fiqh al-awlawiyyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam 

distribusi zakat terbagi menjadi dua metode dalam penetapan skala 

prioritasnya. Adapun metode pertama disebut dengan Metode Tekstual 

(Tans}is} Al-Awlawi>), yaitu metode penetapan skala prioritas yang dibatasi 

dan ditentukan oleh Syara’.dalam metode ini terdapat beberapa parameter 

yang disebutkan oleh nas} yang menjadikan suatu amal itu lebih diutamakan 

dan diprioritaskan dibandingkan amal yang lain. Parameter tersebut ialah, 

pertama, Iman dan Ketaatan dari subyek amal. Dalam konteks zakat 

sebagaimana di atur oleh QS. al-Tawbah, bahwa golongan yang berhak 

menerima zakat adalah delapan golongan, maka kedelapan golongan (as}naf>) 

yang muslim lebih prior dari pada as}na>f yang kafir. Kedua,  Ilmu. Kategori 

ini dalam konteks zakat hanya dapat diberlakukan untuk amil zakat sebagai 

satu-satunya pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan 

lembaga zakat, mulai dari tahap pengumpulan, pencatatan serta 

pengalokasiannya. Untuk itu ukuran keilmuan pengurus amil menjadi tolok 

ukur kesuksesan lembaga zakat. ketiga, Urgensi Amal. Kategori ini 

mencakup semua as}naf secara temporal, yaitu tergantung pada keadaan, 

yaitu siapapun dari kedelapan golongan yang paling membutuhkan, maka 

dia didahulukan dari as}naf yang lain. Keempat, Kecakapan serta 

Kepantasan pelaku amal. Hal ini bisa diukur dengan melihat pada kriteria-

143 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

144 

 

kriteria as}naf untuk menetapkan as}naf  yang cakap dan pantas menerima 

zakat. 

Metode kedua ialah Prioritas dengan Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-Aula>wi>), 

yaitu metode ijtihad skala prioritas yang dibatasi oleh mujtahid sendiri 

melalui penalarannya. Wilayah ijtiha>d aula>wi> sendiri terbagi menjadi dua 

yaitu, Pertama,  Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah), 

yaitu ijtihad yang dilakukan saat teks bersifat dzanni, baik dari sisi tsubut 

dan dilalahnya maupun keduanya. Pada teks yang seperti inilah ijtihad 

diperlukan untuk mencari dalil yang yang lebih sesuai dan lebih dekat 

dengan kebenaran. Peran ijtihad prioritas dalam hal ini adalah apabila 

terdapat dua dalil yang bertentangan, maka mujtahid harus bisa menetukan 

dalil yang lebih rajih dan mendekati kebenaran. Dalam konteks zakat, 

terdapat banyak perbedaan ulama mengenai as}na>f, baik terhadap kuantitas, 

kualitas, dan prioritas di mana ayat tersebut tidak menjelaskan perincian 

pembagian diantara delapan as}naf. Ayat tersebut hanya menetapkan 

kategori-kategori mustahik. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah menerangkan 

cara pembagian itu. Sehingga penulis hanya menggunakan tiga pendapat 

paling masyhur yang digunakan oleh orang Islam. pertama, pendapat 

jumhur bahwa zakat boleh diberikan pada yang paling membutuhkan sesuai 

prioritasnya. Kedua, pendapat imam Syafi’i dimana zakat dianjurkan untuk 

dibagikan secara merata kepada seluruh mustahik zakat. ketiga, menurut 

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani as}na>f terbagi ke dalam 

dua kelompok, yang mana empat golongan pertama menjadi as}na>f yang 

paling utama dari pada empat as}na>f  berikutnya. Dari tiga model tersebut 
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semuanya benar, akan tetapi pendapat pertama lebih sesuai dengan konsep 

fiqh al-awlawiyyah. 

Kedua, Ijtihad Prioritas Melalui Fakta. fikih prioritas dengan metode ini 

dilengkapi dengan seperangkat kaidah yang menjadi batasan-batasan dalam 

menentukan sebuah amalan yang harus lebih diprioritaskan dari pada yang 

lainnya dan kaidah tersebut siap pakai dalam merespons problematika 

kontemporer. Kaidah-kaidah tersebut terdiri dari tiga cakupan, yakni a. 

Pengetahuan Tingkatan Hukum (Fiqh Nusus dan Fiqh Maqasid). b. 

Pengetahuan Ralitas (fiqh al-waqi’). c. Kaidah-kaidah saat terjadinya 

kontradiksi antar hukum (fiqh al-muwazanah). Semua kaidah-kaidah 

tersebut dapat dipakai dalam menentukan skala prioritas kebutuhan 

mustahik zakat dan menentukan golongan mana yang harus diprioritaskan 

apabila terdapat dua golongan yang sama-sama penting dan harus memilih 

salah satunya.  

2. Implementasi Fiqh al-Awalwiyyah pada Prioritas Kebutuhan Mustahik 

dalam Distribusi Zakat di Lembaga Amil Zakat (BAZ) Pamekasan melalui 

tiga pengukuran skala prioritas di atas sesuai dengan konsep fiqh al-

awlawiyyah, di mana distribusi yang dilakukan oleh BAZ Pamekasan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan masyarakat Pamekasan baik diukur melalui 

Metode Tekstual (Tans}is} Al-Awlawi>) ataupun Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-

Aula>wi>), baik dianalisa melalui kriteria-kriteria mustahik yang menerima 

zakat ataupun melalui realisasi program yang diberikan kepada mustahik 

yang pailng membutuhkan. Sedangkan Implementasi Fiqh al-Awalwiyyah 

pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Distribusi Zakat di Baitul Mal 
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Hidayatullah (BMH) Pamekasan menurut analisa (Tans}is} Al-Awlawi>) 

memiliki kesesuaian dengan ketentuan teks (nas}) al-Qur’a>n begitupula 

dalam tinjauan Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah), 

program distribusi di BMH masih sesuai dengan petunjuk nas}. Namun pada 

fakta dilapangan, terdapat kekurang sesuaian mengenai prioritas distribusi 

zakat dengan golongan as}na>f  yang ada dalam program BMH, yakni 

banyaknya program pendistribusian dana zakat untuk kelompok di sabilillah 

dengan kegiatan dakwah, di mana dana tersebut dipergunakan untuk 

mencetak kader da’i, sedangkan di pamekasan mayoritas penduduk 

merupakan muslim yang taat. Selain itu, terdapat banyak pesantren dan 

ulama-ulama yang menjadi panutan dakwah keislaman di Pamekasan. 

Sehingga menurut ukuran Ijtihad Prioritas Melalui Fakta, distribusi zakat di 

BMH kurang sesuai dengan konsep fiqh al-awlawiyyah. 

adapun Implementasi Fiqh al-Awalwiyyah pada Prioritas Kebutuhan 

Mustahik dalam Distribusi Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan 

Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan menurut Metode 

Tekstual (Tans}is} Al-Awlawi>) ataupun Metode Ijtihad (al-Ijtiha>d al-Aula>wi>) 

melalui Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nus}us}) dan Dalil(‘Adillah) masih 

sesuai dengan konsep Fiqh al-Awalwiyyah.  Sedangkan dengan metode 

Ijtihad Prioritas Melalui Fakta, menemukan ketidak sesuaian dalam hal 

penyaluran dana, dimana dana zakat di LAZISMU Pamekasan hanya 

disalurkan untuk pelatihan da’i, sedangkan sebagaimana dibahas 

sebelumnya bahwa Pamekasan merupakan kota dengan julukan Gerbang 

Salam, memiliki penduduk dengan 99% penganut Islam yang taat serta 
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terdapat ratusan pesantren. Sedangkan dalam masalah prioritas 

pendistribusiannya terhadap mustahik, LAZISMU memiliki kesesuaian, di 

mana pendistribusian diberikan kepada dua kelompok yang sangat 

membutuhkan, bahakan di dominasi untuk fakir miskin. 

B. Saran  

1. Sebagai konsep yang baru, konsep fiqh al-awlawiyyah ini layak untuk 

dikembangkan di Indonesia sebagai suatu konsep yang bisa menjadi tolok 

ukur dalam menilai suatu amal, sehingga setiap malakukan suatu amal 

dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Yang paling penting ialah  

adanya penerapan konsep  fiqh al-awlawiyyah dalam mengukur skala 

kebutuhan mustahik zakat agar distribusi zakat bisa tepat sasaran serta 

tepat guna. 

2. Setiap instansi zakat, baik BAZ atau LAZ perlu mengembangkan dan 

mepraktikkan konsep fiqh al-awlawiyyah  ini dalam pendistribusian dana 

ZIS guna  mengetahui skala prioritas kebutuhan mustahik zakat dalam 

rangka membangun sistem perzakatan yang efektif dan efisien untuk 

akhirnya mencapai cita mulia pendayagunaan zakat, yaitu menjadi 

instrument pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat.  
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